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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah

dilaksanakan untuk mencapai sasaran
pembangunan nasional serta meningkatkan hasil
pembangunan daerah secara adil dan merata dalam
rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam
mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta
sebagai acuan dalam penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu
5 (lima) tahun mendatang, perlu disusun rencana
pembangunan jangka menengah daerah sesuai
dengan visi, misi dan arah kebijakan jangka panjang
daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Peraturan




Mengingat

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,




Menetapkan

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2;

¥ o

Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam wurusan
penyelenggaraan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut
RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah provinsi untuk periode S (lima)
tahun.




10.

11,

(1)
(2)

(3)

(4)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Bupati dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutynya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang
wilayah merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau
aspek fungsional.

Pasal 2

RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD

Provinsi, dan RTRW.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum Daerah;

c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan
daerah;

d. program  Perangkat Daerah dan  kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

€. penutup.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dan RKPD dengan memperhatikan RPUMN dan RPJMD
Provinsi, serta kondisi lingkungan strategis Daerah.




Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 20 Agustus 2025

‘BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIKVICTOR PALIMBONG
Diundangkan di Rantepao \
pada tanggal 20 Agustus 2025 SSELR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.052.25.




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM
1.1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan
sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya
saing daerah. Sedemikian besarnya  wewenang dan  tugas
Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan
kaidah perumusan kebijakan agar penyusunan dokumen RPJMD
dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara
efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah
dan nasional.

Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan
nasional adalah wajib adanya RPJMD yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Bupati sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
untuk jangka waktu S (lima) tahun.

Kaidah perumusan kebijakan RPJMD meliputi:
analisis gambaran umum kondisi Daerah;
analisis keuangan Daerah;
sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu

o po TP

strategis Daerah;

f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;




1.2.

1.3.

1.4

perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
perumusan strategi dan arah kebijakan,;
i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;

j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah;
dan

. P—l qq

k. penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPJMD meliputi tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Prinsip-prinsip

Prinsip RPJMD meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional;

b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pendekatan

RPJMD menggunakan pendekatan:

a. teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah;

b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan
(stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku
kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan,
transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen
masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta
terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;

c. politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan
masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat
kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD;

d. bottom up-top down, yaitu penyelarasan melalui musyawarah
yang dilaksakan mulai dari Desa/Lembang, Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi




dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional
dan rencana pembangunan daerah;

pendekatan  holistik-tematik, yaitu pendekatan dengan
penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang
relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; dan
pendekatan spasial, adalah metode untuk memahami gejala

tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam
melalui media ruang.

1.5 Tahapan penyusunan dan penetapan RPJMD terdiri atas:

a.

=N B SN S <5

penyusunan Substansi RPJMD;

persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;

penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
konsultasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;

musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029;

perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029; dan
reviu Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) terhadap
Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

1.6 Proses Penetapan RPJMD

a.

b.
c.
d.

penyampaian RANPERDA tentang RPJMD Tahun 2025-2029
kepada DPRD;

pembahasan RANPERDA RPJMD Tahun 2025-2029;

evaluasi RANPERDA RPJMD Tahun 2025-2029; dan

penetapan RANPERDA RPJMD Tahun 2025-2029.

1.7 Muatan RPJMD terdiri atas:

a.

b
.
d

pendahuluan,;

gambaran umum Daerah;

visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;

program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah; dan

penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas




Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 138.
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang
berkesinambungan untuk menetapkan tujuan pembagunan yang ingin
dicapai menuju arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan sangat
penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah
yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih
terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai
standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan
pada periode RPJMD 2021-2026 Kabupaten Toraja Utara menunjukan
capaian hasil yang semakin membaik. Namun demikian, keberhasilan
yang telah dicapai masih menyisahkan permasalahan yang perlu
ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode
2025 hingga 2029.

Secara umum, gambaran capaian pembangunan selama S5 tahun
terakhir ditunjukkan oleh indikator makro pembagunan yang meliputi
Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan
Ekonomi, Gini Ratio dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian
Indeks Pembangunan Manusia mengalami perkembangan positif,
meningkat sebesar 2,98 dari tahun 2020 sebesar 69,33 menjadi 72,31 di
tahun 2024. Dari Aspek kesejahteraan, meskipun mengalami fluktuatif
namun Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1,28
selama 4 tahun terakhir, dari 12,01 persen ditahun 2020 menjadi 10,74
persen pada akhir tahun 2024. Selanjutnya ekonomi Toraja Utara Tahun
2020 hingga 2024 mengalami tren fluktuatif dimana pertumbuhan
ekonomi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,27 dan melambat
pada tahun 2023 menjadi 3,94. Kemudian kembali merangkak naik
pada tahun 2024 menjadi 4,49. Indeks Gini menunjukkan penurunan
namun belum signifikan, karena hanya turun sebesar 0,068, tergolong
dalam kategori sedang yakni 0,384 pada tahun 2020 menurun menjadi
0,316 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode
tersebut terjadi perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat di
Kabupaten Toraja Utara meskipun belum signifikan. Pada sektor
ketenagakerjaan, pembangunan di Toraja Utara telah memberi manfaat,
membuka kesempatan kerja bagi penduduk ditandai dengan
berkurangnya pengangguran terbuka yakni pada tahun 2020 yang
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mencapai angka 3,17 persen menjadi 2,44 persen pada tahun 2024,
menurun sebesar 0,73 persen.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah S (lima)
tahunan yang menjabarkan dari visi dan misi, program kepala daerah
serta memuat target-target pembangunan untuk mengembangkan
potensi serta menangani permasalahan yang ada. Periode Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya
Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, ST., SM., M.Ak dan
Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi, S.Ak pada tanggal
20 Februari 2025.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkewajiban menyusun dan
menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Dokumen perencanaan pembangunan
harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

RPJMD  tahun  2025-2029 merupakan tahap  pertama
pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 dan merupakan tahap
peletakan pondasi transformasi pembangunan. RPJMD ini akan menjadi
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagai dokumen perencanaan tahunan, dan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Toraja Utara periode 2025-2029 mencakup
Agenda Pembangunan dengan mempertimbangkan arah kebijakan
RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045, hasil evaluasi RPJMD
periode 2021-2026 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk
akademisi dan masyarakat. Perumusan arah kebijakan dan strategi
pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan
analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam
pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. RPJMD disusun berdasarkan pendekatan
partisipatif, teknokratif, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan
berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)
sesuai kaidah perencanaan. RPJMD disusun berdasarkan tahapan
penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD periode 2025-2029 meliputi:

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD (sekurang-kurangnya
terdiri dari Perangkat Daerah yang menangani Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Riset dan
Inovasi Daerah) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah;

b. Pelaksanaan orientasi penyusunan RPJMD;

. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD;
. Analisa data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun
terakhir;
e. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah lainnya;
f. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJMD.

[oRNe!
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2. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik

a. Tim penyusun membahas visi dan misi Kepala Daerah
Terpilih, dengan ketentuan penyesuaian kalimat/rumusan visi
diperbolehkan sepanjang tidak merubah makna sebagaimana
tercantum pada saat pendaftaran di KPUD dan Misi dapat
disesuaikan dengan pendekatan teknokratik dan untuk
dipastikan bahwa perumusan ulang misi tidak merubah janji
politik yang disampaikan;

b. Tim penyusun menyampaikan hasil pembahasan teknokratik
kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan.

c. Kepala daerah dapat memutuskan untuk menggunakan visi dan
misi awal sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di
KPUD, manakala berbeda dengan rekomendasi dari hasil
pembahasan visi dan misi teknokratik oleh Tim Penyusun.

d. Visi dan misi yang telah disetujui kepala daerah selanjutnya
diturunkan (cascading) hingga sasaran.

3. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Tahun 2025-
2029
a. Rumusan Ranwal RPJMD, mencakup:
e Gambaran umum daerah;
e Penjabaran visi dan misi kepala daerah;
e Perumusan tujuan dan sasaran;Perumusan strategi dan arah
kebijakan;
e Perumusan program prioritas;
e Perumusan program Perangkat Daerah;
e Gambaran keuangan daerah.
b. Hasil perumusan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika
paling sedikit memuat:
Pendahuluan;
Gambaran umum kondisi daerah;
Gambaran keuangan daerah;
Permasalahan dan isu strategis daerah;
Visi, misi, tujuan, dan sasaran,;
Strategi, arah kebijakan, dan program prioritas;
Program perangkat daerah;
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Penutup.

4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun

2025-2029

a. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh
masukan penyempurnaan Ranwal RPJMD;

b. Forum konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan
pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi
PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD,
tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga
swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan,
penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku
kepentingan terkait;
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C.

Forum konsultasi publik diharapkan dapat menyepakati
beberapa hal diantaranya menyangkut kesesuaian data dan
fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta
harapan, saran, dan masukan sesuai kebutuhan masyarakat
sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, tujuan, serta sasaran
Rancanagan Awal RPJMD.

. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam

berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap
unsur yang mewakili pemangku kepentingan;

. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara

kesepakatan forum konsultasi publik.

5. Pengajuan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD

a.

Kepala Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah
disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum
konsultasi publik kepada Kepala Daerah untuk memperoleh
persetujuan pembahasan dengan DPRD;

Kepala daerah mengajukan Ranwal RPJMD kepada DPRD
untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama;
Pengajuan Ranwal RPJMD disampaikan paling lambat 40
(empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah dilantik dengan melampirkan konsep nota kesepakatan
yang minimal berisi:

Visi dan misi, serta tujuan dan sasaran kepala daerah dan
wakil kepala daerah;

. Pernyataan batas akhir penyepakatan nota persetujuan paling

lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan
Perda RPJMD; dan

Komitmen penyelesaian RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan
setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

6. Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD Tahun
2025-2029 dengan DPRD

a.

Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap
Ranwal RPJMD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterima oleh DPRD;

Pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap
Ranwal RPJMD paling sedikit mencakup hal-hal sesuai
dengan konsep nota kesepakatan yang diajukan oleh Kepala
Daerah;

Hasil pembahasan bersama Ranwal RPJMD, dirumuskan
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala
daerah dan DPRD;

Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota
kesepakatan;

Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan,
maka dianggap DPRD telah menyetujui nota kesepakatan.

7. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029

a.

Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan
untuk memperoleh masukan terhadap Ranwal RPJMD Tahun
2025-2029;

Bupati mengajukan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada
gubernur selaku wakil pemerintah pusat;
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C.

Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan
setelah kepala daerah menyerahkan dokumen kelengkapan
sekurang- kurangnya Surat permohonan konsultasi, Ranwal
RPJMD Tahun 2025-2029, Nota  kesepakatan Ranwal
RPJMD  Tahun  2025-2029 dengan DPRD dan Hasil
pengendalian dan evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun
terakhir (tahun 2020-2024).

Hasil konsultasi disampaikan kepada gubernur melalui
Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan
kepada bupati/wali kota melalui Surat Kepala Bappeda
Provinsi paling lambat S5 (lima) hari sejak konsultasi
dilaksanakan;

Bappeda menyempurnakan Ranwal RPJMD Tahun 2025-
2029 berdasarkan hasil konsultasi.

8. Penyampaian Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah

a.

Bappeda  mengajukan Ranwal RPJMD yang telah
disempurnakan kepada Kepala Daerah sebagai bahan
penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan
Rancangan Renstra PD kepada kepala Perangkat Daerah;
Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada
kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal
RPJMD;

Ranwal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk
menyempurnakan Ranwal Renstra PD;

9. Forum PD/Lintas PD

a.

b.

Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dibahas dalam
Forum PD/Lintas PD;

Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappeda
dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait.
Pendekatan tematik dimaksud ditentukan oleh Bappeda
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan
mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Tematik = pembangunan sebaiknya  tidak  berbentuk
tema pembangunan yang terlalu makro seperti Pengentasan
Kemiskinan.

Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati
keluaran (output) utama Renstra PD, termasuk keluaran
(output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan
keterhubungan keluaran (output) antar-Renstra PD dalam
mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan.
Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan
dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait
dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat,
pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi,
asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat,
perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas,
lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;

Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan
dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan
ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku
kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD;
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10. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029
Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029
merupakan proses penyempurnaan Ranwal RPJMD Tahun 2025-
2029 menjadi Rancangan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi
Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.

11. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029

a. Kepala Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD Tahun 2025-
2029 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah guna
memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD;

b. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan paling
lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan kepala
daerah;

c. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas
Rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah
dirumuskan;

d. Musrenbang RPJMD selain membahas hal-hal
sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), termasuk membahas
dukungan program PD terhadap pencapaian prioritas nasional
(PN), proyek prioritas (ProP)/proyek strategis dan/atau
highlight arah kebijakan kewilayahan.

e. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan
melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat,
pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi,
asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat,
perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas,
lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;

f. Hasil Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029  dirumuskan
dalam  berita acara kesepakatan Musrenbang dan
ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku
kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

12. Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan

proses penyempurnaan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

menjadi Rankhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan

Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029. Rankhir tersebut

disampaikan oleh kepala Bappeda kepada kepala perangkat
daerah yang membidangi urusan pengawasan untuk direviu.

13. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap
Rankhir
RPJMD Tahun 2025-2029

Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 direviu oleh

APIP melalui mekanisme dan tata cara Reviu APIP RPJMD Tahun
2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun
2025-2029 disampaikan kepada Bappeda untuk menjadi bahan
penyempurnaan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebelum
disampaikan kepada DPRD.
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14.

15.

16.

17.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD

Kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang RPJMD
Tahun 2025-2029 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029
kepada DPRD dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

DPRD membahas Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-
2029 sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan
Kepala Daerah. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun
2025-2029, paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah Ranperda
tentang RPJMD Tahun 2025-2029 diterima oleh DPRD.

Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

a. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJMD
Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029, serta
kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. Bupati menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun
2025-2029 yang telah disempurnakan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi;

c. Evaluasi Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029
dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan surat
permohonan yang disertai dengan dokumen, terdiri atas Naskah
persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD
terhadap Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029,
Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029, Laporan KLHS,
Hasil reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029
dan Berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-
2029.

d. Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur dalam
bentuk
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada Bupati dalam
bentuk Keputusan Gubernur dan dilaksanakan paling lambat 5
(lima) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah
dilantik.

Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

a. Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disempurnakan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD Tahun 2025-2029;

b. Ranperda yang telah disempurnakan, disampaikan oleh
Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;

c. Sekretaris daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi
hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan rancangan peraturan daerah;

d. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 diserahkan kepada
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Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada
setiap halaman;

e. Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daerah
Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah
dibubuhi paraf persetujuan;

f. Kepala daerah menetapkan Ranperda tentang RPJMD Tahun
2025 2029 menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Tahun
2025-2029;

g. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029
paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil
kepala daerah dilantik.

h. Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-
2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun
2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala
daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Terdapat beberapa acuan yang menjadi dasar hukum penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 antara lain:

1.

10.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6 tentang Pemerintah
Daerah Berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-—
peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas
Pembantuan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Republik Inonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 6398;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 191);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Perintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 2019  Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten Toraja Utara RPJMD Kabupaten Toraja Utara
2021 - 2026 I. 8 Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
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Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan = Nomor 340);

36. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2012 Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 5);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Toraja Utara tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2024 Nomor 135);

40. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2050
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 19).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara secara substansi
menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah
sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen
perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun
nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk
mewujudkan keberhasilan pembangunan. Keterkaitan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Toraja Utara tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan
dalam skema pada Gambar 1.2 berikut:

RTRW PROVINSI “ RTRW KAB/KOTA
KLHS RPIMD m | KLHS RPIMD
v
RPIPD mempedemant RPIPD
RANTEK RPIMD RANTEK RPIMD
- 7 PROVINS| [P KAB/KOTA .
5
‘ _

EVALUASI CAPAIAN EVALUASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN 5 12 = PEMBANGUNAN 5
TAHUN TERAKHIR g TAHUN TERAKHIR

mempedom
mempedom:

RPIMD memperhatikan RPIMD
PROVINSI KAB/KOTA

B
E

mempedom:
mperhatikan
memperhatikan
mempedomani

m

8
3
E
.
§

DOKUMEN RENSTRA PD memperhatikan RENSTRAPD R DOKUMEN
PERENCANAAN PROVINSI KAB/KOTA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

DAN SEKOTRAL DOKUMEN DOKUMEN DAN SEKOTRAL

LAINNYA MANAJEMEN RISIKO MANAJEMEN RISIKO LAINNYA
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan (RPJMD) tahun 2025-2029 adalah dokumen
perencanaan yang mengatur arah pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, memiliki keterkaitan
dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2025-2029 mempedomani dokumen RPJMN tahun 2025-
2029 dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan
dengan kebijakan pembangunan nasional atau regional.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD
Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun 2025-2029 berpedoman
pada RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2024, dan
merupakan penjabaran tahap pertama dalam pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Toraja Utara periode 2025-2045.

3. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029
dilakukan dengan mengidentifikasi arah kebijakan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai panduan untuk merumuskan
arah pembangunan Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan Visi,
Misi dan Janji Politik Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara
terpilih periode 2025-2029. Sama halnya dengan RPJM Nasional,
Substansi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi
pedoman dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2025-2029 sehingga tercipta sinkronisasi
pembangunan.

4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021-2041. Arah pengembangan pemanfaatan
ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan
pembangunan di Kabupaten Toraja Utara adalah tentang rencana
struktur pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan
meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi
nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan
telekomunikasi nasional dan sistem jaringan simber daya air.
Peyusunan RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2029
memperhatikan dan sejalan dengan arah pengembangan tersebut.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2012-2032. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Toraja
Utara tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangan
struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032, sebagai dasar
untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Toraja Utara.
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6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten
Toraja Utara 2025-2029 juga memperhatikan KLHS Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2025-2029. Terkait dengan penyusunan
RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program
strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip
berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan dan menjamin
bahwa setiap kebijakan, rencana dan atau program dapat “lebih
hijau” dalam arti dapat menghidarkan atau mengurangi dampak
negative terhadap lingkungan hidup.

7. Dokumen Perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD
memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah
tersusun, antara lain dokumen Grand Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) Tahun 2025-2050, Rencana Aksi Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, dan Rencana Penanggulangan
Bencana Daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu
melalui perencanaan dan pengintegrasian ke dalam dokumen
perencanaan daerah.

1.4 Maksud Dan Tujuan
1.4.1 Maksud

Dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029
disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2025-2045 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas
daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

1.4.2 Tujuan

Dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029
disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan

Renstra Perangkat Daerah.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah
untuk satu tahun.

3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil
Bupati Toraja Utara.

5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah
dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target
kinerja program prioritas pembangunan daerah.

6. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Toraja
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Utara berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
prioritas nasional dan Provinsi yang ditetapkan dalam RPJPD dan
RPJMN.

7. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian
target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029
disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan 1) Subbab gambaran umum
kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek
pelayanan umum, 2) Subbab gambaran keuangan daerah yang memuat
penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan
proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029, 3) Subbab
permasalahan dan isu strategis yang memuat permasalahan
pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan 1) Subbab visi, misi, tujuan dan sasaran yang
memuat visi dan misi bupati Toraja Utara terpilih periode 2025-2029
dan tujuan serta sasaran RPJMD tahun 2025-2029, 2) Subbab strategi,
arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang
memuat strategi dan arah kebijakan dan program-program prioritas
daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-
2029.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Bab ini menyajikan 1) Subbab program perangkat daerah yang memuat
daftar program perangkat daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai
kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu
indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029, 2) Subbab kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat target keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target penyelenggaraan
pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
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Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian
dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
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BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis Kabupaten Toraja Utara terletak diantara 2°
40’ - 3° 25’ Lintang Selatan dan 119° 30’ - 120° 25’ Bujur Timur, dan
berada di Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota di
Rantepao. Kabupaten Toraja Utara terbentuk pada Tahun 2008
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara dan merupakan pemekaran
dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Toraja Utara merupakan
Kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki 21
Kecamatan dengan 111 Lembang/Desa dan 40 Kelurahan. Jarak
Kabupaten Toraja Utara dari Ibu Kota Provinsi + 330Km, dan dapat
diakses baik melalui darat maupun udara. Memiliki Iklim tropis
dengan suhu udara berkisar antara 14° - 26° celcius dengan tingkat
kelembaban udara antara 82% - 86%.

Secara klimatologi Kabupaten Toraja Utara memiliki dua musim
yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan
November dan musim hujan pada bulan Desember sampai dengan
Juni, dengan curah hujan tertinggi pada Bulan Maret Tahun 2024
seebsar 414,80mm dan terjadi sebanyak 29 hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, luas Kabupaten Toraja Utara
adalah 1.151,47 Km2, namun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 300.2.2 — 2138 tanggal 25 April Tahun 2025, Tentang
Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan Dan Pulau, Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara
adalah 1.289,134 Km?2 dengan batas wilayah administrasi sebagai
berikut :

e Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

e Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kota

Palopo

e Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat
e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
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Sumber : RTRW Kab. Toraja Utara Tahun 2012-2023
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah ketinggian dengan
topografi bergelombang. Secara umum kondisi topgrafi Kabupaten
Toraja Utara terdiri dari tiga kelompok sebaran yaitu :

e Sebaran ketinggian 500 - 1.000 mdpl, meliputi Kecamatan
Rantepao, Sesean, Tallunglipu, Kesu’, Tondon, Balusu, sebagian
Nanggala, Sanggalangi’, Buntao’ dan sebagian Rantebua.

e Sebaran ketinggian 1.000 — 1.500 mdpl, meliputi Kecamatan
Kapalapitu, Tikala, sebagian Sesean Suloara’, sebagian
Bangkelekila’, dan sebagian Rindingallo.

e Sebaran ketinggian 2.000 - 2.500 mdpl, meliputi Kecamatan
Buntu Pepasan dan Kecamatan Baruppu’
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Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2029
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Toraja Utara

Demikian juga dengan kondisi kelerengan wilayah Kabupaten

Toraja Utara didominasi oleh tiga kelompok sebaran kelerengan
kelerengan yaitu :
e Sebaran kelerengan 8 — 15% dominan berada diwilayah tengah

ke selatan, yang didalamnya terdapat Kecamatan Sesean,
Rantepao, Balusu, Tondon, Kesu’, sebagian Nanggala, Buntao’
dan sebagian Kecamatan Rantebua, sebaran lainnya berada di
bagian utara yang meliputi sebagian wilayah Buntu Pepasan
dan Baruppu’.

Sebaran kelerengan 25 — 40% dominan terdapat pada bagian
tengah hingga utara yang meliputi Kecamatan Sa’dan, sebagian
Sesean Suloara’ sebagian Buntu Pepasan, sebagian Rindingallo
dan sebagian Baruppu’.

Sebaran kelerengan >40% terdapat pada bagian utara yang
meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kapalapitu, sebagian
Sesean Suloara, sebagian Baruppu’ dan sebagian Kecamatan
Buntu Pepasan.
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Sumber : Dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD Kab. Toraja Utara, 2024
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Toraja Utara

Dalam Sistem perkotaan Pengembangan Kabupaten Toraja
Utara diarahkan untuk mendukung peran strategis daerah sebagai
Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sisi kepentingan budaya yang
dituangkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Ditahun 2018 Pemerintah
menerbitkan kembali PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya Danau Toba,
Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur,
Bromo-Tengger Semeru, Madalika, Labuan Bajo, wakatobi dan
Morotai. Kemudian di Tahun 2019 barulah Pemerintah menambah
dan menetapkan Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu KSPN
Nasional tambahan bersama KSPN Mendeh.

Posisi Toraja Utara dalam pengembangan wilayah di Sulawesi
Selatan sebagai sentra pengembangan sektor kepariwisataan
diharapkan mampu membuka pusat pertumbuhan baru, terutama di
sektor industi kreatif dan keariwisataan. Hal ini didukung oleh
potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara baik
potensi sumber daya alam, kepariwisataan, ekonomi maupun
kultural dan budaya.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kabupaten Toraja Utara sangat terkait
dengan kondisi sumberdaya air baik air tanah maupun air
permukaan, sebagai berikut :
a. Kawasan Pertanian/Perkebunan
Meliputi pengembangan Kawasan pertanian tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah
menetapkan lokasi pengembangan Kawasan pertanian nasional
untuk pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Toraja
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Utara yaitu lokasi pengembangan komoditas Kopi dan Kakao.
Kawasan perkebunan di Toraja Utara memiliki potensi yang cukup
besar, terutama dalam sektor pertanian berbasis komoditas unggulan
yang sesuai dengan kondisi geografis dan iklim daerah. Berikut
adalah beberapa potensi utama kawasan perkebunan di Toraja Utara:
1. Kopi Arabika Toraja

Potensi Utama: Kopi Arabika Toraja dikenal luas di pasar
nasional dan internasional karena cita rasa khasnya yang unik.
Dataran tinggi dan iklim sejuk sangat mendukung budidaya
kopi berkualitas tinggi.

Sertifikasi dan Branding: Kopi Toraja telah mendapatkan
indikasi geografis (IG), yang menambah nilai jual dan daya
saing di pasar global.

Lokasi : Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu,
Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Rindingallo,
Kecamatan Sesean Suloara

2. Cokelat (Kakao)

Kondisi Pertumbuhan: Beberapa daerah di Toraja Utara mulai
mengembangkan kakao sebagai komoditas alternatif. Tanah
subur dan curah hujan yang cukup mendukung pertumbuhan
tanaman ini.

Potensi Pengembangan: Masih terbuka lebar untuk
pembinaan petani, pengolahan pasca-panen, dan
pengembangan produk hilir (seperti cokelat batangan lokal).
Lokasi : Kecamatan Rantebua, Kecamatan Buntao

3. Potensi Hortikultura

Toraja Utara memiliki potensi hortikultura yang kaya dan
beragam—mulai dari inovasi teknologi pertanian, buah
unggulan dataran tinggi, hingga sayuran bernilai tinggi dan
pangan lokal yang menarik. Efektivitas pengembangan
bergantung pada teknologi tepat guna, penguatan akses pasar,
dan dukungan kelembagaan.

Lokasi : Kecamatan Nanggala, Kecamatan Sopai, Kecamatan
Baruppu, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan
Rantekarua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Rantepao,
Kecamatan Tikala, Kecamatan Buntao, Kecamatan Kapala Pitu

4. Potensi Peternakan

Sektor peternakan Toraja Utara memiliki potensi besar,
terutama melalui triad ternak babi, kerbau, dan unggas. Nilai
ekonominya didorong oleh budaya adat Toraja, yang
menjadikan ternak sebagai simbol status dan kebutuhan ritual.
Pasar ternak terbesar di Indonesia, sistem budidaya
terintegrasi, dan penanganan kesehatan hewan akan semakin
menguatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi lokal.
Lokasi : Seluruh Kecamatan

5. Potensi Perikanan

Perikanan di Toraja Utara, khususnya budidaya air tawar di
sawah dan kolam, menunjukkan potensi besar dalam
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peningkatan ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan pangan,
dan mempertahankan budaya. Untuk memaksimalkan potensi
ini, dibutuhkan penguatan infrastruktur (misalnya kolam di
BBI), dukungan teknis dan finansial, serta strategi pemasaran
yang terintegrasi.

Lokasi : Kecamatan Nanggala, Kecamatan Tondon, Kecamatan
Balusu, Kecamatan Sesean, Kecamatan Tallunglipu Kecamatan
Tikala, Kecamatan Sopai, Kecamatan Kesu, Kecamatan
Sanggalangi dan Kecamatan Buntao

6. Potensi Sawah

Persawahan di Toraja Utara memiliki peran penting dalam
ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Meski menghadapi
tantangan seperti keterbatasan irigasi dan penurunan luas
lahan, peluang modernisasi sistem irigasi, diversifikasi hasil
sawah dengan perikanan, serta penguatan agroindustri lokal
bisa menjadi langkah strategis berkembang ke depan.

Lokasi : Kecamatan Nanggala, Kecamatan Tondon, Kecamatan
Balusu, Kecamatan Sesean, Kecamatan Tallunglipu Kecamatan
Tikala, Kecamatan Sopai, Kecamatan Kesu, Kecamatan
Sanggalangi dan Kecamatan Buntao

7. Potensi Hutan

Secara keseluruhan, hutan di Toraja Utara memiliki potensi
besar—baik dari sisi ekologis, budaya, maupun ekonomi.
Namun, potensi ini butuh keseimbangan antara pelestarian dan
pengembangan yang berkelanjutan, serta dukungan tata kelola
yang kuat dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Ada
spesies kayu bernilai seni tinggi seperti Magnolia vrieseana
(dikenal sebagai “uru”) yang tersebar di Sulawesi. Kayunya
banyak digunakan untuk ukiran tradisional Toraja. Ini
menunjukkan bahwa hutan di wilayah ini mengandung potensi
ekonomi berbasis kekayaan sumber daya hayati khas lokal
Lokasi : Kecamatan Sa’dan, Kecamatan Nanggala, Kecamatan
Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu,
Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Awan
Rante Karua

8. Potensi Ekowisata Perkebunan

Dengan lanskap alam yang indah dan kearifan lokal yang unik,
kawasan perkebunan di Toraja Utara juga berpotensi
dikembangkan sebagai destinasi agrowisata, seperti wisata
kebun kopi, edukasi proses panen hingga pengolahan, dan
penginapan di tengah perkebunan.

9. Tantangan dan Peluang

Tantangan: Akses infrastruktur, keterbatasan teknologi pasca-
panen, dan permodalan petani.
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e« Peluang: Kemitraan dengan koperasi, LSM, serta dukungan
pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk pelatihan, subsidi,
atau sertifikasi.

b. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas
nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional
melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan
nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal
dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan
aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai
tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi
wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Arahan
pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang berada
dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk kepentingan sosial
budaya khususnya kawasan wisata budaya dan agrowisata berada
pada Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Kabupaten Toraja
Utara sendiri memiliki banyak destinasi dan objek wisata seperti
Negeri di atas awan Lolai, Kuburan Londa, bahkan yang sudah
terdaftar dan masuk Situs Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh
UNESCO yaitu Ke’te’ Kesu dan Kalimbuang Bori.

c. Sungai

Wilayah Kabupaten Toraja Utara memiliki beberapa Sungai yang
menjadi sumber penghidupan. Salah satu Sungai terbesar di Sulawesi
Selatan yaitu Sungai Sa’dan berasal dari Kabupaten Toraja Utara.
Sungai ini mengalir dari Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja,
Enrekang sampai ke Makassar. Sungai ini juga menjadi sumber
pembangkit tenaga listrik. Disamping itu beberapa sungai kecil juga
mendukung ketersediaan air untuk sumber penghidupan masyarakat
di Kabupaten Toraja Utara. Secara ekologis wilayah DAS yang
terdapat di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 6 DAS, wilayah DAS
tersebar diseluruh Kecamatan Kabupaten Toraja Utara diantaranya
DAS Karama dengan luas 19.656,18 ha, DAS Paremang dengan luas
12.813,74 ha dan DAS Saddang seluas 93.205,48 ha. Dan DAS
Saddang merupakan DAS terbesar. Sungai Sa’dan yang ada di
Kabupaten Toraja Utara digunakan sebagai Air Baku untuk PDAM di
Kabupaten Toraja Utara yang melayani kurang lebih 10 Kecamatan.
Sedangkan Kecamatan lain masih mengandalkan sungai-sungai kecil
maupun sumber mata air lain yang tersebar di hampir semua
kecamatan di Kabupaten Toraja Utara.
d. Danau dan Waduk

Keberadaan Danau dan Waduk juga menajdi salah satu sumber
penghidupan bagi masyarakat. Dimana seperti yang kita ketahui
bahwa Danau maupun Waduk merupakan salah satu sumber air
bagi penghidupan manusia. Kabupaten Toraja Utara juga
mempunyai Danau dan Waduk walaupun kecil dan sifatnya masih
alami. Hanya saja jumlah keberadaannya belum diketahui secara
pasti dan keberadaannya tersebar dikecamatan mana saja. Salah
satu yang diketahui adalah bendungan atau waduk To’Karau’ di
Kecamatan Sa’dan yang berfungsi sebagai sumber air untuk
pertanian masyarakat di Kecamatan Sa’dan dan sekitarnya.
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e. Air Tanah.
Air tanah adalah bagian dari air dialam yang berada di bawah
permukaan tanah. Air tanah terbentuk melalui siklus peredaran air di
bumi yang dikenal sebagai siklus hidrologi, yang merupakan proses
alami dimana air dialam bergerak secara berurutan dan terus
menerus. Kondisi Hidrologi di Wilayah Toraja Utara memiliki air
tanah yang sebagian besar berasal dari air hujan, yang sebagian
mengalir dipermukaan. Berdasarkan kondisi air tanah di Kabupaten
toraja Utara memiliki mata air dengan pemanfaatan aliran sungai
bawah tanah dan air permukaan dan mata air dengan system
perpipaan secara gravitasi. Berdasarkan data kondisi aitr di
Kabupaten Toraja Utara yang mendominasi kondisi debit air tetap
mencapai 84,54% dari keseluruhan wilayah dengan luas 109.174,61
Ha, kemudian kondisi debit air air bervariasi mencapai 15,46%
dengan luas 19.959,87 ha. Adapun lebih jelasnya mengenai kondisi
hidrologi debit air pada Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :
Tabel 2.1 Kondisi Air Tanah di Kabupaten Toraja Utara
Debit Air (Ha)

Kecamatan | Debit Debit Total (Ha)
Tetap Bervariasi

Awan 4.520,08 5.273,16 9.793,24
Rantekarua
Balusu 3.462,32 -- 3.462,32
Bangkelekila 1.391,54 162,04 1.553.57
Baruppu’ 33.585.49 30,39 33.615,88
Buntao’ 3.717,61 -- 3.717,61
Buntu 13.887,72 1.197,72 15.085,44
Pepasan
Dende’ -- 3.312,52 3.312,52
Piongan Napo
Kapalapitu -- 2.085,40 2.085,40
Kesu’ 2.183,74 -- 2.183,74
Nanggala 10.210,07 -- 10.210,07
Rantebua 10.125,45 -- 10.125,45
Rantepao 983,13 218,83 1.201,96
Rindingallo 2.156,67 2.609 4.765,70
Sa’dan 11.323,33 -- 11.323,33
Sanggalangi 3.626,80 -- 3.626,80
Sesean 2.193,59 -- 2.193,59
Sesean 367,87 1.643,34 2.011,19
Suloara’
Sopai 1.474,63 1.896,51 3.371,14
Tallunglipu 891,50 -- 891,50
Tikala 584,32 1.530,94 2.115,26
Tondon 2.488,77 -- 2.488,77
Kab. Toraja | 109.174,61 | 19.959,87 | 129.134,48
Utara
Persentase 84,54 15,46 100,00
(%)

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara, 2025
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3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) di Kabupaten
Toraja Utara didasarkan pada kemampuan lingkungan memenuhi
kebutuhan makhluk hidup untuk menyediakan energy pangan dan
air bersih. DDLH Pangan disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 2.2
Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih Pangan
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Selisih Ambang
Kecamatan Penti:uduk Pangan Pangan (kkal) (kkal) Ba.ltas
(Jiwa) (kkal) (Jiwa)

QZ:aRante 5.908 24.453.107.098 19.816.804.098 | 30.185| 30.185
Balusu 8.341 11.120.455.186 4.574.855.436 | 12.810| 12.810
Bangkelekila 7.934 5.465.353.099 ~760.853.401 5.826 5.826
Baruppu 7.251 73.488.069.193 67.797.846.943 | 91.837 | 91.837
Buntao 11.197 12.196.494.094 3.409.648.344 | 14.375| 14.375
Buntu Pepasan 14.311 36.441.449.177 25.210.891.927 41.364 41.364
gzgge' Piongan 9.108 10.309.295.620 3.161.792.622 | 11.638 | 11.638
Kapala Pitu 7.279 6.217.711.682 505.516.433 6.740 6.740
Kesu 19.504 7.279.785.770 28.025.978.221 7.962 7.962
Nanggala 10.257 27.774.469.765 19.725.289.015 | 34.579 | 34.579
Rantebua 8.878 29.984.072.579 23.017.062.079 | 36.434 | 36.434
Rantepao 28.231 3.852.414.743 | -18.301.862.518 3.792 3.792
Rindingallo 9.370 13.504.355.455 6.151.2047.955 | 15.745| 15.745
Sa’dan 18.987 28.961.681.705 14.061.633.455 | 32.214 | 32.214
Sanggalangi 13.765 12.361.368.849 1.559.285.099 | 13.329 | 13.329
Sesean 13.396 7.164.506.872 ~3.348.004.128 7.081 7.081
Sesean Suloara 7.170 6.248.468.629 621.811.240 7.454 7.454
Sopai 16.142 10.596.507.143 2.070.927.239 | 11.536 | 11.536
Tallunglipu 19.965 2.821.909.458 | -12.845.624.295 2.634 2.634
Tikala 12.677 8.201.795.735 71.746.480.015 9.685 9.685
Tondon 11.981 8.860.402.336 541.687.414 8.062 8.062
f:l’;za;::m 261.652 | 347.303.674.187 | 141.972.267.413 | 405.283 | 405.283

Sumber :Dok. KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara 2025-2029

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan analisis daya dukung

pangan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023, terdapat variasi yang
signifikan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di berbagai
kecamatan. Data menunjukkan bahwa beberapa kecamatan memiliki
surplus pangan yang besar, sementara yang lain mengalami defisit
pangan yang perlu menjadi perhatian. Secara keseluruhan,
Kabupaten Toraja Utara memiliki surplus pangan sebesar
141.972.267.413 kkal, menunjukkan bahwa kabupaten ini secara
agregat memiliki lebih banyak pangan daripada yang dibutuhkan oleh
penduduknya. Namun, distribusi pangan ini tidak merata di setiap
kecamatan, sehingga memunculkan tantangan dalam manajemen
dan distribusi pangan di tingkat lokal.

Kecamatan Baruppu menonjol sebagai kecamatan dengan
surplus pangan terbesar, dengan selisih antara ketersediaan dan
kebutuhan pangan sebesar 67.797.846.943 kkal. Ini menandakan
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bahwa Baruppu memiliki daya dukung pangan yang sangat kuat,
dengan ketersediaan pangan yang jauh melampaui kebutuhan
penduduknya. Surplus pangan yang besar ini dapat menjadi potensi
untuk distribusi ke kecamatan lain yang mengalami defisit pangan.
Sebaliknya, Kecamatan Rantepao merupakan yang paling menderita,
dengan defisit pangan terbesar, yaitu sebesar 18.301.862.518 kkal.
Defisit ini menunjukkan bahwa Rantepao tidak memiliki cukup
pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga
memerlukan perhatian khusus dalam hal distribusi pangan atau
peningkatan produksi pangan di wilayah ini.

Selain Kecamatan Rantepao, ada beberapa kecamatan lain yang
juga mengalami defisit pangan, meskipun tidak sebesar Rantepao.
Kecamatan Sesean memiliki defisit sebesar 3.348.004.128 kkal,
Kecamatan Sopai mengalami defisit sebesar 2.070.927.239 kkal, dan
Kecamatan Kesu dengan defisit sebesar 8.025.978.221 kkal. Kondisi
ini menandakan bahwa meskipun Kabupaten Toraja Utara secara
keseluruhan memiliki surplus pangan, terdapat kecamatan-
kecamatan tertentu yang menghadapi tantangan serius dalam
pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya. Untuk mengatasi
ketidakseimbangan ini, diperlukan strategi yang lebih baik dalam
distribusi pangan, peningkatan produktivitas di kecamatan yang
mengalami defisit, atau kebijakan redistribusi yang efektif.

Sebaliknya, beberapa kecamatan lain menunjukkan surplus
pangan yang signifikan selain Baruppu, seperti Kecamatan Rantebua
dengan surplus sebesar 23.017.062.079 kkal, dan Kecamatan
Nanggala dengan surplus sebesar 19.725.289.015 kkal. Kecamatan-
kecamatan ini juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam
redistribusi pangan ke wilayah yang lebih membutuhkan, sehingga
dapat memperkuat ketahanan pangan di seluruh kabupaten. Surplus
yang ada di kecamatan-kecamatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk
keperluan lain, seperti pengembangan produk pangan atau bahkan
ekspor lokal yang dapat memberikan dampak positif pada
perekonomian daerah. Sementara DDLH untuk air bersih disajikan
pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih Air
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Jumlah Ketersediaan Kebut.uhan Kebutuhan . Ambang
. Air . Selisih
Kecamatan | Penduduk Air . Air Lahan Batas
(Jiwa) (m3) Domestik (m3) (m?) (Jiwa)
(m3)

ﬁ‘;’:élaRante 5.908 129.215.151 4.726.400 7.546.745 116.942.006 150.087
Balusu 8.341 56.522.541 6.672.800 11.368.862 38.480.879 52.506
Bangkelekila 7.934 27.760.251 6.347.200 5.704.489 15.708.561 24.098
Baruppu 7.251 468.028.799 5.800.800 13.122.833 449.105.167 566.880
Buntao 11.197 64.026.164 8.957.600 7.629.664 47.438.899 66.454
Buntu 14.311 211.695.763 11.448.800 21.004.473 179.242.490 229.246
Pepasan
Dende'

. 9.108 45.329.095 7.286.400 6.888.932 31.153.763 43.946
Piongan Napo
Kapala Pitu 7.279 25.424.893 5.823.200 3.410.969 16.190.724 24.492
Kesu 19.504 35.905.388 15.603.200 9.141.980 11.160.208 29.751
Nanggala 10.257 152.291.224 8.205.600 19.352.971 124.732.652 163.552
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Jumlah Ketersediaan Kebut.uhan Kebutuhan s Ambang
. Air . Selisih
Kecamatan | Penduduk Air . Air Lahan Batas
o Domestik (m3) q
(Jiwa) (m3) (m?) (ms3) (Jiwa)

Rantebua 8.878 152.981.997 7.102.400 19.744.620 126.134.977 162.144
Rantepao 28.231 18.352.022 22.584.800 3.307.470 -7.540.248 15.032
Rindingallo 9.370 60.483.535 7.496.000 10.649.341 42.338.194 58.928
Sa’dan 18.987 151.345.025 15.189.600 19.295.665 116.859.761 152.256
Sanggalangi 13.765 59.170.300 11.012.000 11.882.219 36.276.081 52.641
Sesean 13.396 32.186.378 10.716.800 7.648.832 13.820.747 25.508
Sesean 7.170 29.150.260 5.736.000 6.272.305 17.141.955 27.522
Suloara
Sopai 16.142 45.777.161 12.913.600 5.549.207 27.314.354 44 277
Tallunglipu 19.965 15.078.303 15.972.000 4.206.489 -5.100.186 10.352
Tikala 12.677 34.987.279 10.141.600 6.798.388 18.047.291 32.916
Tondon 11.981 44.931.581 9.584.800 10.032.392 25.314.390 35.857
K

abu.paten 261.652 | 1.860.643.110 | 209.321.600 | 210.558.845 | 1.440.762.665 | 1.968.443
Toraja Utara

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa analisis daya
dukung air di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 menunjukkan
bahwa sebagian besar kecamatan memiliki surplus ketersediaan air
yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan air
domestik dan lahan. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Toraja
Utara secara keseluruhan memiliki surplus air sebesar 1.440.762.665
m?, yang menunjukkan ketersediaan air yang melimpah di wilayah
ini. Namun, meskipun demikian, tidak semua kecamatan
menunjukkan kondisi yang sama, dengan beberapa kecamatan
mengalami surplus besar dan beberapa lainnya berada dalam kondisi
yang defisit.

Kecamatan Baruppu memiliki selisih ketersediaan air terbesar,
yaitu 449.105.167 m?, yang menunjukkan bahwa ketersediaan air di
kecamatan ini jauh melebihi kebutuhan domestik dan lahan. Kondisi
ini menempatkan Baruppu sebagai kecamatan dengan daya dukung
air yang sangat kuat, mampu mengakomodasi kebutuhan air lokal
serta berpotensi mendukung kecamatan-kecamatan lain yang
mungkin mengalami kekurangan air. Sebaliknya, Kecamatan
Rantepao mencatat defisit air sebesar -7.540.248 m?, menjadikannya
satu-satunya kecamatan yang mengalami kekurangan air pada tahun
2023. Defisit ini menandakan bahwa Rantepao memerlukan
perhatian khusus dalam hal pengelolaan sumber daya air untuk
memenuhi kebutuhan penduduknya.

Selain Baruppu, Kecamatan Buntu Pepasan juga menunjukkan
selisih ketersediaan air yang signifikan sebesar 179.242.490 m?,
diikuti oleh Kecamatan Sa’Dan dengan selisih sebesar 116.859.761
m?. Kecamatan-kecamatan ini memiliki potensi besar untuk menjadi
sumber cadangan air bagi wilayah-wilayah yang mengalami
kekurangan atau untuk pengembangan sektor-sektor lain yang
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membutuhkan pasokan air yang stabil. Di sisi lain, Kecamatan
Tallunglipu juga menunjukkan situasi yang kurang menguntungkan
dengan defisit air sebesar -5.100.186 m?. Hal ini menunjukkan bahwa
Tallunglipu, seperti Rantepao, memerlukan strategi pengelolaan air
yang lebih baik untuk mengatasi tantangan kebutuhan air di masa
mendatang.

Analisis ini juga mengungkapkan bahwa beberapa kecamatan
memiliki surplus air yang cukup baik namun masih relatif kecil
dibandingkan dengan kecamatan lain, seperti Kecamatan Sesean
dengan selisih 13.820.747 m?®, dan Kecamatan Sesean Suloara
dengan selisih 17.141.955 m3. Meskipun surplus ini menunjukkan
bahwa kecamatan-kecamatan tersebut masih memiliki ketersediaan
air yang lebih besar dari kebutuhannya, perbedaannya tidak terlalu
besar sehingga pengelolaan air yang efektif tetap diperlukan untuk
menjaga kestabilan pasokan air dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Toraja Utara memiliki
surplus air secara keseluruhan, ada tantangan spesifik di beberapa
kecamatan yang perlu diatasi untuk memastikan pemerataan
ketersediaan air. Kecamatan-kecamatan dengan surplus besar seperti
Baruppu dan Buntu Pepasan dapat berperan sebagai penopang bagi
kecamatan lain yang mengalami kekurangan, sementara kecamatan
dengan defisit seperti Rantepao dan Tallunglipu memerlukan
perhatian dan intervensi lebih lanjut. Dengan perencanaan yang baik,
Kabupaten Toraja Utara dapat mengoptimalkan potensi sumber daya
airnya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan
memenuhi kebutuhan semua penduduknya.

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
a. Ketahanan Energi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi
ketersediaan energy di Kabupaten Toraja Utara adalah Konsumsi
Listrik per Kapita (kWh). Konsumsi listrik per kapita memberikan
indikasi tentang tingkat konsumsi energy oleh setiap individu dalam
masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energy,
pembangunan infrastruktur listrik, serta dalam mengevaluasi
kebijakan energy dan keberlanjutan lingkungan. Konsumsi energy
listrik rumah tangga per kapita mencapai 161,30 kWh pertahun.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.4
Konsumsi Listrik Perkapita di

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
: Tahun
No Uraian
2020 | 2021 2022 2023 2024
Konsumsi Listrik Rumah
1 Tangga (GWH) 47.11 48.64 49.65 51.51 54.11
p | Konsumsi Listrik | 180.45 | 184.14 | 185.11 | 196.87 | 203.03
Perkapita (KWH/jiwa) ) ' ’ ’ ’
Sumber : PLN ULP Rantepao, Tahun 2025
Berdasarkan data pada tabel diatas, capaian konsumsi listrik

perkapita

mengalami

peningkatan
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menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, perbaikan
kualitas hidup, dan peningkatan kebutuhan energi masyarakat.

b. Ketahanan Pangan

Gambaran kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Toraja Utara
dapat diketahui dari capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor
Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang
didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama
pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH
merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan
wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan konsumsi pangan kedepan dengan mempertimbangkan
aspeks social, ekonomi, budaya dan preference konsumsi pangan
masyarakat, serta menggambarkan kondisi keberagaman
ketersediaan pangan suatu wilayah (makro).

Kondisi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara Tahun
2021 sebesar 78,7 turun menjadi 77,2 di Tahun 2022 dan mengalami
peningkatan kembali di Tahun 2023 menjadi 81,1. Hal ini disebabkan
karena adanya terjadinya perubahan cuaca di Tahun 2022 yang
sangat ekstrim yang disebut elnino sehingga berdampak terhadap
kualitas dan produktifitas hasil pertanian masyarakat. Pada Tahun
2024 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara kembali
mengalami penurunan dari capaian Tahun 2023 yaitu menjadi 75,40.
Oleh Sebab itu, untuk mengatasi penurunan skor PPH, diperlukan
upaya terpadu dari pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk
peningkatan produksi pangan lokal, edukasi gizi, dan program
bantuan pangan bagi kelompok rentan. Adapun kondisi fluktuatif
Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-
2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1

Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024

Skor Pola Pangan Harapan
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Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan
untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di
suatu wilayah. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja
Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren fluktuatif
dan berada pada kategori baik, dimana tahun 2024 sebesar 80,25
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persen naik sebesar 0,66 persen dari capaian tahun 2020 sebesar
79,59 persen. Belum maksimalnya capaiannya IKP di Kabupaten
Toraja Utara ini salah satu penyebabnya karena produksi pangan
wilayah lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan karena adanya
alih fungsi lahan dari lahan pertanian (sawah) menjadi lahan
permukiman terutama di wilayah Kecamatan Rantepao dan
Tallunglipu.

Grafik 2.2
Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
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Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%). Gambaran
kondisi pangan di Toraja Utara dapat diketahui dari capaian
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) selama S5 tahun
terakhir. Prevalensi ketidakcukupan pangan menggambarkan
proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai
terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi
dasar mereka setiap saat. Tahun 2020 hingga 2023 prevalensi
ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Toraja Utara fluktuatif
pada kisaran angka 6-11 persen, namun pada tahun 2023
memperoleh nilai PoU sebesar 6,20 persen atau mengalami
penurunan 5,15 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 11,35
persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses yang
memadai terhadap asupan pangan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan dasar energi dan gizi. Peningkatan ketidakcukupan
pangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh
pandemi Covid 19 dan krisis ekonomi sebagai dampak pandemi
global. Adapun peningkatan PoU di tahun 2022 lebih disebabkan oleh
terjadinya bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi
kecukupan pangan, fluktuasi harga, dan akses yang tidak merata
terhadap sumber daya dan layanan, terutama mereka yang berada
dalam kondisi kerentanan sosial atau ekonomi.
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Grafik 2.3
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2023
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Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

c. Ketahanan Air

Kondisi ketahanan air di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat
dari indikator Kapasitas Air Baku. Penyediaan air baku untuk
pengelolaan air minum penduduk di Kabupaten Toraja Utara yang
bersumber dari sungai, mata air, berjumlah 10 sumber air baku yang
memiliki kapasitas 2.630 liter/detik dengan total kapasitas terpakai
mencapai 463 liter/detik.

6,2

2023

Tabel 2.5
Kapasitas Air Baku Kabupaten Toraja Utara
. . Kapasitas
No Nama A};gﬁﬁu Jenis K&p/eg;?s Terpakai
(L/Det)
1 | Sungai Sa’dan - Sungai 500 100
2 | Sungai Silaga - Sungai 70 3
3 | Sungai Sa’dan - Sungai 500 30
4 |Sungal - Salassa . Sungai 30 300
Minanga
S | Mata Air Pangala - Mata Air ) 5
6 | IPA Rura - Sungai 500 10
7 | IPA Pasele - Sungai 500 0
8 | IPA Tallunglipu - Sungai 500 0
9 | Mata Air Wairede - Mata Air 15 15
10 | Mata Air Limbong - Mata Air 10 0

Sumber : SIMSPAM Kementerian PU
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Berdasarkan jenisnya air baku yang digunakan oleh rumah
tangga di Kabupaten Toraja Utara baik melalui jaringan perpipaan
maupun bukan jaringan perpipaan yaitu yang berasal dari PDAM,
Sumur Gali, Sumur Bor Dalam, Mata Air, Air Tanah Dangkal, Air
Tanah Dalam dan Air Permukaan sejumlah 93 dengan total kapasitas
251,55 liter/detik yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih
untuk kebutuhan MCK serta sumber air minum rumah tangga.

Tabel 2.6
Kapasitas Air Baku Skala Terbatas Kabupaten Toraja Utara

No Uraian Tahun 2023 Tahun 2024
1 | Jumlah Air Baku 86 93
Total Kapasitas
2 (liter/ detik) 141,95 251,55

Sumber : Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan

Alokasi air baku, kapasitas terpasang, kapasitas produksi, dan
kapasitas distribusi, kapasitas air terjual, idle capacity terpasang dan
idle capacity produksi sejumlah 93 unit SPAM di Kabupaten Toraja
Utara baik yang dikelola berbasis masyarakat maupun non berbasis
masyarakat tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kondisi Air Baku Kabupaten Toraja Utara

JUMLAH ALDKASI AIR | KAPASITAS | KAPASITAS | KAPASITAS | KAPASITAS IDLE CAP IDLE CAP
Ho| Kabupaten/Kota LUNIT SPAM BAKU TERPASANG PRODUKSI | DISTRIBUSI | AIR TERJUAL | TERPASANG PRODUKSI
(Liter/Detik) | (Liter/Detik) | (Liter/Detik) |(Liter/Detik)| (Liter/Detik) | (Liter/Detik) | (Liter/Detik)
\|KEP.SELAYAR ] 264,04 203,85 [T 137,48 119, 3& 4020 55,7
2| BULUKUMBA 129 49268 350,68 226,73 162,74 126,65 142,00 123,95
J|BANTAENG G 4T3 81 47213 351,80 277,20 146962 168 120,33
LS| JENEPONTO [ 263 Th 26375 255 7& 22187 20& - 18,00
S|TAKALAR 57 2E& 47 24197 193,04 [ W45, 2,50 48,93
&|GOWA (1] B0755 787,05 695,78 530,32 365,35 20,50 .07
T|SINJAI 10 34082 320,82 118 82 272 6B FiikFl 20,00 &2.00
B|MARDS bl 498,93 378,03 348,82 3410% 238.02 120,90 i
¥|PANGKEP a3 277,57 22757 161,20 145,74 108,61 50,00 8,37
10|BARRL 40 2.9 310,71 188,51 147.7% 104,03 158 122,20
|BOMNE 125 1.0M5,53 319253 18503 235.03 1716 £23,00 107,50
| 12[SOPPENG 39 £55.61 L4508 393,02 373,05 220,37 200,55 52 0&
13[WAJD 125 458,35 £4523 39931 347,70 273,68 ERF 45,92
14| SIDRAP A7 THI &5 280 65 217 65 184 4 14554 520,00 43,00
15|PINRANG B& 263,40 281,90 149 40 125,68 120]0 |- 18,50 132,50
16| ENREKANG a7 LI7 b6 4012 66 334,66 .21 188,79 25,00 58,00
IT{LUAWL 95 4R, 358,01 am gl 281,17 I 20,00 £7,00
IE|TANA TORAJA [ 536,00 53500 489,70 338,45 26607 2,00 4430
19| LUAWL UTARA [IE] 363,59 375,13 337,82 3702 23183 |- 11,54 ELE]
& Pl T Bl K11 374,00 &R SRR or,

23|PAREPARE 34200 34200 23200 230,00 172 - 10,00
2&|PALOPD Fl L&T7,40 57935 52234 S0,B& 332,50 B%8.08 57,00
SULAWESI SELATAN 1.B50 15.037 04 1.959 4% 10.340,0& P& 42 aIT& 12 307735 | 1.579.63

Sumber : SIMSPAM Kemneterian PU

Indikator lain yang digunakan untuk mengetahui ketahanan air
adalah Akses Rumah Tangga yang Terlayani Air Siap Minum
Perpipaan (%).Rumah tangga dengan akses Air Minum melalui
jaringan Perpipaan di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan data
tahun 2021
peningkatan dari capaian sebesar 14,60 persen naik sebesar 28,23
menjadi 42,83 persen di tahun 2023 dan Jumlah rumah tangga yang
terlayani air minum perpipaan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023
sejumlah 23.412 sambungan rumah. Pada Tahun 2024 Akses Air
Minum Perpipaan mengalami menurunan menjadi 40,23%.

SIMSPAM dari
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Tabel 2.8
Akses Rumah Tangga yang Terlayani Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Toraja Utara

No Uraian 2021 2022 2023 2024

Akses Rumah
Tangga yang
Terlayani Air Siap
Minum Perpipaan
Sumber : Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan

14,60% | 23,03% | 42,83% | 40,23%

Berdasarkan data SIMSPAM Kementerian PU, jumlah sambungan
rumah air minum perpipaan (PDAM dan non PDAM) di Kabupaten
Toraja Utara sebesar 20.800 SR (wilayah perkotaan = 3.752 SR dan
wilayah perdesaan = 17.048 SR) dengan persentase rumah tangga
dengan akses air minum perpipaan sebesar 40,23 persen atau
51.074 rumah tangga yang terdiri dari 258.518 jiwa. Layanan PDAM
yang belum mencakup seluruh wilayah permukiman serta kinerja
layanan PDAM, dimana di Kabupaten Toraja Utara PDAM hanya
mampu melayani 11 (sebelas) kecamatan dengan total pelanggan
11.720. Rendahnya cakupan layanan perpipaan PDAM menuntut
masyarakat memilih akses air minum non perpipaan yang berasal
dari sumur dan mata air terlindungi. Untuk meningkatkan akses air
minum perpipaan non PDAM pemerintah membangun SPAM komunal
berbasis masyarakat khususnya pada wilayah rawan air. Selain itu
pembangunan SPAM Regional diharapkan mampu meningkatkan
akses air minum aman perpipaan yang juga merupakan amanat SPM.
Berdasarkan data pengawasan kualitas air minum (PKAM) dan
SIMSPAM, jumlah rumah tangga dengan akses air siap minum
perpipaan (air minum aman perpipaan) di Kabupaten Toraja Utara
sebesar 6,17 persen atau 1.283 sambungan rumah aman dari total
20.800 sambungan rumabh.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Perpipaan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 hanya sebesar
22,14%. Hal ini berarti sebagian besar rumah tangga di perkotaan
tidak memiliki akses ke air minum yang layak dan aman melalui
sistem perpipaan seperti PDAM. Ini berarti masyarakat sebagian
besar masih mengandalkan sumber air lain yang belum tentu
memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan pemerintah,
seperti air sumur atau air kemasan yang belum tentu terjamin
kebersihannya.
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Grafik 2.4
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024
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Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Sumber : SIMSPAM dan PKAM data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel. Tahun 2024

Berdasarkan data hasil survei kualitas air minum (SKAMRT) Akses
Air Minum Aman Rumah Tangga di Kabupaten Toraja Utara
mencapai Tahun 2024 mencapai 6,9 persen yang memenuhi standar
baku mutu kandungan E-Coli, TDS, pH, Nitrat dan Nitrit. Data Akses
Air Minum Aman juga dapat diperoleh dari hasil pengawasan kualitas
air minum (PKAM) pada masing-masing sarana air minum.
Tabel 2.9
Akses Air Minum Kabupaten Toraja Utara

No Uraian Tahun 2024

1 | Akses Air Minum Perpipaan 6,17%

9 Akses Air Minum Aman Rumah 6.9%
Tangga Hasil SKAMRT i
Sumber : SIMSPAM Kemneterian PU dan Survei Kualitas Air Minum

Rumah Tangga (SKAMRT)

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

Dalam hal pengurangan ancaman kenaekaragaman hayati, salah satu
indikator yang diukur adalah Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk
Organik terhadap Pupuk Kimia. Proporsi realisasi penyaluran
pupuk organik terhadap pupuk kimia Kabupaten Toraja Utara
menunjukkan bahwa pupuk organik masih memiliki proporsi yang
lebih kecil, yaitu sekitar 40% dari total alokasi pupuk bersubsidi. Ini
berarti bahwa mayoritas pupuk yang disalurkan adalah pupuk
kimia. Meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan penggunaan
pupuk organik, proporsi realisasinya masih lebih rendah
dibandingkan pupuk kimia. Untuk mencapai keseimbangan yang
lebih baik, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan
pupuk organik, meningkatkan kualitasnya, dan mendorong petani
untuk beralih ke penggunaan pupuk organik.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | II- 18



Tabel 2.10
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk
Kimia di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator Satuan | 2020 | 2021 2022 2023 2024

Proporsi Realisasi
Penyaluran Pupuk
Organik terhadap

Pupuk Kimia

% 40 40 40 40 40

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Selain itu, untuk pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman
hayati, terdapat beberapa indikator yang diukur yaitu Indeks
Pertanaman Padi, Proprosi Sawah Irigasi, Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan.
Indeks Pertanaman (IP) padi adalah frekuensi penanaman padi pada
lahan yang sama dalam kurun waktu satu tahun. Ini menunjukkan
berapa kali dalam satu tahun lahan sawah dapat ditanami padi.
Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Toraja Utara mulai dari tahun
2020 hingga tahun 2024 masih berada pada capaian IP 200 yang
berarti dalam satu tahun hanya mampu memproduksi padi sebanyak
2 kali masa tanam dan panen. Peningkatan IP tentunya perlu
dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penggunaan teknologi
pertanian, perbaikan infrastruktur, dan dukungan pemerintah untuk
meningkatkan produksi padi ke depan.
Proporsi Sawah Irigasi di Kabupaten Toraja Utara relatif belum
besar, dengan lahan sawah tadah hujan lebih banyak dibandingkan
sawah irigasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.11
Proporsi Sawah Irigasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator Satuan | 2020 2021 2022 2023 2024
Proporsi Sawah
Irigasi
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Toraja Utara Tahun 2025

% 42,68 | 42,81 | 43,19 | 43,33 | 43,69

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di kabupaten toraja utara,
khususnya komoditas air tawar, dengan jumlah produksi terbanyak
adalah ikan mas. Selain itu, juga dibudidayakan ikan nila dan
lele. Dalam skala pembesaran, Toraja Utara menghasilkan 1.603 ton
per tahun, sedangkan untuk pembenihan mencapai 7,14 ton.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya selengkapnya dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.12
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Produksi Nilai Produksi

Perikanan Budidaya (ton) (ooo Rp)

Jaring Apung Laut - -

Jaring Apung Tawar - -

Jaring Tancap Tawar - -

Karamba - -
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Perikanan Budidaya Pr?til:ll):Si Nﬂ?‘ig‘;’;;kﬁ
Kolam Air Deras - -
Kolam Air Tenang - -
Laut Lainnya 193 8.462,500,00
Minipadi Sawah 1.410 70.500.000,00
Rumput Laut - -
Tambak Intensif - -
Tambah Sederhana - -
Tambak Semi Intensif - -
Total 1.603 78.962.500,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah indikator yang menunjukkan
jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam
suatu populasi selama satu tahun, dalam satuan kilogram per kapita
per tahun. AKI digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan
ikan di dalam negeri dan membantu perencanaan kebijakan
pengelolaan perikanan. Capaian Kabupaten Toraja Utara dari tahun
202-2024 mengalmi tren peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.13
Angka Konsumsi Ikan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Angka .

Konsumsi Tkan | K8/Kapita | 13 671 90 17 | 21,87 | 24,66 | 24,75
(AKI) /Tahun

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara, Tahun
2025

Kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup dapat dinilai melalui
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini merupakan
indicator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan
sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan
kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Tabel 2.14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks
Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No Uraian Satuan e

y 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
y | Indeks Rualitas | |, 7559|7301 | 72,52 77,24 | 78,25

Lingkungan Hidup
2 Indeks Indeks |89,61 | 63,33 |59,23| 70 70
Kualitas Air
Indeks
3 Kualitas Udara | 1Pdeks |91,09 | 91,00 (91,43 | 92 |94,53
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No. Uraian Satuan

Tahun

4 Indeks Kualitas Indeks | 59,28 | 60,35 | 60,35 | 62,39 | 62,32
Tutupan Lahan

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Toraja
Utara kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren fluktuatif
tetapi cenderung meningkat. Pada Tahun 2023, Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara sebesar 77,24, mengalami
kenaikan dibanding Tahun 2022 yang hanya sebesar 72,52 atau naik
sekitar 4,72. Nilai IKLH Tahun 2024 Kemudian kembali mengalami
peningkatan sebesar 1,01 menjadi 78,25. Meskipun nilai IKLH
Kabupaten Toraja Utara termasuk kategori baik dan berada diatas
Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 75,69 dan Nasional
sebesar 75,69.

Grafik 2.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kab. Toraja Utara Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan
Pertanahan, 2025

Kondisi sanitasi di Kabupaten Toraja Utara dapat diketahui dari
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak. Capaian
akses sanitasi layak di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020
sampai 2024 mengalami trend peningkatan dengan capaian tahun
2024 sebesar 92,86 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian
kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Tana Toraja sebesar 86,03, tetapi
lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi sebesar 93,83.
Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten
Toraja Utara menunjukkan capaian yang cenderung meningkat
dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 1,59 persen naik 1,58
poin menjadi 3,17 di tahun 2023. Peningkatan capaian ini didukung
dengan terbangunnya 22 (dua puluh dua) IPAL Komunal. Sampai
tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara belum mempunyai IPLT tetapi
sudah bekerjasama dengan Kabupaten Tana Toraja dalam layanan
penyedotan tinja.
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Tabel 2.15

Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rumah Tangga
dengan Akses 83,50 | 87,62 | 89,81 | 91,83 | 92,86
Sanitasi Layak (%)
Rumah Tangga
dengan Akses 1,59 0,96 0,96 3,17 2,82

Sanitasi Aman (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025

Adapun capaian Rumah Tangga yang pernah melakukan penyedotan
lumpur tinja Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan dapat dilihat pada
grafik sebagai berikut.

Grafik 2.6
Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja
Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
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Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan
Sampah tahun 2021 hingga 2023 capaian pengelolaan sampah baik
penanganan dan pengurangan sampah maupun pendaurulangan
sampah mengalami tren fluktuasi. Jumlah sarana pengangkutan dan
pengumpulan sampah di Kabupaten Toraja Utara yang aktif
beroperasi sejumlah 21 unit belum mampu mencakup seluruh
wilayah lembang/kelurahan/kecamatan. Dari sarana tersebut hanya
mampu melayani S (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao,
Kecamatan Tondon, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Kesu’ dan
Kecamatan Tikala.
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Tabel 2.16

Capaian Pengelolaan Sampah
ja Utara Tahun 2021-2024

Kabupaten Tora

No Uraian il
2021 2022 2023 2024
1. | Timbulan Sampah (ton) 53.025,10 | 57,847,76 | 49,692,20 | 48.638,62
2. | Pengurangan (Ton/Tahun) n/a 3.068,63 | 1.750,30 | 4.068,37
Daur Ulang Sampah
3. (Ton/Tahun) n/a 3.047,17 | 1.727,67 | 3.491,39
4. | Penanganan (Ton/Tahun) 16.790,00 | 16.790,00 | 14.790,26 | 11.132,50
5. |Sampah  Masuk  TPA | ¢ 764 00 | 16.790,00 | 14.790,26 | 11.132,50
(Ton/Tahun
Timbulan Sampah terolah
di fasilitas  pengolahan n/a 5.30 3,52 8,36
sampah (%)

Sumber : Pokja PKP Prov Sulawesi Selatan

Jumlah timbulan sampah mengalami trend fluktuatif setiap tahunnya
dan pengurangannya tidak signifikan yang menggambarkan beban
TPA semakin tinggi apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga
tidak didaur ulang. Persentase Timbulan Sampah terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah tahun 2021 hingga 2023 mengalami trend
fluktuasi. Dari data sampah yang terdaur ulang dan sampah yang
masuk TPA mengalami penurunan, namun demikian
pengurangannya tidak signifikan karena kontribusi upaya
pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil yang
disebabkan oleh karena penanganan sampah masih pada pendekatan
angkut dan buang ke TPA hingga belum terdapat upaya-upaya
signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

Indikator yang digunakan juga untuk mengukur kinerja pengelolaan
sampah adalah Rumah Tangga dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah adalah a) Rumah Tangga menerima layanan
pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan
rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan
minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah; b) Rumah Tangga
memiliki tempat pengumpulan sampah bersama yang disepakati di
lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan
rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah
dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah. Hingga
Tahun 2023 indikator ini belum tersedia datanya karena
pengumpulan sampah yang dilakukan di kabupaten toraja utara
belum masuk dalam kategori pengumpulan penuh. Pengumpulan
sampah yang dilakukan di kabupaten toraja utara dalam bentuk
kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau
TPS 3R, namun belum terpilah menjadi 3 fraksi di skala rumah
tangga. Indikator yang disajikan pada bagian ini adalah kinerja
pengelolaan sampah rumah tangga dengan layanan pengumpulan
sampah baik dari pintu ke pintu rutin secara berkala maupun
melalui penyediaan tempat pembuangan sampah komunal yang
jaraknya 200 meter yang dikumpulkan secara terpisah yaitu fraksi
basah (organic) daur ulang, dan residu. Tahun 2021 sampai tahun
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025-2029

2023 rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan
sampah di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Adapun wilayah yang mendapatkan layanan pengumpulan
sampah rumah tangga adalah Kecamatan Rantepao, Kecamatan
Tondon, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Kesu dan Kecamatan
Tikala.
Tabel 2.17
Rumah Tangga Dengan Layanan Pengumpulan Sampah

Kabuiaten Toraia Utara Tahun 2021-2024

Jumlah Rumah Tangga yang

1. | Terlayani Pengumpulan 7.046 9.057 9.263
Sampah

p. |Jumlah  Rumah  Tangga | 75356 | 78080 | 79.659
Seluruhnya
Proporsi Rumah  Tangga

3. | dengan Layanan 8,99 11,60 11,63
Pengumpulan Sampah

Sumber : Pokja PKP Prov. Sulawesi Selatan

Pengukuran capaian tahun 2020-2023 masih menggunakan
perhitungan indikator proporsi rumah tangga dengan layanan DASAR
pengumpulan sampah.Pengukuran rumah tangga dengan layanan
PENUH pengumpulan sampah baru dilaksanakan mulai tahun 2025
untuk Baseline tahun 2024 seperti yang disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.18
Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

i Rumah Tangga Dengan Layanan Pensh Pengumpulan Sampah Tahun 2024

Sumber : Pokja PKP Kabupaten/Kota

6) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Toraja Utara (IRB) Tahun 2020
hingga Tahun 2023 tidak pernah mengalami penurunan. Nilai Indeks
Resiko Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebesar 150
dengan kategori tinggi adapun penjabaran indeks resiko per ancaman
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Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan skor 36,00
dengan kelas resiko tinggi, Indeks Resiko Bencana Longsor skor 36,00
dengan kelas resiko tinggi, Indeks Resiko Bencana Kekeringan skor
36,00 dengan kelas resiko tinggi, Indeks Risiko Bencana Cuaca
Ekstrim skor 20,40 dengan kelas resiko tinggi, Indeks Resiko
Bencana Gempa Bumi skor 20,60 dengan kelas resiko tinggi.
Adapaun data kejadian bencana dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.
Tabel 2.19
Data Kejadian Bencana
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Jumlah Dampak Kejadian

Jenis Bencana Kejadian Jiwa Harta Benda

Bahu, Badan Jalan,
Talud, dan Rumah
Rusak Ringan,
Sedang dan Rusak
Berat

3 Orang

Longsor S5 Meninggal

6 Unit Rumah dan 1
7 0 Unit Lumbung Rusak
Berat

Puting Beliung dan
Pohon Tumbang

27 Unit Rumah dan 4
Kebakaran 12 0 Unit Lumbung Rusak
Berat

6 Unit Rumah Rusak
Ringan

Banjir 3 0

Sumber : BPBD Kabupaten Toraja Utara, 2025

Salah satu bagian dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana adalah
Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
adalah alat untuk mengukur kapasitas suatu daerah dalam
menanggulangi bencana, baik di tingkat kabupaten/kota maupun
provinsi. Capaian Indeks Ketahanan Daerah selengkapnya pada tabel
sebagai berikut.
Tabel 2.20
Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Indeks
Ketahanan | N/A | 0,20 | 0,26 | 0,27 | 0,38
Daerah

Sumber : BPBD Kabupaten Toraja Utara, 2025

Pada Tahun 2024 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Toraja
Utara turun menjadi 143,14 dan masuk dalam kategori sedang dan
merupakan capaian terbaik dalam 5 tahun terakhir.
Tabel 2.21
Indeks Resiko Bencana (IRB)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Indeks
Risiko 150 150 150 150 | 143,14
Bencana

Sumber : BPBD Kabupaten Toraja Utara, 2025
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b. Persentase Penurunan Emisi GRK

Gas Rumah Kaca adalah Komponen Esensial Atmosfer yang
menjaga suhu bumi stabil dalam mendukung kehidupan. Gas Rumah
Kaca meliputi gas-gas seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4),
dan nitrogen oksida (N20). Efek rumah kaca menggambarkan
fenomena atmosfer bumi menangkap radiasi matahari yang
disebabkan oleh gas-gas seperti karbon dioksida (CO2) metana (CH4),
dan nitrogen oksida (N20) dan uap Air (H2) yang menjadi Gas Rumah
Kaca.

Pada Indicator Persentase penurunan Emisi GRK berikan
penjelasan data capaian potensi penurunan emisi GRK dengan
satuan Ton CO2 eq sebagaimana yang terdapat pada aplikasi aksara,
untuk Toraja Utara tersedia data 2020-2024, karena indikator
Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif dan tahunan) dan
Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK merupakan indicator
baru, baseline data 2024 dan tahun sebelumnya belum tersedia.

Tabel 2.22
Potensi Penurunan Emisi GRK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator | 2% | 2020 2021 2022 2023 2024

an

Potensi Ton | 103473 | 11.547,3 | 111.746,1 | 11.816,88 | 14.767,26

Penurunan Cos
Emisi GRK eq 792 892 152 985 365

Sumber : Aplikasi AKSARA, 2025

Gas Rumah Kaca di Kabupaten Toraja Utara belum memiliki
data valid dan belum diukur berdasarkan standar yang berlaku.
Tetapi berdasarkan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-
2045, target penurunan GRK sampai tahun 2045 sebagaimana tersaji
pada table dibawah ini.

Tabel 2.23
Target Penurunan Gas Rumah Kaca di
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045

% Persentase Penurunan
T Penurunan Emisi GRK (%)
ahun .
B LA Tahunan Kumulatif
GRK
2025 29,72 0,77 0,56
2030 44,71 3,563 3,44
2035 60,41 9,65 4,21
2040 75.00 28,75 9,96
2045 85,51 48,13 11,61

Sumber : RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-20245

7) Demografi
a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk di Kabupaten Toraja Utara mengalami
pertambahan setiap tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, namun di Tahun
2023 mengalami penurunan. Jumlah penduduk Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2022 sejumlah 268.198 jiwa, dan menurun di Tahun
2023 menjadi 261.652 jiwa. Hal ini disebabkan karena terjadi migrasi
keluar yang banyak dilakukan oleh penduduk usia produktif. Mereka
melakukan pindah penduduk ke luar daerah dalam rangka mencari
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pekerjaan dan memulai kehidupan di tempat yang lain. Hinnga
kembali mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024
menjadi 266.513 jiwa.

Tabel 2.24

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Kelompok 2020 2021 2022 2023 2024
Umur Jumlah | Jumlah | Jumlah Jumlah | Jumlah
0-4 22.108 22.375 22.679 17.916 17.631
5-9 23.008 22.820 22.989 24.962 24.510
10-14 27.931 27.425 26.814 28.247 28.212
15-19 27.607 27.752 28.015 26.148 27.782
20-24 25.297 25.425 25.628 24.658 24.368
25-29 20.597 20.756 20.982 19.514 20.153
30-34 18.026 18.286 18.604 16.402 16.823
35-39 16.380 16.597 16.892 16.436 16.432
40-44 15.942 16.185 16.452 16.411 16.506
45-49 14.105 14.450 14.850 15.359 15.905
50-54 11.875 12.211 12.589 14.493 14.621
55-59 9.432 9.777 10.149 10.610 11.622
60-64 8.672 9.062 9.508 8.218 8.540
65-69 7.292 7.613 7.964 7.477 7.496
70-74 5.817 6.099 6.425 5.648 6.122
75+ 6.997 7.312 7.658 9.153 9.790
Jumlah 261.086 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di

Kabupaten Toraja Utara

tergolong rendah atau lambat. Rata-rata pertumbuhan penduduk
hanya sebesar 1,86%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi
dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) terjadi pada Tahun 2020 sebesar
12,92% dan terendah pada Tahun 2023 sebesar -2,44%. Untuk lebih
jelasnya jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-
2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.25

Jumlah Penduduk di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Jumlah Penduduk Laju
Kecamatan Pertumbuhan

2020 2021 2022 2023 2024 Penduduk

2020-2024
Sopai 15.687 |15.863 |16.098 |16.142 | 16.409 1,65
Kesu’ 19.150 | 19.415 | 19.753 | 19.504 | 19.899 2,03
Sanggalangi 13.218 | 13.350 | 13.532 |13.765 | 14.080 2,29
Buntao 11.443 |11.645 |[11.893 |11.197 |11.377 1,61
Rantebua 8.989 9.076 9.196 8.878 8.985 1,21
Nanggala 10.376 |10.428 | 10.518 | 10.257 | 10.304 0,46
Tondon 12.529 | 12.788 |13.098 |11.981 |12.177 1,64
Tallunglipu 20.644 |20.773 |20.976 | 19.965 |20.456 2,46
Rantepao 28.451 | 28.555 |28.757 |28.231 |29.073 2,98
Tikala 12.342 | 12.479 |12.662 |12.677 |12.891 1,69
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Jumlah Penduduk Laju
Kecamatan Pertumbuhan

2020 2021 2022 2023 2024 Penduduk

2020-2024
Sesean 13.319 | 13.490 | 13.712 |13.396 | 13.558 1,21
Balusu 7.983 8.058 8.163 8.341 8.397 0,67
Sa’dan 18.722 | 19.010 | 19.370 | 18.987 |19.298 1,64
Bangkelekila 8.525 8.895 9.314 7.934 8.102 2,12
Sesean Suloara 6.943 6.969 7.019 7.170 7.244 1,03
Kapalapitu 6.982 7.033 7.110 7.279 7.387 1,48
Dende Piongan | 9.046 9.096 9.178 9.108 9.308 220

Napo ’

Awan Rante Karua | 5.634 5.641 S5.667 5.908 5.987 1,34
Rindingallo 9.070 9.206 9.378 9.370 9.466 1,02
Buntu Pepasan 14.582 | 14.734 |14.940 | 14.311 | 14.778 3,26
Baruppu 7.451 7.641 7.864 7.251 7.337 1,19
Kab. Toraja Utara 261.086 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513 1,86

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

b. Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis
Kelamin Penduduk

Kepadatan Penduduk. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di
Kabupaten Toraja Utara mencapai 231,45 jiwa per Km2. Kepadatan
penduduk tersebut tidak merata pada semua kecamatan. Kepadatan
penduduk tertinggi di Kecamatan Rantepao 2.825,36 jiwa/km?2 dan
terendah di Kecamatan Baruppu sebanyak 45,24 jiwa/km?2.
Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Rantepao antara lain
dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk dari kabupaten lain, faktor
sosial dan ekonomi yang lebih memadai seperti kesempatan kerja,
layanan pendidikan, pusat perdagangan, dan ketersediaan
infrastuktur.

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara penduduk
laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu
tertentu. Umumnya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-
laki untuk 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin
menunjukkan struktur demografi yang seimbang atau tidak, sebagai
akibat dari migrasi, perbedaan angka kematian dan harapan hidup
antara laki-laki dan perempuan, dan factor lainnya. Pada tahun 2024,
rasio jenis kelamin Kabupaten Toraja Utara sebesar 104,19 atau
dengan kata lain terdapat sekitar 104 pria untuk setiap 100
perempuan, Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan
Baruppu sebesar 109,57 dan terendah terdapat di Kecamatan
Tallunglipu sebesar 100,51.

Tabel 2.26

Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis
Kelamin Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Persentase Kepadatan Rasio J e_nis
Kecamatan Penduduk Penduduk per Kelamin
km?2 Penduduk
Sopai 6,16 344,44 106,87
Kesu’ 7,47 765,35 104,66
Sanggalangi 5,28 361,03 101,78
Buntao 4,27 229,84 103,56
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Persentase Kepadatan Rasio J e.nis
Kecamatan Penduduk Penduduk per Kelamin
km?2 Penduduk
Rantebua 3,37 105,91 107,22
Nanggala 3,87 151,53 105,18
Tondon 4,57 338,25 101,44
Tallunglipu 7,68 2.171,55 100,51
Rantepao 10,91 2.825,36 101,23
Tikala 4,84 549,96 106,55
Sesean 5,09 338,53 103,57
Balusu 3,15 180,54 104,56
Sa’dan 7,24 239,76 104,45
Bangkelekila 3,04 385,81 102,50
Sesean Suloara 2,72 334,13 106,03
Kapalapitu 2,77 156,27 108,61
Denpina 3,49 120,12 105,43
Awan Rante Karua 2,25 109,43 109,04
Rindingallo 3,55 127,49 107,59
Buntu Pepasan 5,54 112,19 102,77
Baruppu 2,75 45,24 109,57
Kab. Toraja Utara 100 231,45 104,19

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

c. Proyeksi Jumlah Penduduk S5 Tahun ke Depan

1) Jumlah Penduduk

Dalam S Tahun kedepan (2025-2030) pertumbuhan dan sebaran
penduduk di Kabupaten Toraja Utara pasti akan mengalami
perubahan disbanding kondisi eksisiting saat ini. Hal ini disebabkan
karena adanya migrasi masuk maupun keluar Kabupaten Toraja
Utara yang diyakini pasti akan terjadi diamping angka fertilisasi
maupun mortalitas yang juga pasti akan terjadi dalam kurun S tahun
kedepan (2025-2030). Untuk itu akan dilakukan proyeksi jumlah dan
kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara untuk jangka waktu
5 tahun kedepan (2025-2029), seperti yang terlihat pada tabel
dibawah ini :

Tabel 2.27
Proyeksi Jumlah penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

Kecamatan PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sopai 16.273 16.317 16.361 16.406 16.409 16.450
Kesu 20.255 20.512 20.772 21.035 21.035 21.035
Sanggalangi 14.494 14.745 15.001 15.261 15.261 15.525
Buntao 11.771 11.969 12.170 12.374 12.374 12.582
Rantebua 9.211 9.325 9.440 9.557 9.557 9.675
Nanggala 10.334 10.360 10.386 10.412 10.412 10.438
Tondon 12.595 12.807 13.022 13.240 13.240 13.463
Tallunglipu 20.255 20.352 20.450 20.548 20.548 20.647
Rantepao 28.907 29.137 29.367 29.600 29.600 29.835
Tikala 12.723 12.738 12.753 12.769 12.769 12.784
Sesean 13.899 14.070 14.244 14.420 14.420 14.598
Balusu 13.899 14.070 14.244 14.420 9.506 9.715
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Kecamatan PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sa’dan 19.699 | 19.943 | 20.189 | 20.438 | 20.438 | 20.691
Bangkelekila’| 8.495 | 8.791 9.096 | 9.412 9.740 | 10.078
Sesean 7.485 7.647 7.813 7.983 8.157 8.334
Suloara
Kapalapitu 7.634 | 7.817 8.005 | 8.198 | 8.395 8.597
Dende
Piongan 9.253 9326 | 9.400 | 9.475 | 9550 | 9.625
Napo
Awan Rante | . 5, 6.710 7.001 7.305 7.621 7.952
Karua
Rindingallo 0436 | 9.469 | 9.502 | 9536 | 9.569 | 9.603
Buntu 14.539 | 14.654 | 14.770 | 14.887 | 15.005 | 15.124
Pepasam
Baruppu’ 7.497 | 7.623 7.751 7.881 8.013 8.148
ﬁleja'r“aja 268.063 | 271.357 | 274.713 | 278.132 | 281.615 | 285.165

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Tabel 2.28
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Pengelompokan Umur
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2030

Kelompok Tahun
Usia 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0-4 18.355 18.581 18.810 19.044 19.283 19.526
5-9 25.574 25.888 26.208 26.534 26.866 27.205
10-14 28.939 29.295 29.657 30.026 30.402 30.785
15-19 26.789 27.118 27.453 27.795 28.143 28.498
20-24 25.262 25.573 25.889 26.211 26.539 26.874
25-29 19.992 20.238 20.488 20.743 21.003 21.268
30-34 16.804 17.010 17.221 17.435 17.653 17.876
35-39 16.839 17.046 17.256 17.471 17.690 17.913
40-44 16.813 17.020 17.230 17.445 17.663 17.886
45-49 15.735 15.929 16.126 16.326 16.531 16.739
S50-54 14.848 15.031 15.216 15.406 15.599 15.795
55-59 10.870 11.004 11.140 11.278 11.419 11.563
60-64 8.419 8.523 8.628 8.736 8.845 8.956
65-69 7.660 7.754 7.850 7.948 8.047 8.149
70-74 S5.786 5.857 5.930 6.004 6.079 6.156
75+ 9.377 9.492 9.610 9.729 9.851 9.976
Total 268.063 271.357 |274.713 | 278.132 | 281.615 | 285.165

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029
Berdasarkan hasil proyeksi jumlah dan sebaran penduduk,

jumlah dan sebaran penduduk tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun
kedepan masih didominasi dan ditempati oleh Kecamatan Rantepao.
Kecamatan Rantepao dalam waktu S5 tahun kedepan masih
menempati urutan pertama sebagai Kecamatan dengan jumlah
penduduk dan kepadatan tertinggi dengan tingkat kepadatan
2.876,57 jiwa/km?2. Hal ini disebabkan oleh potensi dan kedudukan
Rantepao sebagai Ibu Kota Kabupaten. Hal ini tentu saja menjadi
faktor pendorong, karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
Kecamatan Rantepao sebagai Ibukota Kabupaten terbilang lengkap
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disbanding Kecamatan lainnya di Kabupaten Toraja Utara.
Sedangkan tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Baruppu’
sebesar 48,59 jiwa/km2 di Tahun 2029. Sedangkan Berdasarkan
Kelompok Umur Jumlah Penduduk 5 Tahun Kedepan akan
didominasi oleh penduduk usia 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19
tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun yang artinya toraja utara akan
mengalami bonus demografi dimana penduduk wusia muda dan
produktif akan lebih mendominasi.

2) Penduduk Usia Produktif

Penduduk wusia produktif adalah penduduk wusia 15 tahun
sampai dengan 64 tahun menurut Badan Pusat Statistik. Jumlah
Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024
adalah sebanyak 172.752 jiwa atau sebesar 64,81% dari jumlah
penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebanyak 266.513
jiwa. Angka ini telah melewati angka proyeksi yang telah tertuang
dalam Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2050 yang dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut.

Tabel 2.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 Tahun
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Tahun Jumlah Penduduk Usia
15-64
2025 150.631
2026 153.719
2027 156.761
2028 159.746
2029 162.661
2030 165.490

Sumber : Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Toraja Utara, 2025-2050

3) Angka Ketergantungan

Angka  ketergantungan atau rasio beban tanggungan
(dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan
antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah
15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya
penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin
tingginya prosentase dependency ratio menunjukkan semakin
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif
untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Angka ketergantungan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024
adalah 52,65 dari total penduduk sebanyak 266.513 jiwa. Dan untuk
Tahun 2025-2029 jumlah penduduk usia 0-14 dan >65 Tahun adalah
seperti yang terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.30
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia 0-14 dan >65
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Tahun Jumlah Penduduk Usia 0-14 dan
>65 Tahun
2025 95.691
2026 96.867
2027 98.065
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Tahun Jumlah Penduduk Usia 0-14 dan
>65 Tahun
2028 99.286
2029 100.529
2030 101.797

Sumber : Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Toraja Utara, 2025-2050

4) Bonus Demografi
Bonus Demografi adalah kondisi atau masa dimana jumlah
penduduk usia produktif (15-64) tahun lebih besar disbanding usia
non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari
total jumlah penduduk yang ada.

Berdasarkan proporsi dan komposisi penduduk berdasarkan
umur di Kabupaten Toraja Utara dalam beberapa tahun terakhir dan
berdasarkan hasil proyeksi untuk beberapa tahun kedepan, jumlah
penduduk Kabupaten Toraja Utara masih didominasi oleh kelompok
umur produktif. Jumlah dan proporsinya sama seperti jumlah dan
kompisisi penduduk berdasarkan usia produktif.

e) Penduduk Usia Lanjut

Penduduk Usia lanjut adalah penduduk usia >65 Tahun. Jumlah
penduduk wusia lanjut di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024
sebanyak 23.408 jiwa atau sebesar 8,78%. Sudah melebihi angka
proyeksi beberapa tahun ke depan. Sementara proyeksi untuk 5
tahun kedepan seperti yang terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.31
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

Tahun Jumlah Penduduk Usia >65 Tahun
2025 21.600
2026 22.267
2027 22.938
2028 23.591
2029 24.212
2030 24.809

Sumber : Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Toraja Utara, 2025-2050

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dari perubahan
kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah secara
berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinillai lebih baik
selama jangka waktu tertentu. Nilai PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto) atas dasar harga konstan merupakan dasar perhitungan
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian angka pertumbuhan yang
diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang
dihasilkan oleh aktifitas perekonomian suatu daerah/wilayah pada
periode tertentu.

Pada tahun 2020 pandemi covid 19 melanda Indonesia
termasuk Toraja Utara yang menyebabkan perubahan besar terhadap
perekonomian dalam berbagai sektor. Dampak pandemi covid 19
terhadap bidang ekonomi di Toraja Utara terlihat jelas pada
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pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dimana mengalami penurunan
dari tahun 2019 sebesar 7,56 menjadi 0,17 pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Toraja Utara melambat
sekitar 4,05 persen hal ini masih dipengaruhi oleh pandemi covid
yang melanda Indonesia yang sempat melumpuhkan ekonomi
Indonesia yang berimbas juga ke pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Toraja Utara. Tahun 2022 memperlihatkan adanya
pertumbuhan positif dibanding tahun sebelumnya dikarenakan
kegiatan ekonomi sudah terbuka lebar. Namun pada tahun 2023 laju
pertumbuhan ekonomi Toraja Utara sebesar 3,94 persen relative
melambat dari tahun sebelumnya sebesar 5,27 persen. Kemudian
ditahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar
4,49 persen. Hal ini dapat dilihat dari 17 lapangan usaha dimana
sektor jasa perusahaan mencatat pertumbuhan tertinggi dengan
11,48% dan struktur PDRB tertinggi pada sektor perdagangan dengan
23,95%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020
sampai dengan tahun 2024 menurut PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun PDRI?O‘:::::&Z?;::?&&‘ Pertumbuhan
2020 5.148.55 0.17
2021 5.357.13 4.05
2022 5.639.38 5.27
2023 5.861.32 3.94
2024 6.124,30 4.49

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan dari tahun
sebelumnya. Ekonomi di Kabupaten Toraja Utara mengalami
pertumbuhan sebesar 0,55 persen dari tahun sebelumnya sedangkan
ekonomi provinsi Sulawesi Selatan bertumbuh sebesar 0,51 persen.
Adapun  pertumbuhan Kabupaten  Toraja
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Selatan dan Nasional terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.33
Laju Pertumbuhan Ekonomi Toraja Utara, Sulawesi Selatan &
Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Utara
Sulawesi

ekonomi

Pertumbuhan | 0.0 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Ekonomi
Nasional -2,07 3,70 5,31 5.05 5.03
Sulawesi -0,71 4.64 5.10 4.51 5.02
Selatan
Toraja Utara 0.17 4.05 5.27 3.94 4.49

Sumber: BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2025
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Perbandingan pertumbuhan ekonomi Toraja Utara, Provinsi
Sulawesi Selatan, dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Pada
tahun 2020 dimana Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi,
Toraja Utara memiliki pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata provinsi
dan nasional, yakni sebesar 0,17%, diikuti oleh Provinsi Sulawesi
Selatan sebesar -0,70% dan Nasional sebesar-2.07%, akibat pandemi
COVID-19. Ketiga wilayah mulai menunjukkan pemulihan, dengan
pertumbuhan yang positif dan terus meningkat cukup signifikan pada
tahun 2022. Kemudian mengalami sedikit perlambatan ditahun 2023
untuk Toraja Utara di angka 3,94%, Provinsi Sulawesi Selatan 4,51%,
dan Nasional di angka 5,05%, namun hal ini tetap mencerminkan
pemulihan dan stabilisasi ekonomi pasca-pandemi. Hingga pada
tahun 2024 ketiganya mengalami peningkatan dimana Toraja Utara
bertumbuh sebesar 4,49%, Provinsi Sulawesi Selatan 5,02% dan
Nasional 5,03%.

Grafik 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Sulawesi Selatan Tahun 2024 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

4,49

Jeneponto G 6,03
Pinrang N 5,71
Makassar N 5,56
Bone GG 5,55
Gowa | 5,39
Tana Toraje R 5,20
Sinjai - N 5,17
Parepare R 5,09
Sulawesi Selatan ) 5,02
Pangkep GGG 5,00
Barru N 4,92
Bulukumba R 4,60
Enrekang NN 4,54
Wajo N 4,52
Toraja Utara
Palopo | 4,40
Bantaeng NG 4,36
Luwu N 4,36
Takalar N 4,34
Luwu Utara N 4,30
Soppeng R 4,06
Sidrap - 4,05
Maros . 3,79
Kep.Selayar il 3,33
Luwu Timur R 3,27

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2025

Bila dilihat posisi relatif pertumbuhan ekonomi Toraja Utara
diantara kabupaten dan kota lainnya di Sulsel pada tahun 2024, juga
menunjukkan kinerja yang tidak terlalu buruk menempati posisi
menengah, yakni tergolong daerah dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi urutan ke-13 tertinggi, melebihi 11 kabupaten kota lainnya
di Sulawesi Selatan. Tantangannya, bagaimana terus
mengoptimalkan kinerja agar mampu menjadi daerah dengan
pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulsel ke depan.
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Grafik 2.8
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja
Utara dengan Wilayah Sekitar Tahun Tahun 2024 (%)

a\I
e
) E H H E

Toraja Utara Kota Palopo Tana Toraja Luwu Luwu Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2025

Grafik tersebut membandingkan pertumbuhan ekonomi Toraja
Utara dengan Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 Toraja Utara
dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota yang ada disekitar
Toraja Utara, seperti Kota Palopo sebesar 4,40 persen, Kabupaten
Tana Toraja yang berada pada angka 5,20 persen, Kabupaten Luwu
sebesar 4,36 persen dan Kabupaten Luwu Utara sebesar 4,30 persen.
Dari data tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara
masih sedikit lebih baik dibandingkan Kota Palopo, Kabupaten Luwu
dan Kabupaten Luwu Utara namun agak kurang dibandingkan
dengan Kabupaten Tana Toraja.

b. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran
nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah
dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator
kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan
PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi
menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan
angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan
seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Account (SNA
2008) melalui penyusunan kerangka Supply ada Use Tables (SUT).
Kedua hal tersebut diatas berdampak pada besaran maupun struktur
PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB
tersebut.

Secara total PDRB Kabupaten Toraja Utara Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) di tahun 2024 tumbuh positif sebesar 7,71% yakni
dari 12.307,76 miliar Rupiah pada tahun 2023 menjadi 13.257,86
miliar Rupiah di tahun 2024. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh adanya
perubahan harga dan perubahan volume barang dan jasa konsumsi.
Adapun pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat
pada tabel berikut:
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Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Tabel 2.34
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Konsumsi Rumah 5.631,96 | 5.900,10 | 6.511,03 | 7.015,34 | 7.591,40
Tangga
Konsumsi LNPRT 260,56 266,62 319,35 351,65 438,67
Konsumsi 1.388,28 | 1.517,91 | 1.528,91 | 1.470,23 | 1.690,17
Pemerintah
Pembentukan
Modal Tetap Bruto | 367174 | 376263 | 401976 | 4.244,52 | 4.340,17
Perubahan 194,98 | 10124 | 175,60 3,03 3,72
Inventori
Net Ekspor 1426,09 | -1.204,20 | -1.243,34 | -982,56 798,83

PDRB 9.721,43 | 10.344,30 | 11.311,31 | 12.307,76 | 13.257,86

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2025

Dari tabel diatas PDRB Kabupaten Toraja Utara atas dasar
harga belaku periode tahun 2020-2024 nilai PDRB Kabupaten Toraja

Utara meningkat namun tidak signifikan. Peningkatan

ini

dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume

barang dan jasa meskipun terkendala adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.35
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry 2020 2021 2022 2023 *

(1) (2) (3) 4) (5)

2024 **

(6)

Pertanian. Kehutanan. dan
Perikanan/ Agriculture.
Forestry. and Fishing

1.470,17 1.623,61 1.784,37 1.984,99

2.202,03

Pertambangan dan
Penggalian/ Mining and
Quarrying

123,64 128,11 129,51 144,02

149,32

Industri

Pengolahan /Manufacturing 731,49

840,58 897,31

960,29

Pengadaan Listrik dan

Gas/Electricity and Gas 8,70

9,06 9,61

10,14

Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah. Limbah. dan Daur
Ulang/ Water Supply;
Sewerage. Waste
Management. and
Remediation Activities

11,22 11,64 13,58 1438

15,34

Konstruksi/ Construction 1.583,70 1.648,97 1.766,75 1.887,34

1.898,20

Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor/ Wholesale
and Retail Trade; Repair of
Motor Vehicles and
Motorcycles

2.297,62 2.456,22 2.697,71 2.948,05

3.182,88

Transportasi dan
Pergudangan/Transportation
and Storage

460,57 503,04 590,24 748,54

809,85
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Lapangan Usaha/Industry

2020 2021 2022 2023 *
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyediaan Akomodasi dan
Makan
Minum/Accommodation and

Food Service Activities

285,81 301,29 354,73 395,02

2024 **

(6)

426,21

Informasi dan Komunikasi/
Information and
Communication

464,78 492,01 528,03 552,61

613,07

Jasa Keuangan dan
Asuransi/ Financial and
Insurance Activities

404,38 444,55 496,03 507,04

546,76

Regl E§tat/Real Estate 463,79 476,18
Activities

495,40 512,77

571,96

Jasg _P_erusahaan/Busmess 7.04 7.41 8,93 10,36
Activities

10,57

Administrasi Pemerintahan.
Pertahanan. dan Jaminan
Sosial Wajib/ Public
Administration and Defence;
Compulsory Social Security

471,95 498,45 520,23 543,60

628,34

Jasa Pendidikan/ Education 597,86 608,47 627,91 658,14

695,46

Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial/ Human
Health and Social Work
Activities

258,14 262,43 284,35 307,76

330,95

R.S.T.U

Jasa Lainnya/ Other Services
Activities

135,16 141,74 163,90 186,21

206,50

Produk Domestik Bruto/ Gross

9.721,43 10.344,30 11.311,31 | 12.307,76

Domestic Produc

13.257,86

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dari 17 sektor PDRB yang
berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara tahun
2024, sektor yang berkontribusi paling besar adalah sektor
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Sedangkan sektor yang berkontribusi paling kecil adalah sektor Jasa
perusahaan.

Apabila dinilai PDRB Kabupaten Toraja Utara atas dasar harga
konstan (ADHK) maka nilai PDRB Kabupaten Toraja Utara juga
mengalami peningkatan yakni 5.861,32 miliar tahun 2023 menjadi
6.124,34 miliar pada tahun 2024. Nilai ini dipengaruhi oleh
perubahan volume atau kuantitas konsumsi akhir (tanpa dipengaruhi
oleh perubahan harga). PDRB atas dasar harga konstan
menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi
yang riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan
atau konsumsi akhir. Untuk perkembangan PDRB Kabupaten Toraja
Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran
Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
?Zﬁ;g;mi Rumah 3.164,41 | 3.263,53 | 3.449,18 | 3.555,69 | 3.691,37
Konsumsi LNPRT 152,89 154,82 | 177,67 | 188,02 | 223,87
Konsumsi Pemerintah 764,62 831,21 832,24 795,19 876,01
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Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
,izizgegﬂjﬁ)an Modal 2.014,11 | 2.024,84 | 2.082,36 | 2.138,59 | 2.134,83
Perubahan Inventori 70,31 36,06 62,79 -1,08 -1,40
Net Ekspor 1.017,78 | 955,32 | 964,88 | -928,26 | -800,34

PDRB 5.148,55 | 5.357,13 | 5.639,38 | 5.861,32 | 6.124,34

Sumber : BPS Kab. Torgja Utara. 2025

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Toraja Utara
terus mengalami peningkatan dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan

bahwa terjadi

peningkatan volume atau kuantitas

(tanpa ada

pengaruh dari perubahan harga). Apabila dilihat dari masing-masing
komponen pengeluaran akhir setiap tahunnya meskipun pada tahun

2020 peningkatan

tidak

signifikan disebabkan oleh pandemi

kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2021, tahun 2022 dan
tahun 2023 hingga tahun 2024 karena adanya pemulihan dalam

perekonomian.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Tabel 2.37

Lapangan Usaha/Industry

(1)

2020

(2)

2021

(3)

2022

4)

2023 *

(5)

2024 **

(6)

Pertanian. Kehutanan. dan
Perikanan/ Agriculture.
Forestry. and Fishing

785,75

831,01

878,67

894,67

911,31

Pertambangan dan
Penggalian/ Mining and
Quarrying

60,71

62,55

61,35

63,41

65,76

Industri
Pengolahan/Manufacturing

355,83

375,75

416,84

428,18

443,15

Pengadaan Listrik dan
Gas/Electricity and Gas

8,21

8,58

8,85

9,40

9,83

Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah. Limbah. dan Daur
Ulang/ Water Supply;
Sewerage. Waste
Management. and
Remediation Activities

8,14

8,35

9,56

10,01

10,62

Konstruksi/ Construction

738,86

738,64

746,14

771,74

770,69

Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor/ Wholesale
and Retail Trade; Repair of
Motor Vehicles and
Motorcycles

1.235,11

1.294,66

1.366,66

1.439,94

1.518,29

Transportasi dan
Pergudangan/Transportation
and Storage

217,64

231,12

257,39

283,67

299,16

Penyediaan Akomodasi dan
Makan
Minum/Accommodation and
Food Service Activities

138,67

145,70

167,03

181,38

188,54

Informasi dan Komunikasi/
Information and
Communication

328,58

347,84

368,05

381,21

405,30
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Lapangan Usaha/Industry

2020 2021 2022 2023 *
(1)

Jasa Keuangan dan

Asuransi/ Financial and

Insurance Activities

(2) (3) (4) (5)

191,42 204,86 213,05 211,23

2024 **

(6)

223,16

PN 237,24 243,55 246,42 | 251,57
ctivities

266,10

iasg ?erusahaan/Business 3,35 3,45 3,08 4,44
ctivities

4,42

Administrasi Pemerintahan.
Pertahanan. dan Jaminan
Sosial Wajib/Public
Administration and Defence;
Compulsory Social Security

286,80 299,16 310,27 319,71

360,80

Jasa Pendidikan/ Education 350,00 355,00 361,50 370,06

391,91

Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial/ Human
Health and Social Work
Activities

133,16 134,57 143,12 151,83

159,09

R.S.T.U

jasg .L.ainnya/ Other Services 69,10 72,36 80,49 88,85
ctivities

96,23

Produk Domestik Bruto/ Gross

5.148,55 5.357,13 5.639,38 | 5.861,32

Domestic Produc

6.124,34

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dari 17 sektor PDRB yang berkontribusi
terbesar terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara tahun 2024, sektor
yang berkontribusi paling besar adalah sektor Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sektor yang
berkontribusi paling kecil adalah sektor Jasa perusahaan.

1) PDRB Per Kapita
PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai
sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu
wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang
diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya
dalam proses produksi . PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui
pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.
Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada
tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut.
Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan
kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun.
Dengan melakukan perbandingan seperti itu. kita dapat mengamati
apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-
rata telah meningkat. Berikut tingkat pendapatan per kapita
penduduk di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.38
PDRB Per Kapita Toraja Utara Tahun 2020-2024
PDRB Perkapita

(Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024
ADHB 37.37 39.6 42.07 45.03 47.72
ADHK 19.79 20.26 20.97 21.44 22.04
Pertumbuhan PDRB 10,04 | 2,35 3,53 2,24 2,81
Perkapita

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2025
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Dari tabel di atas, dapat dilihat perkembangan PDRB perkapita
Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun (2020-2024) terus
meningkat namun mengalami konstraksi pada tahun 2020. Hal ini
dipengaruhi oleh adanya efek pandemic covid 19. sehingga
mempengaruhi pola konsumsi dan daya beli masyarakat dan
meningkat kembali pada tahun 2022. Indikator PDRB Perkapita
menunjukkan bahwa ekonomi setiap penduduk Toraja Utara rata-
rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai
perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Pencapaian PDRB per Kapita Toraja Utara dalam S tahun
terakhir menunjukkan kinerja yang berfluktuasi namun cnderung
mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 37,37 juta
meningkat menjadi Rp. 47,72 juta pada tahun 2024. Kinerja
peningkatan PDRB Toraja Utara masih jauh dibawah capaian kinerja
Provinsi Sulsel dan nasional. PDRB Per Kapita Toraja utara masih
sangat perlu terus ditingkatkan hingga Toraja Utara mampu
melampaui capaian PDB per Kapita provinsi dan nasional dalam
jangka panjang yang akan datang.

Tabel 2.39
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB)
Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan nasional Tahun 2020-2024

PDRB Perkapita | 5050 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(Juta Rupiah)

Toraja Utara 37,37 39,6 42,07 45,03 47,72
Sulawesi Selatan 55,68 59,50 65,35 69,70 73,57
Nasional 57,29 62,26 71,04 74,96 78,62

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2025

Bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi
Sulawesi Selatan, PDRB per Kapita Toraja Utara hingga tahun 2024
berada pada peringkat ke-7 terendah. Hanya mengalahkan capaian
PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba, Enrekang, Takalar, Gowa,
Tana Toraja dan Jeneponto. Fakta ini menggambarkan bahwa dalam
hal pencapaian kinerja PDRB per Kapita Toraja Utara menunjukkan
kinerja kurang baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di
Sulawesi  Selatan. Tantangannya, pada  bagaimana  terus
mempertahankan kinerja tersebut dan terus berusaha
mengoptimalkan agar mampu setara dan bahkan melampaui
pencapaian kinerja kota setara lainnya di Indonesia. Secara lengkap
dapat dilihat pada grafik berikut ini:

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | II- 40



Grafik 2.9
PDRB Per Kapita Provinsi & Kab/Kota
di Provinsi Sulsel Tahun 2024 (Juta Rupiah)

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
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Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2025

2) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 pengeluaran per kapita
dalam setahun di Toraja utara terus mengalami peningkatan, namun
masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian Sulawesi Selatan
dan Nasional. Pada tahun 2024 pengeluaran perkapita Toraja Utara
sebesar Rp. 9.292.000 sedangkan capaian provinsi sebesar Rp.
12.275.000 dan Nasional sebesar Rp. 12.341.000. Kenaikan
pengeluaran per kapita penduduk terutama di tahun 2024
disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan
komoditas non pangan. Rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita
Toraja Utara dibanding Sulawesi Selatan dan Nasional bisa menjadi
indikasi masih rendahnya kesejahteraan ekonomi penduduk di Toraja
Utara dibanding kesejahteraan penduduk skala provinsi dan
nasional.

Tabel 2.40
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten
Toraja Utara , Prov. Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2020-2024

Pengeluaran
Perkapita Pertahun | 2020 2021 2022 2023 2024
(Ribu rupiah)

Toraja Utara

8.097 8.134 8.494 8.871 9.292

Sulawesi Selatan 11.079 | 11.184 | 11.430 | 11.841 | 12.275

11.013 | 11.156 | 11.479 | 11.899 | 12.341

Nasional
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan
koefisien gini. Koefisien gini bernilai nol jika pendapatan secara nyata
menyebar merata. dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi
pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio,

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | II- 41



terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan tinggi jika
nilai koefisien gini ratio 0.5 atau lebih, sedang jika nilainya antara
0.30-0.49 dan rendah jika kurang dari 0.30.

Nilai Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu
S tahun berada pada kisaran 0.384 - 0.316 yang tergolong dalam
kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, indeks gini Kabupaten Toraja
Utara memiliki angka yang sama atau bahkan lebih rendah
dibandingkan keduanya. Oleh karena itu, tingkat pemerataan
distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat
berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena
tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan
ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.
Tabel 2.41
Perbandingan Indeks Gini Kab. Toraja Utara,
Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Gini 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 0.384 0.372 0.356 0.348 0.316
Sulawesi Selatan 0.389 0.382 0.377 0.377 0.363
Nasional 0.385 0.381 0.381 0.388 0.381

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan dengan kabupaten/kota wilayah
sekitar, Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara cukup baik, Tahun 2020
indeks Gini Toraja Utara kinerja yang kurang baik atau tertinggi
diantara wilayah sekitar yakni 0,384, namun pada tahun 2024
menampilkan kinerja yang semakin membaik melebihi kinerja Tana
Toraja, Luwu dan Kota Palopo. Secara lengkap dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.42
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara
dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

Indeks Gini 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 0.384 0.372 0.356 0.348 0.316
Kota Palopo 0.354 0.358 0.371 0.367 0.333
Tana Toraja 0.348 0.378 0.355 0.350 0.320

Luwu 0.344 0.341 0.364 0.341 0.319
Luwu Utara 0.344 0.341 0.349 0.342 0.272

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

d. Tingkat Kemiskinan

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan Toraja Utara
cenderung menurun. Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode ini
adalah 12,01 persen tahun 2020 kemudian terus mengalami
penurunan menjadi 11,65 di tahun 2022, Namun pada tahun 2023
mengalami peningkatan menjadi 12,12 persen. Fenomena ini
disebabkan salah satunya karena serangan virus ASF (African Swine
Fever) yang membunuh ternak babi. Penduduk Toraja Utara
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mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan peternakan sehingga
wabah ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat Toraja
Utara. Namun pada tahun 2024 kembali menurun signifikan menjadi
10,73 persen. Disamping itu garis kemiskinan Toraja Utara juga
terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini salah
satunya disebabkan karena kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Tabel 2.43
Tingkat Kemiskinan Toraja Utara Tahun 2020-2024
Kemiskinan 2020 2021 2022 2023 2024
Garls 328.096 | 348.611 | 364.343 | 395.731 | 413.029
Kemiskinan (Rp)
Jumlah
Penduduk Miskin | 27.880 | 28.390 | 27.790 | 29.140 | 25.970
(jiwa)
Jumlah

Penduduk Miskin N/A 4.120 3.990 6.340 1.186
Ekstrem (jiwa)

Persentase
Kemiskinan (%) 12,01 11,99 11,65 12,12 10,73
Tingkat

1,75 1,83 1,7 47 1,21
Kedalaman (%) ’ ’ ’ 2 ’
Tingkat

7 7 4

Keparahan (%) 0,3 0,39 0,36 0,70 0,2
Tingkat
Kemiskinan N/A 1,74 1,67 2,64 0,49

Ekstrem (%)
Sumber: BPS Toraja utara, Tahun 2025

Meskipun mengalami penurunan signifikan di tahun 2024, jika
dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, Toraja Utara
termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
Capaian Toraja Utara sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu
lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan nasional. Secara lengkap
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
Kemiskinan (%) 2020 2021 2022 2023 2024

Toraja Utara 12,01 11,99 11,65 12,12 10,73
Sulawesi Selatan 8,99 8,53 8,66 8,7 7,77
Nasional 10,19 9,71 9,57 9,36 8,57

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Pada Tahun 2024 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan,
tingkat kemiskinan Toraja Utara menempati urutan ke-8 tertinggi,
hanya mengalahkan 7 capaian kabupaten lainnya yakni Pangkep
12,41 persen, Jeneponto 11,82 persen, Luwu 11,70 persen, Enrekang
11,25 persen, Luwu Utara 11,24 persen, Kepulauan Selayar 10,79
persen dan Tana Toraja 10,79 persen.
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Grafik 2.10
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan Tahun 2024

Persentase Kemiskinan (%)
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Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perkembangan tingkat
pengangguran terbuka 5 tahun terakhir di Toraja Utara berfluktuasi.
Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai
3,17 persen, tingginya tingkat pengangguran pada tahun tersebut
disebabkan adanya pandemi covid-19. Pandemi menyebabkan
banyak perusahaan mengurangi produksi, melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK), dan merumahkan karyawan. Selain itu,
sektor-sektor tertentu mengalami penurunan signifikan dalam
aktivitas ekonomi, yang berdampak pada tingkat pengangguran.
Kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar) membatasi ruang gerak masyarakat sehingga
menyebabkansebagian masyarakat yang bekerja pada sektor informal
kehilangan pekerjaannya. Perkembangan Pengangguran Terbuka
Toraja Utara setelah tahun 2020 mengalami penurunan. Trend
penurunan yang signifikan dari tahun 2022 sebesar 1,99 persen.
Tren penurunan ini merupakan indikasi positifdari perbaikan kondisi
ketenagakerjaan Toraja Utara selama periode tersebut. Namun pada
tahun 2023 kembali meningkat menjadi 2,60 persen. Hingga pada
tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 2,44 persen.
Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11
Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka

4,00 3,17
2,61 2,60 2,44
3,00 1,99
2,00 @ N |LA|
1,00 Linear (NILAI)
2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Perkembangan pengangguran Toraja Utara mengalami
penurunan di tahun 2024 dan menjadikan capaian lebih rendah jika
dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang
besarannya 4,19 persen dan tingkat nasional pada angka 4,91
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persen. Pemerintah Toraja Utara terus melakukan berbagai upaya
untuk menekan angka tingkat pengangguran terbuka melalui
program-program pelatihan, pemberian bantuan bagi wirausaha

pemula serta melakukan = kerjasama dengan = pemerintah
kabupaten/kota lainnya dalam hal penyediaan tenaga kerja
berkualitas.

Tabel 2.45
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran terbuka
Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

TPT (%) 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 3,17 2,61 1,99 2,6 2,44
Sulawesi Selatan 6,31 5,72 4,51 4,33 4,19
Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 491

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Untuk perbandingan lebih lengkap Tingkat Pengangguran
Terbuka Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun
2024 dengan wilaya sekitar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.46

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

TPT 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 3,17 2,61 1,99 2,60 2,44
Kota Palopo 10,37 8,83 8,20 7,81 7,64
Tana Toraja 2,60 3,09 2,32 3,37 3,98

Luwu 4,94 4,80 3,85 3,70 4,14
Luwu Utara 3,01 3,91 2,81 2,63 2,39

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara mengalami
peningkatan dari tahun 2020 jumlah Angkatan kerja di Kabupaten
Toraja Utara sebesar 111.692 menjadi 148.093 pada tahun 2024.
Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut dapat mendorong
kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga dapat memberikan
dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap
ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja
yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu

menambah  penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 2.47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
TPAK 2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat

Partisipasi | 675 | 71.56 | 68.84 | 77.50 | 72,53

Angkatan Kerja

(%)
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TPAK 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah .| 111.692 | 119.838 | 116.670 | 155.198 | 148.093
Angkatan kerja

Sumber : BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan angka TPAK yang diperoleh dari perbandingan
antara jumlah angkatankerja dengan jumlah tenaga kerja dikali 100
tampak perkembangannya berfluktuasi tetapi pada tahun 2023
meningkat dibandingkan tahun 2022. Namun Kembali menurun pada
tahun 2024. TPAK di Toraja Utara pada tahun 2024 sebesar 72,53
persen yang berarti bahwa diantara 100 orang penduduk usia kerja
terdapat 73 orang yang menawarkan jasanya ke pasar tenaga kerja,
selebihnya tergolong sebagaibukan angkatan kerja.

Jika dibandingkan TPAK Toraja Utara dengan Provinsi Sulawesi
Selatan dan Indonesia memperlihatkan pola dan trend yang hampir
sama. Meskipun memiliki level yang relatif berbeda, dimana TPAK
Toraja Utara lebih tinggi daripada TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan
juga Indonesia secara rata-rata. Hal ini memberi indikasi bahwa
penduduk usia kerja di Toraja Utara lebih mampu membeli leisure
time dibandingkan dengan penduduk usia kerja secara rata- rata di
Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia. Dengan demikian
partisipasi angkatan kerja Toraja Utara lebih baik daripada
partisipasi angkatan kerja secara rata-rata di Sulawesi Selatan dan
Nasional.

Tabel 2.48
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

TPAK (%) 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 67,5 71,56 68,84 77,5 72,53
Sulawesi Selatan 63,4 64,73 66,18 65,66 67,38
Nasional 67,77 67,8 68,63 69,48 70,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Hal tersebut memberi indikasi, bahwa persoalan serius di
Toraja Utara bukan pada sisipenawaran tenaga kerja, tetapi pada sisi
permintaan tenaga kerja. Jadi ketersediaan lapangan kerja yang
menjadi masalah bukan pada sisi penawaran tenaga kerja yang
semakin meningkat. Permintaan tenaga kerja sangat ditentukan oleh
angka pertumbuhan ekonomi dan struktur lapangan pekerjaan yang
terkait dengan struktur ekonomi, masing-masing sektor primer,
sektor sekunder, dan sektor tertsier. Demikian pula pola produksi
padat karya dan padat modal perlu menjadi perhatian khusus
menuju Indonesia Emas 2045.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit
yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran umur harapan
hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan
sekolah dan rata-rata lama sekolah serta aspek kesejahteraan
melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.
Perbandingan IPM Kabupaten Toraja Utara, ditunjukkan pada
berikut ini:
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Tabel 2.49
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Toraja Utara,

Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

IPM 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 69,80 70,22 70,83 71,69 72,31
Sulawesi Selatan 73,08 73,38 73,96 74,60 75,18
Nasional 72,18 73,16 73,77 74.39 75,02

Sumber : Badan Pusat Statisik, Tahun 2025

Untuk perbandingan lebih lengkap

Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun
2024 dengan wilayah sekitar, dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut.
Tabel 2.50
Perbandingan IPM Kabupaten Toraja Utara
dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024
IPM 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 69,80 70,22 70,83 71,69 72,31
Kota Palopo 79,39 79,72 80,24 80,77 81,25
Tana Toraja 69,05 69,78 70,16 71,01 71,94
Luwu 71,58 71,92 72,42 73,23 73,86
Luwu Utara 71,53 71,99 72,48 73,31 74,04

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

Secara umum. Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami
peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Kabupaten
Toraja Utara meningkat dari 69,80 pada tahun 2020 menjadi 72,31
pada tahun 2024. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara
berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas
pembangunan manusia Kabupaten Toraja Utara menjadi Kategori
Tinggi. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun capaian IPM
Toraja Utara masih dibawah capaian Sulawesi Selatan dan Nasional.
Jika ditinjau dari komponen pembentuk IPM maka dapat dilihat
capaian masing-masing komponen pada tabel berikut:
Tabel 2.51

Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia
Toraja Utara Tahun 2020-2024

No Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Kesehatan
Indeks Kesehatan 83,83 | 83,85 | 84,18 | 84,43 | 84,66
Umur Harapan hidup 74,49 | 74,50 | 74,72 | 74,88 | 75,03
2 | Pendidikan
Indeks Pendidikan 63,70 | 64,69 | 64,78 | 65,64 | 65,77
Harapan Lama Sekolah 13,38 113,39 | 13,41 | 13,42 | 13,43
Rata-Rata Lama Sekolah 7,96 | 8,25 | 8,26 | 8,51 | 8,54
3 | Hidup Layak
Indeks Daya Beli/Pengeluaran | 63,69 | 63,82 | 65,15 | 66,48 | 67,89
Pengeluaran Perkapita/tahun | 8.097 | 8.134 | 8.494 | 8.871 | 9.292

Sumber : BPS Toraja Utara, Tahun 2025
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2) Kesehatan Untuk Semua
a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara secara
umum cenderung baik. Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami
kenaikan setiap tahunnya, UHH naik dari 74,49 pada tahun 2020
menjadi 74,50 di tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai UHH meningkat
menjadi sebesar 74,72 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 74,88.
Sedangkan pada tahun 2024 nilai UHH sebesar 75,03. Semakin
tinggi Umur Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi
kualitas fisik penduduk suatu daerah. Umur Harapan Hidup pada
waktu lahir (eo) adalah perkiraan lama hidup rata- rata penduduk
dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut
umur. UHH memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan
kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat
dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan
taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan
antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
membiasakan diri untuk hidup sehat, akan diharapkan dapat
meningkatkan UHH penduduk.

Tabel 2.52
Perbandingan Umur Harapan Hidup Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

UHH 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 74,49 74,5 74,72 74,88 75,03
Sulawesi Selatan 73,02 73,11 73,40 73,63 73,83
Nasional 71,47 71,57 71,85 72,13 72,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Dalam periode 5 tahun terakhir, UHH Toraja Utara lebih tinggi
dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Angka UHH
Toraja Utara selalu melampaui capaian provinsi dan nasional. Tahun
2023 capaian Toraja Utara sebesar 74,88 tahun, provinsi hanya
mencatat UHH 71,22 tahun dan nasional mencapai 72,13 tahun.
Berikut ini perbandingan capaian UHH antara Toraja Utara, provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional.

b. Kesehatan Ibu dan Anak

Walaupun telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam bidang
kesehatan ibu selama beberapa dekade terakhir, tingkat kematian ibu
per 100.000 kelahiran hidup masih tinggi di beberapa daerah,
termasuk Toraja Utara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan
hal ini adalah keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan
yang berkualitas, keterbatasan fasilitas kesehatan yang memadai,
kurangnya jumlah tenaga medis yang terlatih, serta masalah
infrastruktur yang kurang baik menjadi kendala utama bagi ibu
untuk mendapatkan perawatan kesehatan maternal yang tepat dan
efektif.
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Tabel 2.53
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase
Persalinan di 100 100 100 100 100
Fasilitas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi juga memegang
peranan penting dalam menentukan tingkat kematian ibu yang
tinggi. Ketidaksetaraan gender, kemiskinan, kurangnya akses
pendidikan, dan adat istiadat yang tidak selalu mendukung
perawatan ibu secara optimal merupakan beberapa hal yang ikut
berkontribusi terhadap tingginya Jumlah Kematian Ibu. Oleh karena
itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya holistik dan
berkelanjutan yang meliputi perbaikan akses terhadap perawatan
kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan
reproduksi, serta peningkatan kondisi sosial dan ekonomi secara
menyeluruh.

Tabel 2.54
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Kematian Ibu S 1 1 2 0

Sumber : Dinas Kesehatan Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa adanya
perbaikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan terhadap ibu
sehingga pada tahun 2024 sudah tidak terdapat ibu yang mengalami
kematian pada saat melahirkan.

Prevalensi Stunting, Salah satu indikator yang digunakan untuk
melihat masalah gizi pada kurun waktu lama (kronis) adalah
indikator stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak
balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis
sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi
sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir,
akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua)
tahun. Dengan demikian periode 1000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK) seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi
penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas
seseorang di masa depan. Stunting disebabkan oleh faktor multi
dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang
dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling
menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah
intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan dari
anak balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan
konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta
dunia usaha/masyarakat.
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Grafik 2.12
Capaian Prevelensi Stunting Toraja Utara Tahun 2020-2024
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, 2025

Secara relatif, Toraja Utara termasuk daerah dengan prevalensi
stunting cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil SSGI
capaian Toraja Utara dalam 4 tahun terakhir mengalami tren fluktuatif
cenderung menurun. Data dari tahun 2021 capaian prevalensi stunting
berada di angka 32,6% hingga pada tahun 2024 turun menjadi 27,6%.
Sementara itu berdasarkan hasil E-PPGBM pada tahun 2020, prevalensi
stunting Toraja Utara tercatat 15,44 persen, menunjukkan dari 100
Balita, terdapat 15 balita yang mengalami stunting. Angka tersebut
terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 11,6 persen.
Namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 13,31%.

Tantangan lain yang cukup mendasar terkait dengan
penanganan stunting di Toraja Utara adalah kesenjangan antara data
prevalensi stunting yang bersumber dari SSGI dan data Elektronik
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). E-
PPGBM merupakan sistem elektronik pencatatan Dan pelaporan Gizi
berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan
pelaporan gizi yang diinput setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-
tiap Puskesmas. Data ini diperoleh dari bayi-balita yang datang ke
Puskesmas untuk melakukan pengukuran/pemeriksaan. Jika ada
bayi-balita yang teridentifikasi stunting, maka petugas Puskesmas
akan mencatat dan menginputnya ke E-PPGBM. Persoalannya
adalah, tidak semua bayi-balita datang ke Puskesmas untuk
melakukan pengukuran. Bayi-balita yang tidak ke Puskesmas tidak
tercatat dalam E-PPGBM, sementara SSGI diperoleh berdasarkan
sampel bayi-balita yang diambil secara acak berdasarkan blok
sensus.

c. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (%)
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment
coverage) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa
banyak kasus Tuberkulosis yang terjangkau oleh program,
sedangkan treatment coverage adalah jumlah kasus Tuberkulosis
yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan
perkiraan jumlah insiden kasus Tuberkulosis pada tahun yang sama.
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkuloasi di
kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.55
Cakupan Penemuan & Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Kabupaten Toraja Utara, 2020-2024

Indikator (%) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Cakupan penemuan &
pengobatan kasus 29,43 | 34,31 | 33,68 | 45,97 | 32,10
Tuberkulosis

Angka Keberhasilan
Pengobatan TB 85,51 81,42 | 82,28 | 76,08 | 85,06

(treatment success rate)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, Angka Keberhasilan Pengobatan
mengalami kenaikan mulai tahun 2023-2024. Hal ini disebabkan
karena menurunnya jumlah pasien yang meninggal dan putus
berobat meskipun masih terdapat pasien yang belum selesai
melakukan evaluasi sehingga terjadi kenaikan Angka Keberhasilan
Pengobatan.

d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Capaian JKN dari tahun 2020-2024 mengalami tren
peningkatan. Dimana pada tahun 2020 Cakupan Kepesertanaan JKN
baru di angka 90,20%. Pada tahun 2022 peserta program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Toraja sebanyak 253.707
jiwa atau sebesar 99,53%, artinya bahwa hampir seluruh warga
masyarakat di Kabupaten Toraja Utara telah memiliki payung
perlindunngan untuk mengakses layanan dan fasilitas kesehatan.
Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami sedikit penurunan capaian
walaupun dari segi jumlah peserta mengalami peningkatan, hal ini
dikarenakan bertambah pula jumlah penduduk dari Kabupaten
Toraja Utara pada tahun tersebut sehingga pembagi dari indikator
tersebut menjadi lebih besar. Dari capaian kinerja tersebut
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara meraih penghargaan Universal
Healt Covarage (UHC) dari BPJS Kesehatan sebagai wujud nyata
komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam
mendukung JKN bagi masyarakat.

Tabel 2.56
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
No. Indikator Satuan
2020 | 2021 2022 2023 2024
1 ‘;:zlrig JKN | Angka | 223.820 | 247.445 | 253.707 | 262.907 | 264.745
Cakupan
2 | Kepesertaan % 90.20% | 98.11% | 99.52% | 99.48% | 99.34%
JKN

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Toraja Utara, Tahun 2025

3) Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, merupakan
indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat
pendidikan dalam suatu populasi. Kedua indikator ini memberikan
wawasan tentang seberapa lama individu-individu dalam populasi
menghabiskan waktu dalam pendidikan formal, serta harapan atau
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aspirasi mereka terhadap pendidikan di masa depan. Angka Rata-
Rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15
tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak
termasuk tahun mengulang). Sedangkan angka harapan lama sekolah
mengacu pada jumlah tahun pendidikan yang diharapkan atau
diinginkan oleh individu atau populasi tertentu.
Berdasarkan data capaian tahun 2020 sampai 2024 Rata-Rata Lama
Sekolah di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dimana
capaian tahun 2020 sebesar 7,96 tahun menjadi 8,54 tahun pada
tahun 2024. Dari data tersebut tergambar bahwa rata-rata penduduk
Kabupaten Toraja Utara berusia 15 tahun keatas telah menempuh
pendidikan hingga kelas IX, apabila dibandingkan dengan capaian
provinsi terdapat selisih 0,32 poin.
Grafik 2.13
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Toraja Utara mempengaruhi
capaian rata-rata lama sekolah, karena apabila banyak anak tidak
sekolah maka dapat menyebabkan penurunan rata-rata lama sekolah
dalam populasi. Rata-rata lama sekolah dihitung dengan membagi
total tahun sekolah yang ditempuh oleh seluruh populasi dengan
jumlah individu dalam populasi tersebut. Jika ada sejumlah besar
anak yang tidak sekolah, maka akan memberikan kontribusi nol
terhadap total tahun sekolah yang kemudian menurunkan rata-rata
secara keseluruhan. Pendataan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten
Toraja Utara dilakukan pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Adapun
hasil pendataan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.57
Data Anak Tidak Sekolah (ATS)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
No. Indikator Satuan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Drop Out (DO) Orang | 1.015 | 1.025 | 1.023 | 1.023 | 1.025
Lulus Tidak
2 | Melanjutkan Orang 688 689 688 687 690
(LTM)
Belum Pernah
3 Sekolah (BPB) Orang 206 207 205 208 206

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen, Tahun 2025
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Dari data diatas ditemukan Anak Tidak Sekolah dibagi dalam 3
kategori. Kategori Drop Out dihitung pada jenjang PAUD, SD, SMP
dan SMA, Kategori Lulus Tidak Melanjutkan dihitung pada jenjang
SD dan SMP, dan Kategori Belum Pernah Sekolah dihitung pada usia
<7, 7-12, 13-15, >15. Berdasarkan pengamatan, anak yang putus
sekolah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, minat anak
yang kurang, perhatian orang tua rendah, fasilitas belajar kurang
memadai dan pandemi covid-19.

Harapan Lama Sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah
(dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang).

Harapan Lama Sekolah adalah salah satu indikator penting yang
dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah.
Angka Harapan Lama Sekolah untuk penduduk usia 7 tahun ke atas
di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 adalah 13,43 tahun yang
bisa diartikan bahwa penduduk Kabupaten Toraja Utara yang berusia
7 tahun keatas berharap akan menempuh pendidikan sampai 13
tahun ke depan atau akan mengenyam pendidikan melebihi jenjang
menengah atau SMA.

Grafik 2.14
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
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Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Literasi Akses terhadap layanan pendidikan sudah dapat
dijangkau oleh lapisan masyarakat namun pemerintah belum mampu
untuk meningkatkan minat baca atau budaya baca masyarakat
meskipun program wajib belajar 9 tahun namun tingkat pendidikan
yang ditamatkan belum mencapai 9 tahun atau setara SMP.
Berdasarkan data tahun 2024 nilai literasi Kabupaten Toraja Utara
untuk tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 65,01 persen turun
sebesar 4,17 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya
penurunan nilai pada komponen indikator kualitas pembelajaran,
selanjutnya untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama
pada tahun 2024 sebesar 62,36 persen naik sebesar 6,08 persen dari
tahun sebelumnya

Indeks Numerasi Indeks Numerasi diukur melalui survey yang
mengukur kecakapan literasi peserta didik dalam tiga ranah yaitu
kemampuan memahami bacaan, kecakapan numerasi dan kecakapan
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literasi sains, Saat ini pemerintah telah melakukan upaya perbaikan
dalam melakukan assessment terkait kualitas pendidikan. Salah satu
assessment yang dilakukan adalah Assessment

Kompetensi Numerasi dimana mengukur kemampuan berpikir
menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang
relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Pada laporan rapor pendidikan pada tahun 2024, proporsi peserta
didik yang memiliki nilai diatas batas minimum dalam asesmen
kompetensi minimum bidang Numerasi Kabupaten Toraja Utara
untuk tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 67,25 persen lebih
tinggi 5,03 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tingkat
pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 60,7 persen lebih
tinggi 5,36 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.58
Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar
Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk
Literasi Membaca dan Numerasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024

No Uraian 2021 2022 2023 2024
Persentase Satuan
Pendidikan yang
mencapai standar
1 | kompetensi minimum 2,57 4,73 29,11 36,66
pada asesmen tingkat
nasional untuk
numerasi
Persentase Satuan
Pendidikan yang
mencapai standar
2 | kompetensi minimum 7,40 12,62 37,03 36,66

pada asesmen tingkat
nasional untuk literasi
membaca

Persentase Peserta
Didik yang mencapai
standar kompetensi
3 | minimum pada 42,91 48,95 62,78 | 64,78
asesmen tingkat
nasional untuk literasi
membaca

Persentase Peserta
didik yang mencapai
standar kompetensi
4 | minimum pada 28,30 34,69 58,93 36,66
asesmen tingkat
nasional untuk
numerasi

Sumber : Lampiran Surat Mendikbudristek Tahun 2025
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Dari capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Toraja Utara di setiap
tingkat pendidikan mengalami peningkatan dari tahun dipengaruhi
oleh semakin bermutunya pembelajaran dan tata kelola satuan
pendidikan serta kompetensi dan kinerja guru dan tenaga
kependidikan sudah semakin baik. Walaupun demikian untuk
mencapai yang lebih baik lagi perlu upaya yang sistematis dan
berkelanjutan untuk peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran,
peningkatan tata kelola satuan pendidikan dan peningkatan
kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan di setiap
tingkat pendidikan.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi di Kabupaten Toraja Utara memberikan gambaran
tentang tingkat kemajuan pendidikan di daerah. Berdasarkan data
BPS pada tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren fluktuatif yang
berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan di
perguruan tinggi . Hal ini mencerminkan berbagai upaya yang telah
dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan
masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
tinggi. Meskipun terdapat kemajuan, masih terdapat tantangan yang
perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan
akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah
pedesaan, akses terhadap pendidikan tinggi masih terbatas akibat
faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, perlu ada
upaya yang lebih terpadu untuk mengatasi kesenjangan ini, seperti
pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan
peningkatan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga
kurang mampu. Selain itu, perlu juga diperhatikan peningkatan
kualitas pendidikan tinggi itu sendiri. Dengan meningkatnya jumlah
lulusan perguruan tinggi, tantangan berikutnya adalah memastikan
bahwa mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan
pasar kerja. Dalam hal ini, perguruan tinggi di Sulawesi Selatan perlu
terus berinovasi dalam kurikulum dan metode pengajaran agar dapat
menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia
kerja.

Tabel 2.59
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun

Uraian
2020 2021 2022 2023 2024

Proporsi Penduduk
Berusia 15 Tahun
ke Atas yang | 12,16 13,27 11,27 10,67 12,13
Berkualifikasi

Pendidikan Tinggi
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja
menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menggambarkan
link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan
lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai
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dengan tingkat pendidikan. Melalui indikator ini, dapat diukur kinerja
pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan lapangan pekerjaan
yang sesuai dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut.
Tahun 2020 hingga 2024 jumlah penduduk Sulawesi Selatan
berumur 15 tahun keatas yang pekerja lulusan pendidikan dasar,
menengah dan tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Diploma, dan Universitas)
mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat. Salah satu
tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur
pendidikan dan pelatihan. Selain itu, perlu juga ada dukungan dari
pemerintah dan sektor swasta dalam bentuk kebijakan dan investasi
yang lebih besar untuk memastikan terciptanya tenaga kerja yang
berkeahlian yang berkualitas tinggi.

Tabel 2.60
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja
menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Pendidikan Tahun

Tertinggi yang

No. | jitamatkan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 |sD 98,67 | 98,80 | 100 | 100 | 98,67
2 | smp 98,67 | 97,46 | 100 | 99,61 | 98,80
3 | sMma 94,56 | 97,21 | 98,01 | 97,38 | 96,50

4 Perguruan Tinggi | 94,25 | 94,58 97,16 89,36 | 96,55

Total 96,83 | 97,39 | 98,95 | 97,40 | 97,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) digunakan untuk
mengukur tingkat literasi di berbagai wilayah. Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS) Untuk data IPLM tahun 2020 hingga 2022, informasi
spesifik belum tersedia, namun data tersedia pada tahun 2023 dan
2024 menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam pembangunan
literasi di Kabupaten Toraja Utara. Selengkapnya capaian IPLM
Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.
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Grafik 2.15
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas pada Tahun 2023 Toraja Utara mencapai
skor IPLM sebesar 82,11, dan pada Tahun 2024 Toraja Utara terjadi
penurunan dengan skor IPLM sebesar 67,65. Penurunan skor IPLM
ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat Toraja Utara
dalam meningkatkan literasi melalui pengembangan perpustakaan
dan program literasi yang belum konsisten. Oleh sebab itu perlu
dilakukan upaya agar mengembalikan Keberhasilan yang telah diraih
pada tahun 2023 sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di
wilayah Toraja Utara.

Indeks Literasi Digital (ILD) merupakan indikator untuk mengukur
kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi secara efektif. Data ILD untuk Kabupaten Toraja
Utara dari tahun 2020 hingga 2024 tidak tersedia. Namun secara
nasional, ILD Indonesia tetap pada kategori "sedang"' dengan skor
3,54. Berdasarkan data Nasional yang tersedia, tren yang ada
menunjukkan bahwa literasi digital Berdasarkan Zona Wilayah
Indonesia Tengah yang dimana di dalamnya termasuk Toraja Utara
berada pada kategori "sedang". Upaya peningkatan literasi digital
terus dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi
oleh pemerintah dan lembaga terkait.

4) Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal,
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada
tahun 2024, jumlah tenaga kerja formal di Toraja Utara adalah 2.425
orang dan 2 orang penyandang disabilitas. Meskipun angka ini
memberikan gambaran mengenai penempatan tenaga kerja formal,
data spesifik mengenai persentase penyandang disabilitas yang
bekerja dalam sektor formal di Kabupaten Toraja Utara dari tahun
2020 hingga 2024 belum tersedia. Upaya Pemerintah terkait
peningkatan partisipasi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor
formal digambarkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan bahwa perusahaan
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wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota 1% dari
jumlah tenaga kerja di sektor swasta dan 2% di instansi pemerintah.
Atas dasar kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Toraja
Utara mendorong inklusi disabilitas dalam sektor ketenagakerjaan
dan bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi masyarakat
untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas melalui
pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di
Kabupaten Toraja Utara, termasuk keterampilan teknologi, menjahit,
dan layanan pelanggan agar mereka dapat bersaing di pasar kerja
formal.

Cakupan Kepesertaan Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan
merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana pekerja di
suatu negara atau wilayah terlindungi oleh jaminan sosial yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator ini menggambarkan
tentang tingkat kesejahteraan dan perlindungan sosial yang diterima
oleh pekerja, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi individual
dan sosial. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua,
dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan
berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm),
Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).Secara umum,
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terklasifikasi kedalam kelompok
peserta aktif dan non-aktif. Peserta Aktif terdiri dari segmen Penerima
Upan (PU), segmen Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa
Konstruksi. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator Satuan | 2020 | 2021 2022 2023 2024

Jumlah Pekerja | Angka | N/A | N/A | 63.569 | 73.642 | 75.556

Jumlah Peserta
Jaminan Sosial | Angka | N/A | N/A | 33.591 | 46.056 | 43.927
Ketengakerjaan

Cakupan
Kepesertaan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

% N/A | N/A | 52,84% | 62,54% | 58,14%

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cab. Toraja Utara

Berdasarkan data pada tabel diatas, capaian Cakupan Kepesertaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru tersedia mulai tahun 2022
karena pada tahun 2020-2021 BPJS Ketengakerjaan belum terdapat
di Kabupaten Toraja Utara. Capaian Tahun 2022-2024 cenderung
fluktuatif dimana pada tahun 2023 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2022. Namun pada tahun 2024 mengalami
penurunan capaian dikarenakan jumlah pekerja yang meningkat
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tidak disertai dengan peningkatan jumlah peserta jaminan sosial
ketengakerjaan.

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Kondisi Bidang Keagamaan dan Kebudayaan
Gambaran kondisi bidang keagamaan dan kebudayaan di Kabupaten
Toraja Utara digambarkan dari Persentase Benda, Bangunan,
Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap
total registrasi dan Persentase kegiatan keagamaan yang
mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah.
Tabel 2.62
Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 | 2024

Persentase Benda,
Bangunan,Struktur,
dan Situs Cagar
Budaya yang telah
ditetapkan terhadap
total registrasi (%)
Persentase kegiatan
keagamaan yang
mendapatkan
dukungan/fasilitasi

oleh pemerintah daerah
(%)

Persentase
Lembang/Kelurahan 76,57 | 76,57 | 76,57 | 76,57 | 76.57
yang Memiliki Lembaga ’
Adat yang Aktif
Persentase Lembaga
Kebudayaan yang
berperan dalam 100 100 100 100 100
pemajuan kebudayaan
daerah

Persentase Lembaga
Kebudayaan
Keagamaan yang efektif
Berfungsi

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Lemabang Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

22,5 22,5 22,5 21,43 | 30,95

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya
yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi, benda,
bangunan, struktur dan cagar budaya merupakan warisan budaya
yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan
melalui penetapan. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023 Cagar
Budaya yang telah ditetapkan sebanyak 9 (Sembilan) Cagar Budaya
dari 42 (empat puluh dua) Cagar Budaya yang telah teregistrasi. Pada
tahun 2024 cagar budaya yang telah ditetapkan bertambah menjadi
13 (Tiga Belas). Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagian besar
merupakan situs permukiman adat dan bangunan bersejarah antara
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lain Buntu Pune, Buntu Remen Kandeapi, Kalimbuang Bori’, Ke’te
Kesu, Londa, Pala’ Tokke, Palawa, Rante Karassik, Lo’ko’ Mata, Pana’,
Marimbunna, Van de Loosdrecht dan Bangunan Gereja Toraja Jemaat
Rantepao. Dengan telah ditetapkannya kesembilan Cagar Budaya ini
maka  diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara. Warisan
Budaya permukiman Tradisional Toraja dari tahun 2009 sebagai
kawasan Cagar Budaya Nasional telah diusulkan oleh pemerintah ke
badan dunia UNESCO dan telah masuk dalam daftar usulan calon
nominasi (tentative list) World Heritage kategori Warisan Budaya
bersama 18 Cagar Budaya Nasional lainnya. Adapun Cagar Budaya

yang ada di Kabupaten Toraja Utara nampak pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Cagar Budaya Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024
No. Uraian Lokasi Peringkat Kategori
1 | Kalimbuang Bori' KeC:’Sesean, Kel. Nasional Situs
Bori
2 | Ke'te' Kesu' Kec. Kvesu » Kel. Nasional Situs
Panta'nakanlolo
3 | Buntu Pune Ke?. Kesu', Kel. Provinsi Situs
Ba'tan
4 | Rante Karassik Kec. RantePaO, Provinsi Situs
Kel. Kararsik
Kec. Kesu',
5 | Londa Lembang Provinsi Situs
Sangbua'
6 | Pala'tokke Kec.Sa}qggalangl >| Provinsi Situs
Kel. Pa'paelean
7 Komp.perkampungan | Kec. Ba'tlusu, Kel Kabupaten Situs
Tua Palawa Palawa
Bangunan Gereja
8 | Toraja Jemaat Kec. Rantepao, Kabupaten Situs
Kel. Rantepao
Rantepao
9 | Buntu Remen Kec. Tikala, Ke,l' Kabupaten Situs
Buntu Barana
10 | Pana' Kec. Ses'ean Kabupaten Struktur
Suloara’,
Kec. Sesean
11 | Lo'ko' Mata Suloara, Kabupaten | Struktur
Lembang Tonga
Riu
12 | Marimbunna K.e c. Tikala, Kel. Kabupaten | Struktur
Tikala
13 | Van de Loosdrecht gzii, Sesean, Kel. Kabupaten | Bangunan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Persentase
dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah,
mengembangkan dan membina kehidupan beragama,

memiliki penting dalam membina dan mengembangkan

kegiatan

arti

keagamaan

yang

mendapatkan
bertujuan untuk

dan

kehidupan beragama, meningkatkan keimanan dan membina
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kerukunan hidup antar umat seagama dan antar umat yang
berbeda agama. Berkembangnya kehidupan beragama dalam
bermasyarakat merupakan pencerminan bertumbuhnya
kesadaran toleransi antar umat beragama. Indikator Persentase
kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh
pemerintah daerah keberhasilannya sebesar 100 persen lima
tahun terakhir. Setiap kegiatan keagamaan yang diadakan
mendapat dukungan dari pemerintah daerah baik itu dukungan
moril dan materil.

6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat
Inklusif

a. Indeks Pembangunan Keluarga

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang

ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan
keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk
semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas
keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu
wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang
atau rentan. Jika melihat capaian Kabupaten Toraja Utara dari tahun
ke tahun mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun
2024 Capaian Kabupaten Toraja Utara berada diatas Provinsi namun
masih dibawah capaian Nasional yang masing-maisng berada pada
kategori berkembang.

Tabel 2.64
Indeks Pembangunan Keluarga Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks
Pembangunan | 2020 | 2021 2022 2023 2024
Keluarga
Toraja Utara N/A 53,07 56,01 62,65 61,96
Sulawesi Selatan | N/A 53,92 55,6 61,31 61,74
Nasional N/A 54 56,07 61,43 62,40

Sumber: BBKBN, Tahun 2025

b. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang
digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan
anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak
(IPHA) dan Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang
berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak.
Lima Kluster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil
dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan
Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus.
Data IPA untuk Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut.
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Tabel 2.65
Indeks Perlindungan Anak Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023

IPA 2020 2021 2022 2023
Toraja Utara - - 56,44 54,35
Sulawesi Selatan 61,36 58,25 60,37 60,74
Nasional 66,89 61,38 63,3 63,83

Sumber: Kementerian PPPA dan BPS, Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, capaian Indeks Perlindungan
Anak Kabupaten Toraja Utara masih berada dibawah capaian
provinsi dan nasional serta mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat tantangan yang
perlu diatasi, seperti disparitas akses terhadap layanan kesehatan
dan pendidikan di daerah terpencil, serta kekurangan sumber daya
untuk mendukung program-program perlindungan anak. Dengan
kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan
organisasi swadaya masyarakat, diharapkan Indeks Perlindungan
Anak di Toraja Utara akan meningkat di tahun yang akan datang.
Tabel 2.66
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kabupaten/ Kota IPA IPHA IPKA
Kepulauan Selayar 60,47 57,42 73,61
Bulukumba 58,35 55,87 63,75
Bantaeng 57,66 54,90 68,30
Jeneponto 54,53 52,50 61,27
Takalar 62,32 59,79 68,95
Gowa 60,33 59,06 63,43
Sinjai 60,91 57,30 74,45
Maros 60,60 58,67 70,50
Pangkep 57,67 56,85 61,88
Barru 61,40 59,17 73,32
Bone 55,32 54,65 56,22
Soppeng 63,30 60,71 71,78
Wajo 62,48 59,24 73,72
Sidrap 61,74 58,37 78,01
Pinrang 64,19 61,81 74,27
Enrekang 59,52 58,55 66,54
Luwu 56,55 55,15 60,05
Tana Toraja 48,87 49,16 48,10
Luwu Utara 60,42 59,40 65,22
Luwu Timur 60,05 56,81 73,99
Toraja Utara 54.35 55,61 51,29
Kota Makassar 64,90 61,66 82,47
Kota Parepare 66,67 63,54 77,11
Kota Palopo 64,50 62,64 75,21
Sulawesi Selatan 60,74 58,53 69,08

Sumber: Kementerian PPPA dan BPS, Tahun 2024
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c. Indeks Ketimpangan Gender

Badan Pusat Statistik menghitung apa yang disebut sebagai indeks
ketimpangan gender (IKG) untuk mengevaluasi ketidaksetaraan
gender pada tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi,
pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Berbeda
dengan dua indeks sebelumnya yang semakin tinggi angkanya,
semakin baik, IKG justru semakin rendah angkanya menunjukkan
tingkat ketimpangan gender semakin sempit. Capaian Indeks
Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia dan Provinsi Sulwesi Selatan
secara konsisten terus menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa
ketimpangan gender secara Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan
terus menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Bahkan
capaian IKG Sulawesi Selatan jauh lebih baik dari capaian Nasional.
Namun capaian IKG Toraja Utara belum menunjukan perbaikan
yang konsisten selama 4 tahun terakhir. Dimana tahun 2020 sempat
mengalami perbaikan di angka 0,454 namun meningkat lagi di
tahun 2021 menjadi 0,482. Namun akhirnya kembali menurun pada
tahun 2023 dan 2024 hingga menjadi 0,225. Pencapaian Toraja
Utara sudah diatas dan lebih baik dari pencapaian Sulawesi Selatan
dan Nasional.

Tabel 2.67
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

IKG 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 0,454 0,482 0,472 0,454 0,225
Sulawesi Selatan 0,427 0,410 0,390 0,366 0,365
Nasional 0,472 0,465 0,459 0,447 0,421

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Tahun 2024 indeks ketimpangan gender Toraja Utara berada
pada posisi ke-4 daerah dengan IKG paling rendah di Sulawesi
Selatan. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya tiga
daerah yang memiliki angka IKG lebih rendah dari Toraja Utara yaitu
Kabupaten Jeneponto, Kota Palopo, dan Kota Parepare, selebihnya
masih berada angka yang lebih tinggi dari Toraja Utara. Artinya
dalam hal ketimpangan gender Kabupaten Toraja Utara telah
menunjukkan capaian yang baik dan adanya perbaikan kesetaraan
dalam hal Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan dan Pasar Tenaga
Kerja. Namun Salah satu komponen IKG yang masih menjadi
permasalahan di Toraja Utara yakni keterwakilan di Legislatif masih
didominasi oleh laki-laki, bahkan syarat 30 persen keterwakilan
perempuan belum bisa dipenuhi. Tahun 2024, keterwakilan
perempuan di legislatif masih diangka 13,33 persen dan laki-laki
86,667 persen.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | II- 63



Grafik 2.16
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2024
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Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

d. Indeks Pembangunan Gender

Pembangunan gender Toraja Utara (IPG) merupakan salah satu
ukuran tingkat keberhasilan capaian Pembangunan yang sudah
mengakomodasi persoalan gender. Tahun 2020, IPG Toraja Utara
baru mencapai 87,57, lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasionalyang angkanya masing-masing 93,02 dan 91,35. Angka IPG
Toraja Utara mengalami kenaikan hingga mencapai 89,12 tahun
2024, meskipun terus mengalami peningkatan, namun capaian
tersebut masih tetap dibawah capain Sulawesi Selatan maupun
nasional. Capaian IPG tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas
sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan di Toraja
Utara relatif hampir merata.

Tabel 2.68
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

IPG 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 87,57 87,56 88,14 88,70 89,12
Sulawesi Selatan 93,02 93,04 93,45 93,56 93,98
Nasional 91,35 91,60 92,05 92,29 92,46

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

e. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Perempuan (IPG), Indeks Pemberdayaan
Perempuan (IDG) juga merupakan ukuran yang selalu digunakan
untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan
kepada perempuan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah untuk menunjukkan
apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam
kehidupan ekonomi dan politik. IDG mengukur partisipasi aktif
perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase
sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. kegiatan politik
dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen serta dalam
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pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga
manajer. professional. administrasi. teknis.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Toraja Utara, dalam beberapa
tahun terakhir mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa
disparitas antara partisipasi Perempuan dan laki-laki diranah publik
semakin sempit. Tahun 2020, Toraja Utara mencatat nilai IDG
sebesar 60,98, lebih rendah dari Sulawesi Selatan dengan capaian
76,32 dan Nasional di angka 75,57. Angka tersebut terus naik, hingga
di tahun 2024 IDG Toraja utara mencapai angka 66,573, Provinsi
75,25, dan Nasional 77,62.

Tabel 2.69
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Toraja Utara,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

IDG 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 60,98 62,73 64,21 62,23 66,57
Sulawesi Selatan 76,32 74,76 76,37 75,24 75,25

Nasional 75,57 76,26 76,59 76,90 77,62
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Salah satu tantangannya adalah keterlibatan perempuan di
parlemen. Pada level provinsi, keterwakilan perempuan di parlemen
masih jauh lebih rendah dari laki-laki, begitu pun di Toraja Utara.
Data statistik menunjukkan, sejak tahun 2020 sampai tahun 2024,
dari 30 orang anggota parlemen di Toraja Utara, hanya 10 persen
atau 3 orang diantaranya yang merupakan perempuan.

Tantangan kedua yang menyebabkan masih relatif rendahnya
IDG Toraja Utara adalah kesenjangan distribusi pendapatan antara
laki-laki dan perempuan. Distribusi pendapatan antara laki-laki dan
perempuan yang dimaksud adalah perbandingan kontribusi
pendapatan sektor non pertanian antara laki-laki dan perempuan
(upah buruh non pertanian). Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi
pendapatan perempuan cenderung naik, tapi masih timpang jika
dibandingkan dengan laki-laki. Tahun 2020 kontribusi pendapatan
perempuan hanya 35,11 persen. Terus mengalami peningkatan
menjadi 36,34 persen ditahun 2024. Meski begitu, disparitas laki-laki
dan perempuan masih sangat tajam.

Grafik 2.17
Sumbangan Pendapatan Perempuan
di Toraja Utara Tahun 2020-2024
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Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu sebab
masih rendahnya kontribusi pendapatan perempuan karena kondisi
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status pekerjaan penduduk perempuanyang bekerja lebih pada jenis
pekerjaan yang tidak dibayar. Sebagian besar perempuan memang
bekerja, tapi hanya membantu keluarga mereka saja, sehingga
seringkali tidak ada balas jasa dari tenaga kerja perempuan yang
dicurahkan. Berbanding terbalik dari perempuan, laki-laki justru
lebih dominan bekerja pada jenis pekerjaan yang berbayar. Oleh
karena itu, membuat perempuan berpindah dari pekerjaan tak
berbayar ke pekerjaan berbayar adalah tantangan jangka panjang
yang mesti diselesaikan oleh pemerintah Toraja Utara.

f. Kewirausahaan Pemuda dan Atlet Berprestasi

Wirausaha Muda adalah bahwa pengusaha muda yaitu orang yang
usianya dari 16-30 tahun yang melakukan kegiatan dalam
kewirausahaan atau memiliki jiwa pemimpin dalam mengorganisir
faktor produksi, modal, pengalaman dan keterampilan guna
bertujuan melakukan produksi untuk mendapatkan Thasil
keuntungan. Kondisi Wirausaha Muda di Kabupaten Toraja Utara
hingga tahun 2024 masih dalam angka 0,27% dari total keselurhan
jumlah wirausaha. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian agar
program kewirausahaan untuk pemuda bisa diterapkan sehingga
bisa meningkatkan pelaku wirausaha dalam kalangan pemuda.

Tabel 2.70
Kewirausahaan Muda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Wirausaha 0 29 30 30 30
Muda
Jumlah Wirausaha 6.595 9.258 9.601 10.903
Persentase
Wirausaha Muda 0,33 0,32 0,31 0,27

Sumber : Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Atlet Berprestasi yang dimaksud adalah atlet yang ikut serta dalam
pertandingan atau kejuaraan tingkat regional maupun nasional dan
mampu mencapai prestasi sebagai perwakilan tim kabupaten
maupun tim nasional itu sendiri.
Tabel 2.71
Atlet Berprestasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator 2020 2021 2022 | 2023 | 2024

Jumlah Atlet
Kabupaten yang
berpartisipasi dalam 0 45 25 44 101
kejuaraan regional
dan nasional

Jumlah Atlet
Kabupaten yang
memperoleh 0 45 14 0 12
peringkat/prestasi
dalam kejuaraan
regional dan nasional

Persentase Atlet
Kabupaten yang 0 100 56 0 11,9
memperoleh

peringkat/prestasi
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Indikator 2020 2021 2022 | 2023 | 2024

dalam kejuaraan

regional dan nasional
Sumber : Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan aspek kemampuan daerah
dalam bersaing dengan daerah lainnya. baik dengan daerah sekitar
maupun dengan daerah diluar jangkauan (regional).Aspek daya saing
daerah menggambarkan kesiapan suatu daerah untuk berkembang
dan maju sejajar dengan daerah yang telah terlebih dahulu
berkembang dan maju.Terdapat empat (4) aspek yang dinilai dari
aspek daya saing daerah yaitu kemampuan ekonomi daerah, fasilitas
wilayah /infrastruktur. iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Tenaga Kerja dan Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya
beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk
usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun,
sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif
adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis
masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang
menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena
umunya sudah melewati masa pensiun. Rasio Ketergantungan
Kebupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 dapat di lihat dalam tabel
berikut.

Tabel 2.72
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun

et 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rasio Ketergantungan 55,47 54,59 53,82 53,15 | 52,65

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan,2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, Angka Ketergantungan
Kabupaten Toraja Utara mengalami tren penurunan dalam setiap
tahunnya. Meskipun masih diatas angka 50% tetapi melihat tren
yang ada maka Angka Ketergantungan di Kabupaten Toraja Utara
ditargetkan bisa mencapai angka yang lebih rendah. Angka
ketergantungan yang rendah dapat menjadi indikasi potensi
terjadinya bonus demografi, yaitu situasi dimana proporsi penduduk
usia produktif lebih besar dari penduduk usia non-produktif, yang
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka ketergantungan
membantu pemerintah dan pihak terkait dalam perencanaan
pembangunan, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk
pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.
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2) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah
adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik
bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu
daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya
saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah merupakan gambaran
kondisi ekonomi suatu daerah yang diukur dari pengeluaran
konsumsi Rumah Tangga perkapita, Pengeluaran konsumsi non
pangan perkapita dan Produktivitas total daerah.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Konsumsi
Rumah Tangga perkapita adalah pengeluaran rumah tangga yang
digunakan untuk keperluan makan dan non makan per kapita.
Dengan kata lain bahwa konsumsi rumah tangga per kapita
merupakan gambaran pendapatan suatu rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Toraja
Utara mengalami penurunan di tahun 2024 jika melihat tren 5 tahun
terakhir. Pada Tahun 2020 capaian sebanyak Rp. 819.427 dan tahun
2021 sebanyak Rp. 825.524.-. Mengalami penurunan pada tahun
2023 menjadi Rp. 585.144. Namun ditahun 2024 kembali mengalami
peningkatan menjadi Rp. 612.671. Berikut ini disajikan pengeluaran
konsumsi masyarakat perkapita di Kabupaten Toraja Utara Tahun
2020-2024.
Tabel 2.73
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Pengeluaran
konsumsi 486.348 | 525.120 | 485.393 | 585.144 | 612.671
RT per
kapita

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2025

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita, Pengeluaran
konsumsi non pangan perkapita adalah pengeluaran
masyarakat/rumah tangga yang bukan untuk membiayai keperluan
makan perkapita. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di
Kabupaten Toraja Utara lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran
konsumsi RT perkapita. Namun pengeluaran konsumsi non pangan
terus meningkat hingga tahun 2024. Hal ini disebabkan karena
masyarakat Toraja Utara lebih dominan membelanjakan uang mereka
untuk hal-hal yang sifatnya non pangan seperti hewan ternak, hewan
untuk korban, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020 data mengenai pengeluaran konsumsi non pangan
masyarakat di Kabupaten Toraja Utara sebanyak Rp.412.999 dan
tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.398.400.- hingga
tahun 2024 meningkat menjadi Rp.496.483,- .Berikut ini disajikan
pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat perkapita di
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024.
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Tabel 2.74
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

Indikator

Pengeluaran
konsumsi
Non Pangan
RT per kapita
Sumber : BPS Kab. Toraja Utara. 2025

433.418 | 466.469 | 428.901 | 484.158 | 496.483

Daya saing ekonomi daerah memberikan gambaran tentang seberapa
baik suatu daerah dapat bersaing dalam konteks ekonomi regional,
nasional, maupun global . Daya saing ini mencakup berbagai aspek
yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menarik investasi
dan mengembangkan sektor ekonomi.

Gambaran kondisi daerah dalam lingkup daya saing ekonomi yang
dijelaskan pada bagian ini meliputi kondisi PDRB industri
pengolahan, kepariwisataan, koperasi, penerapan ekonomi hijau dan
biru, ekspor barang dan jasa, pajak dan retribusi, serta inflasi.

Tabel 2.75
Kondisi Capaian Indikator Produktivitas Ekonomi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio PDRB Industri

1 Pengolahan (%) 6,97 7,07 7,43 7,29 7,23

o |Kontribusi ~ PDRB| 5.5 | 1570 | 1578 | 16,13 | 16,61
Sektor Pertanian
Rasio PDRB

3 Penyediaan Akomodasi 2,94 2,91 3,14 3,21 3,21
Makan dan Minum (%)
Jumlah Tamu

4 Wisatawan 730 179 6.495 9.728 16.084
Mancanegara

5 |Jumlah Tamu 109.269 | 124.052 | 257.819 | 264.825 | 327.073
Wisatawan Domestik
Jumlah Industri

6 Ekonomi  Kreatif di 517 517 555 555 553
Kab/Kota

7 jumlah Industri Kecil | ¢ 755 | 16759 | 19.834 | 20.569 | 20.422
an Menengah

8 g;saetntase Koperasi | g6 300, | 33.81% | 35.25% | 35.25% | 35.25%
Return on Aset (ROA)

9 BUMD (%) 6,46 -1,43 6,80 3,95 10,37

Sumber : BPS dan Data Sektoral Kabupaten Toraja Utara,Tahun 2025

Rasioi PDRB Industri Pengolahan (%) , Pertumbuhan PDRB sektor
industri pengolahan berdasarkan harga berlaku di Toraja Utara
mengalami tren fluktuatif cenderung menurun. Pada Tahun 2021
capaian mengalami Peningkatan dari 6,87% di Tahun 2020 menjadi
7,07%. Namun Pada Tahun 2022 hingga 2024 capaian terus
mengalami penurunan hingga di angka 7,23% pada tahun 2024. Dari
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data rasio PDRB Industri pengolahan Kabupaten Toraja Utara
menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan belum signifikan
mendorong pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun karena rasionya
hanya berkisar 6-7% dari total PDRB dari tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Toraja Utara dari nominal mengalami peningkatan dari
tahun 2020 sebesar Rp. 285,81 Miliar menjadi Rp. 426,21 Miliar di
tahun 2024, peningkatan ini didukung oleh sektor pariwisata yang
kembali mengalami peningkatan setelah adanya pandemi covid 19
pada tahun 2020. Dari data rasio PDRB Penyedia Akomodasi Makan
dan Minum hanya berkontribusi sebesar 2-3,2 % lebih terhadap total
PDRB Kabupaten Toraja Utara.

Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Usaha mikro menjadi
usaha kecil berarti terjadinya peningkatan skala usaha, baik dari sisi
pendapatan, aset, maupun jumlah tenaga kerja, sehingga usaha
tersebut naik kelas dari kategori mikro ke kecil. Kondisi usaha mikro
dan kecil (UMK) di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan
perkembangan yang cenderung meningkat, meskipun masih
menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adanya perubahan
aturan yang menyebabkan banyak usaha kecil yang kembali menjadi
usaha mikro. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.76
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No Indikator hahan
: 2020 | 2021 2022 | 2023 2024

1 Usaha Kecil 670 670 846 845 845

2 Usaha Mikro 6595 | 6595 17645 | 18349 18202
Persentase

3 |UsahaMikro |4 .01 1016 | 4,79 | 461 | 4,64
menjadi
Usaha Kecil

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Toraja
Utara, Tahun 2025

Nilai Tukar Petani, menjadi salah satu indikator untuk mengukur
kemampuan daya beli petani terhadap kebutuhan hidup sehari-
harinya, patut untuk dijaga perkembangannya. Petani sebagai agen
ekonomi memproduksi hasil pertanian juga sekaligus sebagai
konsumen yang perlu memenuhi kebutuhannya. Dengan itu, indeks
NTP dihadirkan pemerintah sebagai pengukur kemampuan tukar
produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang
dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluannya dalam
memproduksi produk pertanian. Pemerintah menggunakan NTP
sebagai basis data pengambilan kebijakan yang relevan dengan
kondisi riil di lapangan. Capaian NTP Toraja Utara dalam 5 Tahun
terakhir terus mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut.
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Tabel 2.77
Nilai Tukar Petani Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator AT
2020 2021 2022 2023 2024
NTP 97,56 | 100,37 | 100,39 | 107,91 | 117,87

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian NTP Kabupaten Toraja Utara
mengalami tren peningkatan setiap tahunnya yang menunjukkan
bahwa harga jual produk pertanian petani naik lebih tinggi
dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang mereka beli, baik
untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Dengan kata lain,
petani bisa mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan hasil
penjualan produk pertanian mereka.

Jumlah Produksi Perikanan, Produksi Perikanan adalah seluruh
hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya
ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen
dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan. Data
Produksi Perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.78
Produksi Perikanan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
Indikator | Satuan ;70 2021 2022 | 2023 | 2024
Perikanan Tangkap
Produksi Ton 20,40 21,20 21,8 21,50 21,87
grifguksi 000 Rp | 627.500 | 651.500 | 673.990,6 | 633.200 | 683.975

Perikanan Budidaya

Produksi Ton 1.617 1.624 1.564,67 | 1.599,60 1.603
Nilai 000 R 55.570.00 | 55.832.50 | 56.123.37 | 54.273.0 | 78.962.50
Produksi p 0 0 5 00 0
Total
. Ton 1.637,40 | 1.645,20 | 1.586,47 | 1.621,10 | 1.624,87
Produksi
Total Nilai 000 R 56.197.50 | 56.484.00 | 56.806.36 | 54.906.2 | 79.646.4
Produksi P 0 0 5,60 00 75

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Toraja Utara memiliki produksi
Perikanan Budidaya yang lebih besar dibanding dengan produksi
Perikanan Tangkap. Hal ini tentunya dikarenakan Kabupaten Toraja
Utara bukan termasuk daerah yang memiliki laut sehingga lebih
banyak hanya memproduksi sedikit perikanan tangkap dan lebih
banyak dalam produksi perikanan budidaya.

Tingkat Pengangguran Terbuka, Data Badan Pusat Statistik
menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka 5 tahun
terakhir di Toraja Utara berfluktuasi. Tingkat pengangguran tertinggi
terjadi pada tahun 2020 mencapai 3,17 persen, tingginya tingkat
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pengangguran pada tahun tersebut disebabkan adanya pandemi
covid-19. Pandemi menyebabkan banyak perusahaan mengurangi
produksi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
merumahkan karyawan. Selain itu, sektor-sektor tertentu mengalami
penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi, yang berdampak
pada tingkat pengangguran. Kebijakan  pemerintah  yang
memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
membatasi ruang gerak masyarakat sehingga menyebabkan sebagian
masyarakat yang bekerja pada sektor informal kehilangan
pekerjaannya. Perkembangan Pengangguran Terbuka Toraja Utara
setelah tahun 2020 mengalami penurunan. Trend penurunan yang
signifikan dari tahun 2022 sebesar 1,99 persen. Tren penurunan ini
merupakan indikasi positif dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan
Toraja Utara selama periode tersebut. Namun pada tahun 2023
kembali meningkat menjadi 2,60 persen. Hingga pada tahun 2024
kembali mengalami penurunan menjadi 2,44 persen. Secara lengkap
dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.18
Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka

4,00 3,17

2,61 2,60 2,44
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Sumber: BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Perkembangan pengangguran Toraja Utara mengalami penurunan di
tahun 2024 dan menjadikan capaian lebih rendah jika dibandingkan
dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang besarannya 4,19
persen dan tingkat nasional pada angka 4,91 persen. Pemerintah
Toraja Utara terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka
tingkat pengangguran terbuka melalui program-program pelatihan,
pemberian bantuan bagi wirausaha pemula serta melakukan
kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam hal
penyediaan tenaga kerja berkualitas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang
dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun
keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perlu dicermati karena apabila
disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan
partisipasi yang baik,akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya
jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan
kerja. TPAK Kabupaten Toraja Utara menunjukkan trend fluktuatif
dari tahun 2020 sampai dengan 2024 pada kisaran angka 60 hingga
70, TPAK Kabupaten Toraja Utara di tahun 2024 berada pada angka
72,53 persen dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 77,50
persen, dan berada diatas capaian provinsi yaitu sebesar 67,38
persen.
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan digunakan untuk
mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Pembangunan
sumber daya manusia juga berkaitan dengan peningkatan peran
perempuan dalam bidang ketenagakerjaan karena perempuan dan
laki-laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan
perekonomian seperti laki-laki. TPAK Perempuan menunjukkan
kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
gambaran kesempatan kerja bagi perempuan. Dari data Tingkat
Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Toraja Utara dari
tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa TPAK
Perempuan diatas 60 hingga 70% . Pada tahun 2023 TPAK
Perempuan di Toraja Utara sebesar 73,80 naik sebesar 10,53 poin
dari tahun sebelumnya dan Laki-Laki sebesar 81,06. Namun pada
tahun 2024 TPAK Perempuan menurun 7,73 menjadi 66,07 dan laki-
laki menurun menjadi 78,75 hal ini menggambarkan bahwa dari 100
orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja
sekitar 78 orang, sedangkan dari 100 penduduk wusia kerja
perempuan hanya sekitar 66 orang yang termasuk angkatan kerja.
Apabila dibandingkan nilai TPAK Laki-laki dan Perempuan maka
menunjukkan bahwa TPAK Laki-Laki masih lebih tinggi dari TPAK
Perempuan, hal ini disebabkan oleh masih seringnya jenis kelamin
digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja dan
paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan
bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus
rumah tangga.
Tabel 2.79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 | 2021 2022 | 2023 2024
TPAK Laki-Laki 68,27 | 75,18 74,36 81,06 78,75
TPAK Perempuan | 66,74 | 67,91 63,27 | 73,80 66,07
TPAK 67,50 | 71,56 68,84 | 77,50 72,53

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Indeks Kapabilitas Inovasi adalah kemampuan menerapkan
kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk
meningkatkan kinerja dan merupakan gambaran kuantitas dan
kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Selain itu juga
menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong
kolaborasi, konektivitas, kreativitas dan kapasitas daerah dapat
mengubah ide menjadi barang dan jasa baru, serta
mengimplementasikan perubahan yang signifikan dan berdampak
positif. Dalam perhitungan indeks ini beberapa parameter yang
digunakan adalah keanekaragaman tenaga kerja, pengembangan
klaster, publikasi ilmiah,aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset,
indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Nilai
Kapabilitas Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 sampai tahun 2024
terus mengalami peningkatan meskipun sedikit. Tahun 2023
mencapai 1,41, Kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 1,70
apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten tetangga seperti
Kabupaten Tana Toraja maka capaian Toraja Utara masih rendah
dimana capaian Tana Toraja sebesar 2,94, Kota Palopo sebesar 3,18
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sedangkan capaian Kabupaten Luwu sebesar 1,56 lebih rendah dari
capaian Toraja Utara.

Indeks Inovasi Daerah. Inovasi di tingkat daerah memiliki peran
yang signifikan dalam konteks pembangunan dan kemajuan suatu
wilayah dan merupakan gambaran kekuatan kondisi institusi di
daerah. Indeks Inovasi Daerah, merupakan sejumlah inovasi daerah
sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah
Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam
bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan
publik, dan inovasi daerah lainnya. Penilaian Indeks Inovasi Daerah
dilaksanakan oleh Kemendagri tiap tahun. Kegiatan penilaian inovasi
daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif
antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat
diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan
peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara juga melihat Indeks Inovasi
Daerah sebagai motivasi untuk mewujudkan daerah yang inovatif.
Namun, tentu saja perlu dukungan dari Perangkat Daerah yang
berada di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara untuk
mewujudkan hal itu. OPD harus berpartisipasi dalam menciptakan
inovasi baru di tiap tahunnya agar penilaian IID pada Kabupaten
Toraja Utara mendapatkan predikat Inovatif hingga sangat Inovatif
tiap tahunnya. Penilaian IID ini dengan maksud untuk memberikan
penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan
inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara
transparan dalam upaya  peningkatan pelayanan  publik,
kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah
Grafik 2.19
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024
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Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan inovasi di Lingkup
Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara mengalami tren fluktuatif
dimana peningkatan terjadi pada tahun 2022 menjadi 40,10 dari
capaian tahun 2021 yang hanya 1,04. Penurunan terjadi di tahun
2023 dan mengalami peningkatan di tahun 2024. Hal ini dikarenakan
pada Tahun 2023 Inovasi yang di input tidak memenuhi semua
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kriteria indikator yang diminta dalam penilaian sehingga mendapat
nilai Skor yang menurun. Pada Tahun 2024 terdapat 4 Inovasi yang
diinput tetapi masih belum bisa memenuhi semua kriteria indikator
yang diminta dalam penilaian sehingga walaupun mengalami
peningkatan skor tetapi masih dalam kategori kurang inovatif.
Partisipasi penuh tiap OPD yang melaporkan inovasinya dengan
melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian di
tiap indikator inovasi sangat berpengaruh dalam penentuan skor IID
dari Kemendagri.

Produktivitas Total Daerah, Produktivitas total daerah dihitung
untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan
kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam
mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah
dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor
(17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi
dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Dari 17 sektor PDRB yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB
Kabupaten Toraja Utara tahun 2024, sektor yang berkontribusi paling
besar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor. Sedangkan sektor yang berkontribusi paling kecil
adalah sektor Jasa perusahaan. Berikut ini disajikan produktivitas
total daerah yang disusun dari 17 sektor PDRB Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.80
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry

(1)

2020

(2)

2021

(3)

2022

4)

2023 *

(5)

2024 **

(6)

Pertanian. Kehutanan. dan
Perikanan/Agriculture.
Forestry. and Fishing

785,75

831,01

878,67

894,67

911,31

Pertambangan dan
Penggalian/ Mining and
Quarrying

60,71

62,55

61,35

63,41

65,76

Industri
Pengolahan /Manufacturing

355,83

375,75

416,84

428,18

443,15

Pengadaan Listrik dan
Gas/Electricity and Gas

8,21

8,58

8,85

9,40

9,83

Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah. Limbah. dan Daur
Ulang/ Water Supply;
Sewerage. Waste
Management. and
Remediation Activities

8,14

8,35

9,56

10,01

10,62

Konstruksi/ Construction

738,86

738,64

746,14

771,74

770,69

Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor/ Wholesale
and Retail Trade; Repair of
Motor Vehicles and
Motorcycles

1.235,11

1.294,66

1.366,66

1.439,94

1.518,29

Transportasi dan
Pergudangan/Transportation
and Storage

217,64

231,12

257,39

283,67

299,16

Penyediaan Akomodasi dan
Makan
Minum/Accommodation and

138,67

145,70

167,03

181,38

188,54
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Lapangan Usaha/Industry

2020 2021 2022 2023 *

(1) (5)

Food Service Activities

(2) (3) (4)

2024 **

(6)

Informasi dan Komunikasi/
Information and
Communication

328,58 347,84 368,05 381,21

405,30

Jasa Keuangan dan
Asuransi/ Financial and
Insurance Activities

191,42 204,86 213,05 211,23

223,16

Real Estat/ Real Estate
Activities

237,24 243,55 246,42 251,57

266,10

Jasg _P_erusahaan/Busmess 3,35 3,45 3,08 4,44
Activities

4,42

Administrasi Pemerintahan.
Pertahanan. dan Jaminan
Sosial Wajib/ Public
Administration and Defence;
Compulsory Social Security

286,80 299,16 310,27 319,71

360,80

Jasa Pendidikan/Education 350,00 355,00 361,50 370,06

391,91

Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial/ Human
Health and Social Work
Activities

133,16 134,57 143,12 151,83

159,09

R.S.T.U

i\asg ‘L‘ainnya/ Other Services 69,10 72,36 80,49 88,85
ctivities

96,23

Produk Domestik Bruto/ Gross

5.148,55 5.357,13 5.639,38 | 5.861,32

Domestic Produc

6.124,34

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025
3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Indeks Ekonomi Hijau mengukur perkembangan keseimbangan
antara kesejahteraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko
kerusakan lingkungan dan sekaligus menjadi alat ukur untuk
mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia
menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari
pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial, berskala 0-100
dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat
baik. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan
sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan dengan
berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan
infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan
terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Tabel 2.81
Indeks Ekonomi Hijau
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No Indikator Tahun
: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
1 GEI 33,87 | 32,75 | 32,88 | 59,57 N/A
p | Pilar 35,81 | 3582 | 35,82 | 883 | N/A
Lingkungan ’
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No Indikator jieliiy
: 2020 | 2021 2022 | 2023 2024
1 GEI 33,87 | 32,75 | 32,88 | 59,57 N/A
3 Pilar Ekonomi | 10,64 6,13 5,93 6,7 N/A
4 Pilar Sosial 63,88 | 65,02 | 65,99 67,2 N/A

Sumber : Bappelitbangda Prov.Sulsel, Tahun 2025

Capaian GEI Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 hingga tahun
2023 mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat dan pada
tahun 2023 capaiannya sebesar 59,57 persen, capaian tersebut
masih dalam kategori sedang. Dari nilai GEI tersebut dapat
menggambarkan bahwa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya alam yang ada untuk menciptakan nilai tambah ekonomi
Kabupaten Toraja Utara belum optimal dan masih sangat rendah.
Sama halnya pada pilar Sosial yang juga masih relatif rendah yang
mengindikasikan adanya kesenjangan atau masalah dalam hal akses
terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi
sosial yang adil bagi seluruh masyarakatpada pilar lingkungan nilai
sudah relatif tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola
sumber daya alam, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,
dan berkontribusi pada solusi perubahan iklim di Kabupaten Toraja
Utara.

Pada Konteks paradigma keberlanjutan (sustainability paradigm),
terminologi Ekonomi Biru dapat menyempurnakan konsep Ekonomi
Hijau karena memuat prinsip keberlanjutan yang lebih luas dan
komprehensif. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru
akan bersinergi dengan pelaksanaan program pro-poor (pengentasan
kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-
environment(melestarikan lingkungan). Dalam konteks ekosistem
alam Indonesia, ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan adalah
sistem pengelolaan sumber daya akuatik di laut dan darat yang
mempengaruhi nilai, keberlanjutan fungsi alami serta distribusi
manfaatnya.

Secara regional Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan
perhitungan terhadap IBEI kabupaten, dimana pada tahun 2023 skor
IBEI Kabupaten Toraja Utara sebesar 57,9 yang dihitung dari 3
(tiga) pilar yaitu Pilar 1 ekonomi dengan nilai 46,8, pilar 2 Lingkungan
dengan nilai 44,6 dan pilar 3 Sosial dengan nilai 53,6. Dari nilai IBEI
tersebut dapat menggambarkan bahwa dalam mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya perairan untuk menciptakan nilai tambah
ekonomi Kabupaten Toraja Utara belum optimal. Sementara itu
kinerja aspek lingkungan yang relatif rendah juga menunjukkan
bahwa masih rendahnya integritas lingkungan dan ekosistem
perairan di Kabupaten Toraja Utara.
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4) Transformasi Digital

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online
dan Terintegrasi, merupakan indikator penting dalam menilai
efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.82
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara
Online dan Terintegrasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
Tahun

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

Jumlah Layanan 2 3 3 4 4
Publik

No. Indikator

Jumlah Layanan

Publik yang

2 | diselenggarakan

secara Online dan

Terintegrasi

Persentase

Layanan Publik

3 Z?sl:-:glen 40% | 50% | 50% | 70% | 90%
ggarakan

secara Online dan

Terintegrasi

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet, Rumah tangga
dengan akses internet adalah rumah tangga yang memiliki
kemampuan untuk mengakses jaringan internet. Hal ini
memungkinkan siapa pun di rumah tangga tersebut untuk
menggunakan internet di rumah, seperti untuk browsing, mengirim
email, atau menggunakan aplikasi online
Tabel 2.83
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No. Indikator ialiun

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

1 |Jumlah Rumah | 40 137151 467 | 54.571 | 57.715| 60,859
Tangga

Jumlah Rumah
2 | Tangga dengan 56.315| 57.186 | 58.054 | 59.500 | 60.946

Akses Internet

Persentase
3 |Rumah Tangga 86 90 94 97 98
dengan Akses
Internet

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Jumlah dan Lokasi Blank Spot. Akses internet di rumah tangga
menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi. Internet telah menjadi bagian penting dari
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kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak yang signifikan pada

berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan
sosial.
Tabel 2.84
Jumlah dan Lokasi Blank Spot
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
. Tahun
No. Indikator =500 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 Lokasi 69 69 69 39 30
2 Jumlah Blank | 69 69 39 30
Spot

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Tabel 2.85
Persentase Desa/Kelurahan dengan Akses Jaringan Internet
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No Indikator fhahivn
) 2020 2021 2022 2023 2024

j |Jumlah Desa 151 | 151 | 151 | 151 151
Kelurahan
Jumlah Desa
Kelurahan yang

2 memiliki Akses . & 82 115 115
Internet
Persentase Desa

3 |Kelurahanyang | o 55 | 51 66 | 5430 | 76,16 | 76,16
memiliki Akses
Internet

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran
tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan
teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait
pekerjaannya. Pengukuran IMDI dilaksanakan sejak tahun 2022
dengan memiliki 4 pilar pembentuk yaitu infrastruktur dan
ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan.
Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2022 hingga 2024 memiliki
capaian dengan tren fluktuatif dengan cenderung meningkat.
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Grafik 2.20
Indeks Masyrakat Digital Indonesia
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024

IMDI

40,35 39,8

60

40 18,49

- D

2022 2023 2024

H Nilai
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, Tahun 2025

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perkembangan kontribusi PDRB Toraja Utara terhadap PDRB provinsi
dari tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan trend yang fluktuatif
cenderung menurun. Indikator lain yang mencerminkan aspek daya
saing ekonomi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Dilihat dari strukturnya, data tahun 2020-2024 menunjukan
bahwa PMTB Kabupaten Toraja Utara selama ini didominasi oleh
investasi fisik pada kisaran 85 persen dan sisanya merupakan
investasi non fisik sekitar 14 persen. Dari sisi pertumbuhan, PMTB
dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktiasi. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Total PMTB

a. ADHB
(Milliar 3.671,74 | 3.762,63 | 4.019,76 | 4.244,52 | 4.340,17
Rupiah)

b. ADHK (Miliar

. 2.014,11 | 2.024,84 | 2.082,36 | 2.138,59 | 2.134,83
Rupiah)

Proporsi
Terhadap
PDRB ADHB 37,77 36,37 35,54 34,49 32,74
Menurut

Pengeluaran(%)

Laju
Pertumbuhan
PDRB ADHK -0,37 0,53 2,84 2,70 -0,18
Menurut
Pengeluaran(%)

Sumber: BPS Toraja Utara, Tahun 2025
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Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan
pokok, data ini menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok
antar waktu dalam setahun, mencakup 11 komoditi yaitu beras,
kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu,
daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.
Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu diperoleh
dari rata-rata Koefisien variasi 11 komoditi. Capaian Kabupaten
Toraja Utara tahun 2020-2024 mengami tren fluktuatif cenderung
menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.87
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang
Kebutuhan Pokok Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
2020 | 2021 2022 2023 | 2024

Indikator

Persentase koefisien
variasi harga antar waktu | 7,01 6,56 6,31 5,38 | 5,73
barang kebutuhan pokok

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Toraja
Utara, Tahun 2025

Net Ekspor Barang dan Jasa, adalah selisih antara nilai ekspor
barang dan jasa suatu negara dengan nilai impor barang dan jasa
negara tersebut. Jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka
net ekspor positif, menunjukkan surplus perdagangan. Sebaliknya,
jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, net ekspor negatif,
menunjukkan defisit perdagangan. Sehingga capaian Net Ekspor
sangat bergantung terhadap jumlah dan volume ekspor dari
Kabupaten Toraja Utara. Capaian Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 ke tahun 2024 mengalami
peningkatan meskipun masih dalam nilai negatif, yang artinya nilai
impor masih lebih besar dari nilai ekspor sehinnga menunjukkan
defisit perdagangan. . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.
Tabel 2.88
Jumlah dan Volume Ekspor
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

ik Tahun

L D 2020 2021 2022 2023 2024
Net Ekspor

Barang -1.426,09 | -1.204,20 | -1.243,34 | -982,56 | -796,83
dan Jasa

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang
daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya
(availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai
sektor dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah
orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui
terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank.
ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah
makan dan ketersediaan penginapan. Hal penting lainnya yang perlu
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ekonomi daerah
Gambaran

dicermati pada
pembangunan

aspek daya
perkotaan dan

saing
pedesaan.

adalah
terkait

perkembangan perkotaan dan pedesaan diindikasikan oleh Kontribusi

PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi.

Tabel 2.89
Kontribusi PDRB Kabupaten Toraja Utara Terhadap PDRB
Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1 | PDRB Provinsi | 504.052,53 | 544.857,14 605.175,94 | 652.648,09 | 696.252,76
PDRB
2 | Kabupaten 9.721,43 10.344,30 11.311,31 12.307,76 13.257,86
Toraja Utara
Kontribusi 1,93 1,90 1,87 1,89 1,90
Sumber : BPS, Tahun 2025
Indeks Layanan Infrastruktur, perkembangan pembangunan yang
pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan
kepuasan masyarakat, pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung
jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan
kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang
ada. Pengukuran Indeks Layanan Infrastruktur merupakan sarana
evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik
pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks ini disusun
berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang
memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif,
komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik
maupun aspek manfaat.
Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Toraja Utara tahun 2024
sebesar 2,58 meningkat 0,85 dari tahun 2023 sebesar 1,73 dan tahun
2022 sebesar 1,91. Kondisi infrastruktur Kabupaten Toraja Utara
nampak pada tabel dibawah.
Tabel 2.90
Kondisi Infrastruktur Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
No Uraian Satuan | 2020 2021 2022 2023 2024
p | Persentase Akses | o 83,5 | 87,62 | 89,81 | 91,83 | 92,86
Sanitasi Layak
9 Persentase Sanitasi % 1,59 0,96 0,96 3,17 2,82
Aman
3 |Rasio Kemantapan | o 33,39 56,25 50,18 | 52,38 | 56,60
Jalan
Persentase Irigasi
4 dalam Kondisi Baik % 26,29 31,5 31,9 33,38 60,45
Rasio Jaringan irigasi % 5,40 6,13 6,13 6,13 6,15
Akses Air Minum Layak % 56,39 72,80 77,22 66,53 70,34
- |Rumah Tangga dengan | 70,44 | 72,96 | 72,96 | 57,32 Be?ﬁm
Akses Air Bersih ? Rilis

Sumber : BPS dan Dinas PUTR Kab. Toraja Utara Tahun 2025
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Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan
Berkelanjutan, Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu
ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum dan akses
sanitasi. Tahun 2020 hingga 2024 capaian akses rumah tangga
dengan hunian layak mengalami trend fluktuatif cenderung
menurunt, untuk itu pemerintah kabupaten akan terus berupaya
untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak
dengan mendorong pengembangan perumahan untuk penyediaan
prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai khususnya
akses air minum dan sanitasi layak. Persentase rumah tangga
kumuh di Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 sampai tahun 2024
mengalami tren penurunan dimana tahun 2024 sebesar 33,85
persen turun 0,75 poin dari tahun sebelumnya.
Tabel 2.91
Kondisi Rumah Layak Huni dan Hunian Kumuh
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 - 2024

No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

1 | Akses Rumah layak | o 5735 | 54,85 | 57,15 | 5521 | 55,10
Huni dan Terjangkau

o | Persentase Akses | o 83,5 8762 | 89,81 | 91,83 | 92,86
Sanitasi Layak

3 Akses Air Minum Layak % 56,39 72,80 77,22 66,53 70,34
Ketahanan Bangunan o

4 (Atap, Lantai, Dinding) %o 67 67,5 70,01 75,02 97,68

) Kecukupan Luas % 60 60,07 65,75 70,81 83,81
Persentase Rumah

6 |tansea yang,\ o, 37,62 36,9 35,4 34,6 33,85
menempati rumah
kumuh

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan LH Tahun 2025, SUSENAS

Kemampuan rumah tangga memiliki hunian layak terjangkau dan
berkelanjutan, sangat dipengaruhi oleh aspek keterjangkauan, yang
mengukur kemampuan pengeluaran perkapita untuk membiayai
kebutuhan terkait hunian. Data capaian Rata-rata Pengeluaran
Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga tahun
2020-2024 mengalami tren fluktutatif cenderung meningkat
walaupun pada tahun 2024 mengalmi sedikit penurunan,
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.92
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan
Fasilitas Rumah Tangga Tahun 2020-2024

No Uraian Satuan | 2020 2021 2022 2023 | 2024

Rata-Rata
Pengeluaran
Perkapita
Sebulan
Perumahan
dan

% 56,34 59,87 N/A | 60,84 | 60,68
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No Uraian Satuan | 2020 2021 2022 2023 | 2024

Fasilitas
Rumah
Tangga

Sumber : BPS Toraja Utara, Tahun 2025

Perkembangan perdesaan memiliki hubungan yang signifikan dengan
daya saing ekonomi daerah karena perdesaan merupakan bagian
integral dari ekosistem ekonomi suatu daerah. Gambaran
pembangunan perdesaan di Kabupaten Toraja Utara diukur dengan
Persentase Desa Mandiri yang merupakan perbandingan antara
jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan
dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun
provinsi/kabupaten/kota. Persentase desa mandiri ditentukan
berdasarkan Indeks Desa. Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan
menjadi S klasifikasi status (status sangat tertinggal, tertinggal,
berkembang, maju dan mandiri). Untuk memberikan gambaran desa
mandiri di Kabupaten Toraja Utara selama lima tahun terakhir
digunakan Indeks Desa Membangun yang disajikan pada tabel
dibawah.
Tabel 2.93
Persentase Desa Mandiri
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No | Status Desa |[2020| % |2021| % |2022| % |2023| % |2024| %
1 | Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 | Maju 0 0 1 0,9 1 0,9 3 | 270 4 | 3,60
3 |Berkembang| 22 |19,81| 29 |26,12| 30 |27,02| 54 |48,64| 62 |55,85
4 | Tertinggal 84 |75,67| 76 |68,46| 75 |67,56| 53 |47,74| 44 |39,63
5 |Sangat 5 |450| 5 |450]| 5 | 4,50 1 0,90 1 0,90

Tertinggal

Total 111 111 111 111 111

Sumber: DPML Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 capaian desa mandiri di
Kabupaten Toraja Utara belum tercapai karena status desa mandiri
belum ada desa yang memenuhi syarat. Tahun 2024 capaian Toraja
Utara hanya pada status desa maju sebesar 4 (empat) desa yaitu
Lembang Tallulolo, Rindingbatu, Lembang Tadongkon dan Lemban
Pata’Padang. Sehingga hingga pada tahun 2024 Persentase Desa
Mandiri Kabupaten Toraja Utara yaitu 0%.
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Tabel 2.94
BumLem Kategori Berkembang
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No Status Desa (2020 | % [2021| % [2022| % |2023| % |2024 %
1 | Berkembang N/A | NJA| N/JA | NJA | N/JA | N/A | N/JA | N/A 3 2,70
2 | Pemula N/A | NJA| NJA | NJA| NJA | N/JA | N/JA | N/A 14 12,61
3 | Perintis N/A | NJA| NJA | NJA| N/JA | N/JA | N/JA | N/A 74 | 66,66
Belum
4 | Menginput N/A | NJA| NJA | NJA| NJA | N/JA | N/A | N/A 19 17,11
Pemeringkatan
Total 111 111 111 111 111
Tabel 2.95
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
. Tahun
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
j |Jumlah Rumah Tangga |\, | N/A | 56.414 | 60.517 | 60.836
berlistrik
2 | Jumlah Rumah Tangga N/A N/A 56.419 | 60.523 | 61.222
3 Rasio Elektrifikasi N/A N/A 99,99 99,99 99,37
Kabupaten

Sumber : PLN Cabang Toraja Utara Tahun 2025

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan, Rasio panjang jalan
per jumlah kendaraan pada tahun 2020 sebesar 0,016 dan pada
hingga tahun 2024 menurun menjadi 0,010. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin banyaknya kendaraan yang melintas sementara
panjang jalan cenderung statis. Berikut ini gambaran rasio panjang
jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-

2024.

Tabel 2.96
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun

Indikator

2020 2021 2022 2023 2024
Panjang 904,71 | 901,35| 901,35| 834,44 | 837,04
Jalan
Jumlah 56.273 | 60.372 | 65.624 | 71.525| 78.178
Kendaraan
Rasio 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2025
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Ketaatan Terhadap RTRW, Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah diindikasikan dengan diterbitkannya peraturan daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2012-2032.

Sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam
upaya  pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukannya maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu
dijabarkan kedalam rencana rinci tata ruang yang berupa rencana
detail tata ruang (RDTR).

Perkembangan rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
hingga tahun 2023 dapat diketahui dari realisasi RTRW dibandingkan
dengan rencana peruntukan RTRW. Dari data yang diperoleh dari
Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara, maka rasio realisasi RTRW
terhadap rencana peruntukan RTRW atau ketaatan RTRW pada
tahun 2020 sampai dengan 2024 memperlihatkan trend yang sangat
positif. Dimana pada tahun 2020 tingkat kepatuhan terhadap RTRW
sebesar 82% hingga tahun 2024 meningkat menjadi 85%. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97
Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW Di Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020-2024 (%)

Indikator Tahun
2020 | 2021 2022 2023 | 2024
Ketaatan Terhadap
RTRW 82 85 85 85 85

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara. 2025

Luas Wilayah Produktif, Wilayah produktif di Kabupaten Toraja
Utara meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah
kehutanan (hutan rakyat). Luasan wilayah produktif akan mengalami
pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan
khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat
cepat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2020-2024, luas wilayah produktif di Kabupaten Toraja
Utara seluas +103.205,76 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian
seluas £18.406,08 Ha. wilayah perkebunan seluas +5.928.26Ha. dan
wilayah kehutanan (hutan rakyat) seluas +78.871,42 Ha. Maka rasio
luas wilayah produktif sebesar 87,22%, dimana angka rasio ini
menunjukkan 90% dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi
lahan produktif.

Luas Wilayah Industri, Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih
baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri
melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan
didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi
pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang
ditimbulkan oleh limbah industri.Dalam pengelolaan kawasan
industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh
pihak swasta. Luas kawasan industri di Kabupaten Toraja Utara dari
tahun 2020-2024 tidak memiliki data.

Luas Wilayah Kebanjiran, Cuaca dan iklim selalu mengalami
perubahan dari waktu ke waktu dan sangat berpengaruh terhadap
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aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat. serta bisa membawa
dampak negatif bila terjadi banjir. sehingga bisa mengakibatkan
banyaknya kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Terjadinya
banjir juga berakibat terganggunya masyarakat dan dunia usaha
dalam memproduksi barangdan jasa.Terjadinya banjir bahkan juga
berakibat terhadap terganggunya perekonomian karena areal/lahan
untuk usaha pertanian atau usaha terganggu.

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah yang terkena
banjir terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Luas wilayah
kebanjiran yang dimaksud disini adalah luas areal yang terkena
banjir dibandingkan dengan luas wilayah yang digunakan untuk budi
daya. Data ini diperoleh dari beberapa dinas instansi dari
Kabupaten/Kota yang menangani seperti Dinas Pertanian, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPN dan Badan Penanggulan
Bencana Daerah (BPBD). Banjir adalah keadaan sungai atau drainase
dimana aliran sungai/drainase tidak tertampung oleh palung
sungai/drainase sehingga terjadi limpahan dan atau genangan pada
lahan yang semestinya kering. Untuk Kabupaten Toraja Utara, banjir
seringkali disebabkan oleh tersumbatnya saluran air yang ada di
drainase perkotaan sehingga membuat air yang mengalir melimpah
ke jalan raya. Banjir juga sering terjadi akibat hujan deras yang terus
menerus dan mengakibatkan kerusakan di hulu. sehingga berdampak
terhadap meluapkan aliran sungai dan menggenangi rumah dan
pemukiman warga khususnya warga yang berada di bantaran sungai.
Luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-
2024 tidak memiliki data.

Luas wilayah Kekeringan, Masalah kekeringan sering menjadi
perbincangan yang tiada habisnya dan menjadi masalah yang cukup
penting untuk dikoordinasikan bersama karena terkait dengan upaya
penangangan, pencegahan dan penanggulangannya. Masalah
kekeringan yang belum bisa terselesaikan dari waktu ke waktu terus
menjadi masalah berkepanjangan yang tidak terselesaikan bahkan
terus berulang dan semakin menyebar ke daerah-daerah yang tadinya
tidak berpotensi terjadi kekeringan.

Demikian halnya di beberapa wilayah di Kabupaten Toraja Utara
tidak terlepas pula dari masalah kekeringan yang terjadi. Kekeringan
dibeberapa wilayah terjadi yang diakibatkan oleh datangnya musim
kemarau. Walaupun belum berpengaruh terhadap produksi pangan
secara umum di Kabupaten Toraja Utara akan tetapi perlu terus
diwaspadai luas wilayah kekeringan yang terjadi. sehingga bisa
dipantau terus dan tidak berpengaruh terhadap akibat yang
ditimbulkan seperti kelaparan, turunnya produksi pertanian,
berkurangnya mata pencaharian dan sebagainya. Sistem pemantauan
dan peramalan produksi pangan seperti luas tanam dan luas panen,
estimasi produksi dan penyebarannya. kekeringan atau banjir
merupakan hal yang penting dalam menentukan kebijakan
pengadaan pangan. Oleh karena itu, sistem informasi pertanian perlu
didukung oleh data yang mampu menyajikan data spasial yang
objektif, tepat waktu dan berkesinambungan seperti citra satelit.
Daerah yang peluang terjadinya kekeringan cukup tinggi karena

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | II- 87



curah hujan rendah dan sumber air tanah terbatas atau daerah yang
mempunyai faktor fisik lahan/tanah yang dapat mempercepat
timbulnya kekeringan dikategorikan sebagai wilayah rawan
kekeringan.

Luas Wilayah Perkotaan, Kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja
Utara menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa.
pemerintahan. pelayanan sosial. dan kegiatan ekonomi.Kawasan
perkotaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat
Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat
Kegiatan Lokal (PKL).

Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten
Toraja Utara terdiri dari tiga (3) kecamatan yaitu Kecamatan
Rantepao, Kecamatan Tallunglipu dan Kecamatan Kesu’. Namun
seiring perkembangan kota yang terjadi secara sprawl maka ada
beberapa daerah yang selama ini sebagai daerah hinterland. sekarang
juga sudah masuk menjadi daerah perkotaan. diantaranya
Kecamatan Tikala. Kecamatan Sesean dan Kecamatan Tondon. hanya
saja belum di deliniasi secara spasial.

Tabel 2.98
Luas Wilayah Perkotaan
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 (Ha)

Indikator Al

2020 2021 2022 2023 2024

Luas Wilayah
Perkotaan di Kab. | 4.072.08 | 4.072.08 | 4.072.08 | 4.072.08 | 4.072.08
Toraja Utara

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara. 2025

7) Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD), adalah ukuran yang menggambarkan sejauh
mana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi
terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini memberikan
indikasi tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam
mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber ini. Semakin besar
kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
menandakan efektivitas dalam mengelola dan meningkatkan
penerimaan pajak atau diversifikasi sumber pajak dan rasio yang
rendah menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi
dalam mengumpulkan pajak daerah.

Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan sejauh mana
pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan dari tariff
layanan dan kegiatan tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan
bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola dan meningkatkan
penerima dari retribusi daerah dan rasio yang rendah dapat
menunjukkan potensi untuk meninjau kembali tarif retribusi atau
meningkatkan kepatuhan.
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Rasio Pajak Daerah dan Pajak Retribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah membantu pemerintah daerah dalam memahami seberapa
efektif dan beragam sumber-sumber penerimaan daerah. Analisis
rasio ini dapat memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan
perbaikan kebijakan guna meningkatkan keberlanjutan keuangan
daerah.

Selama lima tahun terakhir rasio pajak daerah terhadap PAD
Kabupaten Toraja Daerah mengalami tren peningkatan. Capaian
tertinggi pada tahun 2024 sebesar 47,31 persen dan rasio terendah
pada tahun 2020 sebesar 34,14 persen. Capaian Tahun 2024
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya
tetapi dari realisasi capaiannya yang masih rendah menggambarkan
bahwa terdapat potensi pajak daerah yang masih dapat dioptimalkan.
Pengelolaan Retribusi Daerah selama lima tahun terakhir
menunjukkan tren fluktuatif dari 25,31 persen pada tahun 2020
menjadi 26,30 persen pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2021
sempat berada pada angka 32,54 dan tahun 2022 berada pada angka
31,54. Kinerja ini perlu mendapat perhatian lebih utamanya dalam
hal peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan retribusi,
seperti kurangnya efisiensi dalam penagihan, penegakan hukum yang
lemah terhadap pelanggar atau masalah administratif dalam proses
pengumpulan.

Tabel 2.99
Rasio PAD terhadap PDRB dan Rasio Pajak dan Retribusi
terhadap APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
. izﬁdapaDt:‘:rah 55.672.229. 46.186.064. 46.518.981. | 46.756.994. 47.367.617.
(PAD) 593,93 285,50 630,87 804,05 757,07
2> | Pajak Dacrah 19.004.505. 17.696.555. 17.572.048. | 21.273.5509. 22.412.967.
370,00 218,00 271,91 790,00 020,00
5 | Retribusi 14.091.113. 15.028.584. 14.672.612. | 13.724.954. 12.459.098.
Daerah 435,00 975,02 005,00 450,00 502,00
4 | Total APBD 1.174.124.883. | 1.152.600.576. | 1.046.800.789. | 999.995.876. | 1.146.328.292.
672,00 114,00 700,00 134,00 759,00
Rasio Pajak Daerah 34,14 38,32 37,78 45,50 47,31
Terhadap PAD ’ ’ ’ ’ ’
Rasio Retribusi
Daerah Terhadap 25,31 32,54 31,54 29,35 26,30
PAD
Rasio Pajak dan
Retribusi Daerah 2,82 2,84 3,08 3,50 3,04
Terhadap APBD
Rasio ngg;rhadap 0,57 0,44 0,41 0,37 0,35
Rasio Pajak Daerah
Terhadap PDRB 0,19 0,17 0,16 0,17 0,17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset daerah, Tahun
2025

Rasio Pajak Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan
dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 yang semula 0,19% menjadi 0,17%
pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tax rasio di
Kabupaten Toraja Utara semakin menurun, meskipun terjadi
peningkatan dari sisi pendapatan pajak daerah namun angka masih
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kecil dibandingkan peningkatan nilai PDRB. Namun demikian,
penjelasan sumber pajak yang realistis sesuai otoritas dan
kewenangan pemerintah Kabupaten. Perhitungan tax rasio pajak
sesuai kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak
Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, sehingga perluasan basis pajak daerah masih sangat
diperlukan untuk mendorong tax rasio yang lebih tinggi dengan
mengoptimalkan potensi daerah serta sesuai kewenangan pemerintah
daerah

Tingkat Inflasi Gabungan (%) merupakan perubahan tingkat harga
(barang dan jasa) umum yang terjadi secara terus menerus dan
merupakan satu indikator penting yang dapat memberikan informasi
tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang
dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya
beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut
menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya
beli. Tingkat inflasi Kabupaten Toraja Utara mengacu pada tingkat
inflasi kota terdekat yaitu Kota Palopo yang pada tahun 2024 tercatat
sebesar 1,87 persen (yoy) menurun dari tahun 2023 sebesar 2,21
persen. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Perbandingan Inflasi Kabupaten Toraja Utara
Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Inflasi (%) 2020 2021 2022 2023 2024
Toraja Utara 1,21 2,96 5,13 2,21 1,87
Sulawesi Selatan 2,04 2,40 5,77 2,81 1,23
Nasional 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di level provinsi dan
nasional, tampak pergerakannya mempunyai pola yang sama, namun
capaian tingkat inflasi tahunan di Toraja Utara relative masih lebih
rendah. Di tahun 2024, inflasi di Toraja Utara sebesar 1,87%,
provinsi Sulawesi Selatan berada di level 1,23%, sedangkan nasional
sebesar 1,57%.

Pertumbuhan Investasi Daerah, Penanaman modal ada dua sumber
yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam
negeri (PMDN).PMA adalah penanaman modal asing secara langsung
yang dilakukan menurut atau berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. dalam artian bahwa pemilik modal secara
langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.
Sedangkan PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi
usaha-usaha yang mendorong kegiatan ekonomi pada umumnya.

Hal utama yang menjadi motovasi para investor untuk menanam
modal meraka adalah kondisi atau iklim investasi. Dimana iklim
investasi menjadi jaminan bagi para investor untuk menanamkan
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modal mereka. baik dari sisi keamanan dan ketertiban, perijinan
maupun pajak dan retribusi daerah yang dikenakan kepada mereka.
Kabupaten Toraja Utara juga memiliki cukup investor yang bergerak
di sektor ekonomi. Pada tahun 2021 jumlah investor sebanyak ...
investor. Penurunan investor ini tentu saja dipengaruhi oleh iklim
investasi yang kurang kondusif karena adanya pandemi covid 19 yang
melanda dunia termasuk Indonesia yang berimbas juga ke Kabupaten
Toraja Utara dan hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan
ekonomi yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
dalam mengembangkan dan memutar roda perekonomian di
Kabupaten Toraja Utara. Selain pandemi covid 19 masih ada
beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Toraja
Utara dalam mengembangkan iklim investasi khususnya Investor
Asing karena belum adanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(TKPRD) sehingga informasi mengenai Tata Ruang belum
tersosialisasikan dengan baik khususnya dikalangan investor. Dan
juga ada beberapa perizinan yang diambil alih oleh provinsi. Pada
tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu
sejumlah 39 investor, meningkat kembali di tahun 2023 sebanyak 87.
Kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi
122 investor. Hal ini disebabkan karena telah digunakannya sistem
aplikasi dalam prosesnya sehingga semua data yang masuk telah
terekam secara keseluruhan baik data melalui layanan offline
maupun online. Jumlah dan perkembangan jumlah investor di
Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.101
Jumlah Nilai Investasi (PMDN & PMA)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2024

Tahun
No. Uraian Satuan
2021 2022 2023 2024
p | Jumlah Angka 39 87 122
Investor
9 Jumlah Nilai R 332.777. | 10.089.5 | 8.140.80 | 148.555.9
Investasi p 760.020 00.000 0.000 86.095
3 |Pertumbuhan % .96,96 | -19,31 | 1.724,83
Investasi

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan
seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja
tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan
dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Capaian Kabupaten
Toraja Utara dari tahun 2020-2024 mengalami tren fluktuatif
cenderung meningkat, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.
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Tabel 2.102
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
Uraian Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
Indeks
Pengelolaan | | ..o | 43048 | 61,875 | 76,998 | 76423 | Bewm
Keuangan Rilis
Daerah

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Selain itu, untuk mendiagnosis kendala pertumbuhan ekonomi
daerah, salah satunya yaitu akses keuangan/akses pembiayaan.
Sebagai bagian dari IUP, arah kebijakan inklusi keuangan antara
pusat dan daerah haruslah sinkron, dengan IUP yaitu IKAD sebagai
IKD. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah indeks yang
menggambarkan kemudahan, keterjangakauan dan kedalaman akses
keuangan di Kabupaten, yang dihitung dari data supply dan demand.
Indeks terdiri dari 14 Indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu
Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai Indeks Berkisar O-
10.

Tabel 2.103
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun

Uraian Satuan

2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Akses
Keuangan Indeks N/A N/A 3,32 3,51 3,90
Daerah
Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

Capaian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024 mengalami tren
peningkatan yaitu 3,32 pada tahun 2022 menjadi 3,90 pada tahun
2024, yang artinya meskipun capaian mengalami peningkatan setiap
tahunnya namun tingkat akses keuangan masih belum pada kondisi
baik sehingga perlu adanya peningkatan dalam 3 dimensi terkait.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu indikator dari 26
indikator keberhasilan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
khususnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Pelaksanaan
penilaian Indeks Reformasi Hukum ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022
tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur
reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan
regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem
regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada
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pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang
pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1.
memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk melakukan harmonisasi regulasi; 2. mendorong reregulasi atau
deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan
hasil reviu; 3. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap
jenjang level peraturan perundang-undangan; 4. meningkatkan
kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan
(legal drafter) pusat dan daerah. Pada tahun 2023 capaian Kabupaten
Toraja Utara untuk Indeks Reformasi Hukum sebesar 66,80 dengan
kategori cukup baik. Kemudian pada tahun 2024 capaian Kabupaten
Toraja Utara mengalami peningkatan dengan capaian 97,34 dengan
kategori AA (ISTIMEWA).

Indeks Reformasi Birokrasi yaitu indeks yang menggambarkan
sejauh mana instansi pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dari
KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan
dengan 2 (dua) cara yaitu penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi
birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara dari
tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami tren peningkatan, tetapi
walaupun mengalami peningkatan setiap tahun tetapi nilai indeksnya
masih pada posisi CC dengan kategori cukup. Pada tahun 2024 nilai
indeks reformasi birokrasi telah berada pada kategori B dengan nilai
60,15. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Toraja Utara perlu
untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala segi dalam
memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi agar bisa mendapatkan predikat
yang lebih baik kedepannya.
Grafik 2.21
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
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Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Capaian
nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 1,77
meningkat pada tahun 2023 sebesar 2,3 atau kategori Cukup.
Kemudian pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan lagi
menjadi 2,31 atau kategori cukup. Peningkatan nilai indeks ini
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didukung melalui penyusunan kebijakan internal yang mengatur
arsitektur SPBE serta perencanaan strategi yang mengatur SPBE.
Grafik 2.22
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022-2024
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Sumber : Dinas Kominfo Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Pelayanan Publik, berdasarkan PermenPANRB Nomor 17
Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah Indeks yang
digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Publik di lingkungan
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia
berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM,
Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan
Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Toraja Utara dirilis oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Adapun IPP Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 sebesar
2,43 (C) turun 0,35 dari tahun sebelumnya. Adapun pengukuran IPP
berdasarkan PANRB menggunakan sampel perangkat daerah, tahun
2022 terdapat dua perangkat daerah yang dijadikan sampel yakni
DPMPTSP dan DISDUKCAPIL. Tahun 2024 yang dijadikan sampel tiga
perangkat daerah yaitu DISDUKCAPIL ,RSUD Pongtiku dan Dinas
Sosial. Dari capaian tahun 2024 nilai terendah terletak pada layanan
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan capaian 1,5.

Grafik 2.23
Indeks Pelayanan Publik
Toraja Utara Tahun 2022-2024
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Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Toraja Utara, Tahun 2025
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Indeks Survey Penilaian Integritas, merupakan survey yang
dibangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur
Risiko Korupsi di instansi public, termasuk kementerian,lembaga dan
pemerintah daerah. Hasil dari survey tersebut dapat dijadikan dasar
untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan
korupsi melalui Rencana Aksi sesuai karakteristik masing-masing
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Capaian Kabupaten
Toraja Utara tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan setiap
tahun, dari 69,83 di tahun 2021 menjadi 63,36 di tahun 2023.
Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 77,74.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Indeks Survey Penilaian Integritas
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
Uraian Satuan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Indeks
Survey Indeks | N/A | 69,83 | 66,57 | 65,38 | 77,74
Penilaian
Integritas

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Nilai MCP KPK, Selain SPI, KPK juga meluncurkan indikator
Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk mendorong percepatan
pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Area indikator
pencegahan korupsi meliputi area perencanaan dan penganggaran,
area perizinan dan layanan publik dan Tata Kelola Dana Desa. Tahun
2020 sampai 2023 capaian Toraja Utara mengalami trend fluktuatif
cenderung menurun dimana pada tahun 2020 capaian sebesar 67,32
menjadi 34,38 di tahun 2024.

Tabel 2.105
Nilai MCP KPK
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
Uraian Satuan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Nilai MCP .
KPK Nilai 67,32 | 46,27 | 66,01 | 46,16 | 34,38

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Indeks Maturitas SPIP, Untuk pengendalian Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan penilaian Maturitas
SPIP, penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan
pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian tahun
2021 sudah berada di posisi level 3 (3,205) tetapi 3 (dua) tahun
terakhir turun ke level 2.
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Tabel 2.106
Indeks Maturitas SPIP
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
Uraian | Satuan
2020 | 2021 2022 2023 2024
ﬁ‘dtek‘?t ders | Ny | 3208 2,30 2.358 2,484
Sl‘;‘n;‘" as | Indeks | N/A 1 oo ) | (Level 2) | (Level 2) | (Level 2)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Nilai SAKIP, Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik
adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah melakukan upaya
peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan. pengukuran
kinerja dan evaluasi kinerja. Walaupun demikian hasil dari hasil yang
didapatkan belum optimal sehingga perlu lagi untuk memperbaiki di
segala segi. Adapun penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.107
Penilaian Evaluasi SAKIP
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
No Uraian Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
1 Xllilfrlf?afbilitas Nilai cC ccC cC B B
; ) (54.50) | (56.33) | (58.13) | (60,36) | (61.24)
Kinerja

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan
Demokrasi Substansial

Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah, Penegakan
hukum PERDA di Kabupaten Toraja Utara merupakan upaya penting
untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan keadilan dalam
masyarakat. Satpol PP, Kepolisian, dan Penyidik PPNS memiliki peran
penting dalam pelaksanaan penegakan hukum PERDA, dan
kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk mengatasi
berbagai hambatan yang ada. Capaian penegakan hukum peraturan
daerah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.
Tabel 2.108
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun

No Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 Persentase
Penegakan 100% 259%, 27% 56% 24%
Hukum

Peraturan Daerah

Sumber : Satpol PP Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025
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Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani, Kejadian tindak
kriminal merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat
stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas
masyarakat. Data tindak kriminal di Kabupaten Toraja Utara tahun
2020 sampai 2023 menunjukkan trend penurunan jumlah kasus
kejahatan yang dilaporkan. Namun pada tahun 2023 hingga 2024
terjadi peningkatan jumlah kasus. Kondisi ini kurang mendukung
iklim yang kondusif untuk pengembangan investasi di Kabupaten
Toraja Utara. Jumlah kasus kejahatan tertinggi terjadi pada tahun
2024 sebanyak 410 kasus. Capaian penyelesaian tindak pidana
kriminal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.109
Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

No Indikator

1 Jumlah Tindak
Kriminal Selama 1 153 123 50 380 410
Tahun

2 Persentase
Tindak Kriminal 62,29 | 63,41 100 100 93,77
yang Ditangani

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD,
Negara demokrasi menghendaki adanya keterlibatan/partisipasi
perempuan dan laki-laki pada posisi penyusunan kebijakan serta
pengambilan  keputusan yang nantinya berdampak pada
keseimbangan masyarakat di semua tingkatan secara akurat dan
diharapkan menciptakan keadilan di berbagai sektor. Untuk
menindaklanjuti hal tersebut maka terbit kebijakan yang menyatakan
setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan  sekurang-
kurangnya 30%. Adanya ketentuan ini mempertegas hak-hak politik
kaum perempuan melalui sistem kuota sekurang-kurangnya 30%.
Dalam pemilihan tahun 2024 keterwakilan perempuan anggota DPRD
Kabupaten Toraja Utara yang terpilih sebanyak 4 (empat) orang atau
13,33% dari total anggota DPRD sebanyak 30 orang anggota DPRD.
Tabel 2.110
Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

No Indikator

Jumlah Anggota

1 DPRD 30 30 30 30 30
Jumlah Anggota

2 | DPRD Perempuan 3 3 > > i
Persentase

3 Perempuan terpilih 10% | 10% | 10% | 10% | 13,33%

terhadap total
anggota DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025
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Selanjutnya untuk menindaklanjuti keterwakilan perempuan
dipraktekkan juga pada pengurus partai politik. Persentase
Perempuan Pengurus Partai Politik di Kabupaten Toraja Utara pada
tahun 2024 meningkat dibandingkan 4 tahun sebelumnya menjadi
17,39 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.111
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

N Indile Tahun
o O 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Pengurus
L | partai Politik 25 25 25 > >3
Jumlah
, | Perempuan yang 1 1 1 1 4
menjadi Pengurus
Partai Poltik
Persentase
3 Perempuan ] 4 4 4 4 17,39
Pengurus Partai
Politik

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Persentase Perda yang merupakan inisiatif DPRD, Perda inisiatif
DPRD adalah Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD (Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai bentuk pelaksanaan hak
legislatifnya. Hak inisiatif ini memungkinkan DPRD untuk
mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) berdasarkan ide
atau inisiatif mereka sendiri, bukan hanya usulan dari pemerintah
daerah. Perda inisiatf DPRD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.112
Persentase Perda yang merupakan inisiatif DPRD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
2020 | 2021 | 2022 2023 2024

No Indikator

Jumlah Perda
1 Yang ditetapkan 10 7 8 3 8

Jumlah Perda

2 Inisiatif DPRD 1 1 0 1 0
Persentase Perda

3 |yang merupakan 10 14,28 0] 33,33 0
inisiatif DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Angka Kriminalitas, Salah satu faktor pendorong investor
melakukan investasi di daerah adalah angka kriminalitas yang
rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka atau tindak
kriminalitas akan menghadirkan rasa ketidaknyamanan baik bagi
masyarakat setempat terlebih kepada para pendatang dan investor.

Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah tujuan wisata sejak lama
telah dikenal sebagai daerah yang nyaman dan minim angka
kriminalitas. Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan
teknologi. angka kriminalitas di Kabupaten Toraja Utara melonjak
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tinggi di tahun 2022 dan 2023. Dimana kasus kriminalitas yang
masih terjadi pada tahun 2023 adalah tindakan penganiayaan
sebanyak 153 kasus, pencurian sebanyak 76 kasus, penipuan
sebanyak 72 kasus dan kejahatan seksual sebanyak 6 kasus. Tren
angka kriminalitas selama 2 tahun terakhir cenderung meningkat.
Oleh sebab itu pemerintah daerah wajib menjamin agar angka
kriminialitas di daerah dapat ditekan seminimal mungkin karena ini
menjadi salah satu modal dalam menumbuhkan iklim investasi di
Kabupaten Toraja Utara.

Untuk lebih jelasnya jenis dan angka kriminalitas yang terjadi di
Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 seperti yang disajikan pada
tabel dibawah ini.

Tabel 2.113
Angka Kriminalitas yang Terjadi Di Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun

No Indikator 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah Tindak
Kriminal Selama 1 153 123 50 380
Tahun

2 | Jumlah Penduduk | 261.086 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513

3 | Angka
Kriminalitas

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara 2025

Jumlah Demonstrasi, Demonstrasi merupakan salah satu bentuk
penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para pemilik kepentingan
terhadap para pengambil kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan
ketentuan yang ada ataupun menyalahi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Demonstrasi juga dapat diartikan sebagai
penyaluran aspirasi yang kadang disertai dengan emosi dan tindakan
anarkhis yang dilakukan oleh sekelompok orang. dan dilakukan di
tempat-tempat terbuka dan ruang publik yang sering mengganggu
kepentingan umum dan tidak jarang berakhir anarkhis.

Di Kabupaten Toraja Utara juga tidak terlepas dari terjadi gelombang
demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. yang
menentang kebijakan pemerintah. Namun berdasarkan data Satuan
Polisi Pamong Praja. Jumlah kejadian demonstrasi di Kabupaten
Toraja Utara tahun 2023 sebanyak 5 kali.

Jumlah Lama Proses Perizinan, Kawasan perkotaan di Kabupaten
Toraja Utara menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa,
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Untuk itu
perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan masalah di
kemudian hari.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Toraja Utara harus memiliki ijin
pemanfaatan ruang, baik untuk bangunan, usaha ataupun izin
lainnya. Hal ini telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Toraja
Utara yang menyatakan bahwa segala aktifitas pemanfaatan ruang
harus mendapatkan ijin pemanfaatan.
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Berdasarkan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) rata-rata waktu yang digunakan untuk sebuah
proses perijinan adalah 3-7 hari kerja, tergantung jenis izin yang
diurus. Adapun jenis-jenis izin yang ditangani oleh Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara sebanyak 42 jenis izin diantaranya Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).,Izin Usaha (SITU) dll.

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah, Salah satu
perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya
reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan
memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik,
pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya
daerah untuk kepentingan masyarakat lokal. yang bermuara pada
terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah.
Salah satu aspek penting kebijakan di bidang keuangan daerah
adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah.
Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui
mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya. yang
dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam
melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah
melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada
pelayanan yang optimal serta tsidak memberatkan
masyarakat.Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat
mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan
daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Secara konsep PAD adalah salah satu sumber
penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu
memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang
baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi
PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian
kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu
tergantung kepada bantuan dari pemerintah propinsi maupun pusat.
Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah
adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta
sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh
tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah
hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Dalam mengelola PAD
Kabupaten Toraja Utara memiliki 10 Jenis pajak dan 15 Retribusi.
Adapun Pajak yang dikelola Pemerintah Toraja Utara adalah :
Pajak Hotel
Pajak Retoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunana (BPHTB).
Sementara itu Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara adalah :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

WONoh WD
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Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan

Retribusi Terminal

. Retribusi Tempat Khusus Parkir

10. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan /Villa

11. Retribusi Rumah Potong Hewan

12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

13. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Pemerintah
Lainnya

14. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

15. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol

LNk

Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha, Untuk mendukung
kondusifnya iklim investasi di daerah maka sangat dibutuhkan
adanya regulasi yang mengatur proses dan prosedur investasi di
daerah. Hal ini berguna untuk menjamin kondusifnya iklim investasi.
agar para investor bersedia menanam saham/investasi mereka di
daerah. Dalam mendukung iklim investasi di daerah. Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah terkait
proses dan prosedur investasi di wilayah Kabupaten Toraja Utara.
Perda dimaksud adalah Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Penanaman Modal di Kabupaten Toraja Utara.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar
Kawasan

Jumlah Kerja Sama, Pada pencapain Kerjasama, Kabupaten Toraja
Utara melakukan pengukuran terhadap tiga aspek utama dalam
pelaksanaan kerjasama yakni: 1). Kerjasama Daerah Dengan Daerah
Lain pengukurannya sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, secara
jumlah pencapaian tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 4 kerjasama
dengan jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan kerjasama
yang dilakukan. Kerjasama dilakukan dalam hal pembangunan
daerah di berbagai sektor antara lain Penanaman Modal, Pajak
Daerah, Pengarusutamaan Gender, Perdagangan, Pertanian, Pangan
dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. 2). Kerjasama Daerah
Dengan Pihak Ketiga, untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak
ketiga perjanjian kerjasama dari tahun 2020 sampai tahun 2024
serta beberapa Nota Kesepakatan Kerjasama dengan berbagai
perguruan tinggi terkait pendidikan tentang pengembangan penelitian
di berbagai sektor dalam pelaksanaan pembangunan di daerah
terkhusus di Kabupaten Toraja Utara. Selain itu dilkukan pula
kerjamasa di bidang pariwisata dan perbankan. Untuk aspek yang ke
3). Kerjasama terkait Sinergitas Program Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Sinergi) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini
kerjasama antara lain: sinergitas program pemerintah dalam bidang
pertanahan, keagamaan, keamanan dan jaminan sosial kesehatan
dan tenaga kerja. Secara rekapitulasi dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.
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Tabel 2.114
Jumlah Kerja Sama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun
No Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Kerjasama Daerah

1 |dengan Daerah 4 4 3 2 2
Lain
Kerjasama Daerah

2 | dengan Pihak 1 10 6 5 4
Ketiga
Kerjasama
Sinergitas

3 Program Daerah 7 6 1 7 7
dan Pusat

Total Kerjasama 12 20 10 14 13

Sumber : Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja
Utara, Tahun 2025

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2024
mencapai 3,34 meningkat 0,38 dari tahun 2023 yang mencapai 2,96
dan tahun 2022 yang mencapai 2,83. Walaupun mengalami
peningkatan tetapi dibandingkan dengan capaian kabupaten sekitar
masih dibawah capaian Kabupaten Tana Toraja senilai 3,52 dan Kota
Palopo senilai 3,81.

Dari 12 (dua belas) pilar pembangunan indeks daya saing daerah ,
capaian pilar yang paling rendah capaiannya adalah pilar 12
Kapabilitasi Inovasi dengan nilai 1,70 dan capaian pilar tertinggi
adalah pilar 7 Pasar Produk dengan nilai 4,65.

4) Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah
i. Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai urusan
pelayanan wajib di suatu daerah, penyelenggaraan urusan wajib
ditangani oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkaitan dengan
pelayanan dasar. Urusan wajib seperti adalah pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
a. Bidang Urusan Pendidikan
Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam wusaha
memajukan kehidupan suatu daerah. Sebagaimana kita ketahui
bahwa pendidikan mampu membuka cakrawala berpikir dan
bertindak bagi masyarakat.. Dengan pendidikan yang baik maka akan
merangsang kreatifitas dan daya saing bagi masyarakat suatu daerah.
Kemajuan di bidang pendidikan tentu saja diukur berdasarkan angka
partisasi kasar, angka partisasi murni, angka partisipasi sekolah,
rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah, rasio guru murid
dan ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan sebagai
wahana dalam menimba ilmu.
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Tabel 2.115
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

Tahun

No. Indikator Satuan

2020 | 2021 2022 | 2023

2024

1 Persentase usia
penduduk 7 - 15
Tahun yang
berpartisipasi

dalam Pendidikan

% 89,09 100 98,11 | 98,51

87,09

Persentase
penduduk usia 7-
18 Tahun yang
belum
menyelesaikan
pendidikan dasar
atau menengah
yang
berpartisipasi
dalam pendidikan
kesetaraan

% 71,98 100 5,99 5,53

69,23

Persentase
penduduk usia 5-
6 tahun yang
berpatisipasi
dalam PAUD

% 43,19 100 68,79 | 66,34

38,91

Persentase
pendidik dan
tenaga
kependidikan yang
memiliki
kompetensi dan
bersertifikat

% 35 40 40,24 67,4

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

1) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi
penduduk yang sedang mengeyam pendidikan sesuai dengan jenjang
pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang
sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun
usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan
jenjang pendidikan tersebut. APK ini berfungsi untuk menunjukkan
tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat
pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana
untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-
masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK
Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024 disajikan pada tabel
berikut.
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Tabel 2.116
Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun
AL el 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angka Partisipasi Kasar
(APK)
1 | APK SD/MI 109.85 | 110.49 | 111.22 | 110.63 | 109.61
2 | APK SMP/MTs 92.23 | 90.84| 90.7| 92.89| 90,32
3 | APK SMA 83.6 | 83.49| 83.34| 88.26| 95,88

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

APK yang tinggu menunjukkan semakin tinggi jumlah usia
sekolah yang menempuh pendidikan di suatu daerah. APK SD/MI
dan APK SMP/MTs Kabupaten Toraja Utara cenderung fluktuatif dari
tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk dalam
menempuh pendidikan khususnya untuk SMP/MTs dan SMA perlu
mendapat perhatian. Walaupun APK SMA terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya namun capaian tahun 2023 masih
88,26 persen. Sedangkan nilai APK bisa lebih dari 100% disebabkan
populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan
mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang
pendidikan yang bersangkutan. Sehingga dapat dilihat pada tabel,
masih banyak siswa yang terlambat menempuh pendidikan SD.

2) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada
kelompok umr jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah
terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM
menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usiasekolah di tingkat
pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indicator
daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan tetapi
tetap melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang
pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.117
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun
No. Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
1. APM SD/MI 98,83 98,88 98,56 98,79 98,79
2. APM SMP/MTs 83,03 83,62 84,3 80,9 78,77
3. APM SMA 68,77 68,7 68,42 60,83 64,83

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari tahun 2020 hingga
2024 selalu lebih unggul dari APM SMP/MTs dan APM SMA dimana
APM SD/MI nilainya selalu di atas 95 persen lebih hanya terjadi
penurunan di tahun 2022 0,32 persen menjadi 98,56 persen namun
kembali meningkat menjadi 98,79 persen pada tahun 2024. APM
SMP/MTs mengalami fluktuasi dari 83,03 persen tahun 2020 terus
meningkat hingga tahun 2022 menjadi 84,3 persen namun tahun
2023 mengalami penurunan 80,9 persen dan kembali mengalami
peningkatan pada tahun 2024 menjadi 64,83. APM SMA terus
mengalami penurunan selama 4 tahun hingga tahun 2023
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pencapaian APM SMA hanya 60,83 persen. Barulah pada tahun 2024
mengalami peningkatan dengan capaian 64,83.

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain
dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS
menunjukkan besarnya keikutsertaan penduduk di setiap jenjang
pendidikan yang dimiliki. Adapun gambaran APS (Angka Partisipasi
Sekolah) Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.118
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

TAHUN
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
1 APS SD/MI 98,97 98,88 98,56 99,41 99,98
2 APS SMP/MTs 96,63 96,81 97,37 97,02 95,24
3. | APS SMA 80,14 80,29 79,37 76,45 83,58

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan Angka Parstipasi Sekolah (APS)
untuk SD/MI mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 sebesar
99,97 dan terus menurun dari tahun 2020-2022 namun di tahun
2023 meningkat menjadi 99,41 persen dan kembali meningkat pada
tahun 2024 menjadi 99,98. Sementara APS SMP/MTs mengalami
peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar 96,63 terus meningkat
hingga tahun 2022 mejadi 97,37 persen namun tahun 2023
mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 2,13 persen
menjadi 95,24 persen . Untuk tingkat SMA, APS dari tahun 2020
terus mengalami penurunan setiap tahunnya, capaian APS SMA
tahun 2019 80,34 persenterus turun hingga tahun 2023 hanya 76,45
persen. Barulah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan
capaian 83,58. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih
ada 0,02 persen anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Toraja Utara
saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Selanjutnya, anak umur
Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah
sebanyak 4,76 persen dan untuk anak umur Sekolah Menengah Atas
yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 16,42 persen. Dengan
kondisi tersebut pemerintah perlu bekerja lebih baik lagi untuk
mensukseskan program wajib belajar 12 tahun dimasa mendatang.

4) Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat
pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka
melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan
membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan
membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan
seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap
sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran
peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah. Berikut
angka melek huruf Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024.
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Tabel 2.119
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
Tahun
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
Angka Melek Huruf
1 Penduduk Usia 15 Tahun | 91,49 | 90,67 | 93,05 | 92,74 | 95,07
ke atas

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Angka melek huruf Kabupaten Toraja Utara tahun 2020
hingga 2024 mengalami tren yang fluktuatif. Capaian AMH tahun
2020 sebesar 91,49 persen, menurun pada tahun 2021 menjadi 90,67
persen dan kembali meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi
93,05 persen. Namun Capaian AMH menurun pada tahun 2023
menjadi 92,72 persen hingga kembali meningkat 2,33 persen di tahun
2024 menjadi 95,07 persen.

5) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat
pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu.

Tabel 2.120
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. e Tahun
No| Jenjang Pendidikan 55707 5021 | 2022 | 2023 | 2024
SD/MI
1 | Jumlah gedung sekolah 192 192 192 192 193
jumlah penduduk
2 | kelompok usia 7-12 30.597 | 29.366 | 28.268 | 27.444 | 31.735
tahun
SMP/MTs
1 | Jumlah gedung sekolah 77 77 77 77 77
jumlah penduduk
2 | kelompok usia 13-15 17.050 | 17.108 | 16.931 | 16.463 | 17.672
tahun
Jumlah Sekolah (SD+SMP) 269 269 269 269 270
Jumlah Penduduk Usia ( 7
s.d12 + 13 s.d 15) 47.647 | 46.474 | 45.199 | 43.907 | 49.407
Rasio 56.45 | 57.88 | 59.51 | 61.26 | 54.64

Sumber : https:
2025

dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/ 192700, BPS Kab. Toraja Utara Tahun

6) Rasio Guru/Murid
Meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah dapat
ditentukan oleh meningkatnya jumlah tenaga pendidik. Rasio guru
terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan
per 10.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan
tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru
agar tercapai mutu pengajaran.
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Tabel 2.121
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 - 2024

Jenjang Tahun
No s q.
Pendidikan | 2020| 2021| 2022| 2023| 2024
SD/MI
Jumlah
2026 | 2015 | 2046 | 2221 | 2242
1 | Guru
Jumlah 25182 | 30068 | 29882 | 29305 | 29022
2 | Murid
SMP/MTs
Jumlah 1229 | 1247 | 1244 | 1336 | 1342
1 | Guru
Jumlah 10863 | 15701 | 15110 | 14804 | 14601
2 | Murid
Jumlah Guru
(SD+SMP) 3225 | 3262 | 3290 | 3557 | 3584
Jumlah Murid
(SD+SMP) 36045 | 45769 | 44992 | 44109 | 43623
Rasio 894.71 | 712.70 | 731.24 | 806.41 | 821.58

Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id, 2025

Dari perhitungan rasio di atas dapat dilihat bawa pada tahun
2020 pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
setiap 10.000 siswa didik diampu oleh 894 guru, tahun 2021 diampu
712 guru, tahun 2022 diampu 731 guru, tahun 2023 diampu 806
guru dan tahun 2024diampu 821 guru.

b. Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat di
suatu wilayah/daerah. Dimana kesehatan sangat berbanding lurus
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan jiwa
dan tubuh yang sehat maka masyarakat akan dapat melakukan
aktifitas sehari-hari mereka sekaligus meningkatkan produktivitas
mereka sehingga menjadikan mereka tangguh dari segala aspek
kehidupan.

Ada beberapa hal yang menjadi indikator/tolok ukur kesehatan dari
suatu daerah diantaranya angka kematian bayi (AKB), angka
kematian balita, angka kematian ibu, rasio posyandu per satuan
balita, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, rasio
rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan
penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk dan cakupan
balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan.

Tabel 2.122
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024
. Tahun
No. Indikator Satuan 75020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 [Persentase ibu
Hamil yang
mendapatkan % 71,61 | 82,74 | 91,01 | 83,40 | 58,80

pelayanan antenatal
sesuai standar di
wilayah kerja
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No.

Indikator

Satuan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

kabupaten

Persentase ibu
bersalin yang
mendapatkan
pelayanan
persalinan sesuai
standar di wilayah
kerja kabupaten

%

74,37

85,3

91

72,3

60,8

Persentase bayi baru
lahir usia lebih dari
28 hari yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan bayi baru
lahir sesuai dengan
standar dalam
kurun waktu satu
Tahun

%

78

89

95,7

75,7

62,1

Persentase Balita
usia 12-23 bulan
yang mendapat
Pelayanan
Kesehatan sesuai
Standar 1+ jumlah
Balita usia 24-35
bulan mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar 2+ Balita
usia 36-59 bulan
mendapatkan
pelayanan sesuai
standar

%

47,21

47,21

81,8

83,2

80,8

Persentase anak
pendidikan dasar
yvang mendapat
pelayanan
kesehatan sesuai
Standar yang ada
diwilayah kerja
kabupaten/kota

dalam kurun waktu

%

72,89

81

99,2

98,3

93,7
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No.

Indikator

Satuan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

satu tahun ajaran

Persentase orang
usia 15-19 tahun di
Kabupaten yang
mendapat pelayanan
skrining kesehatan
sesuai standar
minimal 1 kali yang
ada di suatu wilayah
kerja Kabupaten
dalam kurun
waktun satu tahun

%

25,45

34,9

47,6

55,7

66,8

Persentase warga
Negara berusia 60
tahun ke atas yang
mendapat skrining
kesehatan sesuai
standar minimal 1
kali yang ada
disuatu wilayah
kerja kabupaten

%

47,21

31

60

73

71,2

Persentase penderita
hipertensi usia 215
tahun yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar dalam
kurun waktu satu
tahun

%

13

17

33,2

40,6

53,7

Persentase penderita
DM yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar dalam
kurun waktu satu
tahun

%

68

82

84,4

93,2

84,7

10

Persentase ODGJ
berat di wilayah

kerja Kabupten yang

%

71

76

54,1

123,5

103,8
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No.

Indikator

Satuan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

mendapatkan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai standar
dalam kurun waktu
satu tahun

11

Persentase ODGJ
berat di wilayah
kerja Kabupten yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai standar
dalam kurun waktu
satu tahun

%

100

60

40,8

48

63,3

12

Persentase orang
dengan resiko
terinfeksi HIV yang
mendapatkan
pelayanan sesuai
standar di fasyankes
dalam kurun waktu
satu tahun

%

36

47,5

47,3

58,3

60,8

13

Rasio tenaga
kesehatan

%

19/100.
000

23/100.0
00

61/100
000

62/100
.000

77/100
000

14

Cakupan sediaan
farmasi, alat
kesehatan, dan
makanan minuman
yang aman, bermutu
dan memenuhi
persyaratan

%

85

88

100

100

100

15

Persentase
kebijakan publik
berwawasan
kesehatan

%

30

48

35

40

40

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan indikator penting untuk
mencerminkan keadaan derajat kesehatan di dalam masyarakat,
karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan
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tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan
status sosial orang tua si bayi. Dengan pencapaian pemberantasan
berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin pada
menurunnya tingkat angka kematian bayi. Dari hal tersebut maka
angka kematian bayi merupakan tolak ukur dari semua upaya
intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya bidang kesehatan.
Tabel 2.123
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No. Uraian Sat 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
p | Jumlah bayi lahir Orang 15 6 5 14 3
meninggal
2 | Kelahiran Hidup Orang 3.958 | 4.166 | 4.255 | 3.247 | 2.764
3 | AKB per 1.000 KH perKIP?OO 3,79 | 1,44 | 1,18 | 4,31 | 1,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten
Toraja Utara mengalami penurunan yang baik pada tahun 2020
hingga 2022. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar
4,31. hal ini terlihat dari banyaknya jumlah bayi yang meninggal
pada tahun 2023 sebanyak 14 orang. Namun pada tahun 2024 angka
tersebut bisa diturunkan kembali di angka 1,09 karena jumlah bayi
lahir meninggal juga menurun sebanyak 3 orang.

2) Angka Kematian Balita

Kasus kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare
dan phenomonia yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan
perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta
bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak
sakit. Disamping itu juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko
serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum tepat.
Dari tahun 2020 hingga 2024 tidak ada kasus balita yang meninggal.
Hal ini menunjukkan pemerintah telah berhasil melaksanakan
program preventif kesehatan yang baik sehingga tidak ada lagi kasus
balita meninggal di Kabupaten Toraja Utara di tahun 2024.

Tabel 2.124
Angka Kematian Balita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun

Indikator Satuan

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
J umlah Balita orang 0 0 0 0 0
Meninggal

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, 2025

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang
terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya
kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan
dengan kehamilan atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau
penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh
kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah
satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi
indikator dalam pencapaian Sustainable Developmen Goals (SDGs)
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yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap
negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi %
resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu Indonesia harus berhasil
menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran
hidup.
Dalam upaya menurunkan angka kematian Ibu tidak maksimal
dikarenakan beberapa kendala antara lain:
1. Belum maksimalnya deteksi dini resiko tinggi bagi bumil,bulin
dan nifas
2. Belum semua tenaga kesehatan penolong bersalinan memiliki skill
penanganan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
3. Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal baik
ketersediaan alat maupun tenaga terlatih.
4. Belum semua RS di kabupaten memiliki Bank Darah
S. Masih ada persalinan bukan di fasilitas kesehatan (Faskes)

Tabel 2.125
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No. Uraian Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Ibu

1 | melahirkan Org 5 1 1 2 0
yang meninggal

o | Kelahiran Org |3.958|4.166 | 4.255 | 3.247 | 2.764
Hidup

per

AKI per

3 100.000 KH 10?{.1300 1.26 | 0.24 | 0.24 | 0.62 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum realisasi capaian
indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di
Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang baik pada tahun
2020 dengan realisasi Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran
hidup sebesar 1.26 dan pada tahun 2022 menunjukkan realisasi
yang sangat baik yaitu sebesar 0.24. Namun pada tahun 2023
kembali meningkat sebesar 0.62%. hal ini disebabkan karena
terdapat 2 orang Ibu melahirkan yang meninggal. Pada tahun 2024
menunjukkan capaian yang sangat baik dengan AKI sebesar 0. Hal ini
menunjukkan keberhasilan dari segala upaya yang telah dilakukan
pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan.

4) Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas
kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan
tahun 2020-2024 jumlah posyandu dan jumlah balita di Kabupaten

Toraja Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.126

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
Tahun

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
Jumlah posyandu unit 292 295 305 302 317

Indikator Satuan
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. Tahun
O 2 Satuan 5056 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah balita Jiwa | 17.202 | 21.916 | 18.028 | 20.272 | 21.727
Rasio Posyandu o
per 1000 balita % 16.97 | 13.32 | 16.53 | 14.90 | 14.59

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2025

Jumlah posyandu pada tahun 2020 sebanyak 292 posyandu
dan pada tahun 2024 menjadi 317 posyandu, yang berarti terjadi
penambahan 25 unit posyandu. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk
melayani balita adalah 75-100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah
melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit posyandu yang
secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

5) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000
penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 adalah 23,74
persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 26,64
persen.

Tabel 2.127
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun

No |~ Bidang/Urusan | Satuan m—> 70T 5001 | 2002 | 2023 | 2024
Jumlah

a. | Puskesmas, Jml 62 56 61 68
Poliknik, Pustu

b. | Jumlah Penduduk Jiwa | 261.086 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513
Rasio puskesmas,
gﬁlsﬂtiu;lfe(rkilg(l)l.{())’oo % 23.74 | 21.20 | 22.74 | 24.97 | 26,64
penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2025

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat
penambahan 3 unit Puskesmas, Poliklink dan Pustu di Kabupaten
Toraja Utara pada tahun 2024 dengan rasio per 100.000 penduduk
sebesar 26,64 persen.

6) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam
memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan
sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Kurun waktu 2020-
2024 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menyiapkan lahan
untuk pembagunan rumah sakit.
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Tabel 2.128

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No

Uraian

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

. |Jumlah Rumah

Sakit
Kementerian
Kesehatan
(Pusat/Vertikal)

. |Jumlah Rumah

Sakit Jiwa /Paru
dan penyakit
khusus lainnya
milik
pemerintah

. |Jumlah Rumah

Sakit AD/AU/
AL/POLRI

. |Jumlah Rumah

Sakit
Pemerintah
Kabupaten

. |[Jumlah Rumah

Sakit Swasta

2

2

2

2

2

6.

Jumlah seluruh
Rumah Sakit

3

3

3

3

3

7.

Jumlah
Penduduk

261.0
86

264.14
5

268.19
8

261.65
2

266.513

8.

Rasio

0.011

0.015

0.015

0.015

0.011

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 belum ada penambahan
rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit
swasta di Kabupaten Toraja Utara.

7) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Sebagai salah satu unsur yang berperan dalam percepatan
pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang
bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Kabupaten
Toraja Utara belum seimbang dengan pertambahan penduduk yang
akan dilayani dimana idealnya satu dokter melayani 2.700 penduduk.
Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara dibarengi
dengan peningkatan jumlah dokter yang ada meskipun peningkatan
jumlah dokter masih sedikit.
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Tabel 2.129
Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator Satuan e
2020 2021 2022 2023 2024
j‘(ﬁﬁhUmum Jiwa 43 50 73 84 158
‘;‘;ﬁiguk Jiwa | 261.086 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513
Rasio dokter per
persatuan 100.000 16.47 18.93 27.22 30.85 59.28
penduduk penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Pada tahun 2020 jumlah dokter di Kabupaten Toraja Utara
sebanyak 43 orang dengan rasio sebesar 16.47 dokter per 100.000
penduduk. Dan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus
mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dimana jumlah dokter
sebanyak 84 orang dengan rasio sebesar 30.85 dokter per 100.000
penduduk. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah
dokter dengan jumlah sebanyak 158 dengan rasio sebesar 59.28. Hal
ini tentunya harus menjadi perhatian dikarenakan ditengah terus
meningkatnya jumlah penduduk tentunya harus pula diseimbangkan
dengan jumlah dokter yang ada. Jika jumlah dokter yang ada sedikit
sedangkan jumlah penduduk yang ada sangat banyak tentunya akan
mengganggu dan menyulitkan pelayanan kesehatan.

8) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kasus balita gizi buruk di kabupaten Toraja Utara dari tahun

2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, begitupun

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan medis sudah

mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah

mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

Upaya yang telah dilaksanakan adalah:

1. Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output
terbetuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat
Puskesmas maupun RS.

2. Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu

3. Pemberian makanan tambahan pada balita kurus dan bumil KEK
selama 90 hari makan

4. Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di

Puskesmas.

Tabel 2.130
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
. Tahun
Indikator Satuan 75520 [ 2021 ] 2022 | 2023 | 2024

Jumlah Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan disarana = | g | 76 | 70 | 36 | 29 | 13
pelayanan kesehatan di
satu wilayah kerja pada
waktu tertentu
Jumlah seluruh balita Balita 76 70 36 29 13
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Indikator

Satuan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

gizi buruk yang
ditemukan di satu
wilayah kerja dalam
kurun waktu yang sama

Cakupan Balita Gizi
Buruk Mendapat
Perawatan

%

100

100

100

100

100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara, 2025

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.131
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2020-2024

No.

Indikator

Satuan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

kawasan|
rawan|

Rasio  luas
permukiman
banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur
pengendalian banjir di
WS Kewenangan
Kab/Kota

%

kawasan
sepanjang]

Rasio luas
permukiman
pantai abrasi,
erosi, dan akresi yang
terlindungi oleh|
infrastruktur pengaman
pantai di WS

Kewenangan Kab/Kota

rawan

%

Rasio luas daerah irigasi
kewenangan
kabupaten/kota
dilayani oleh
irigasi

yang
jaringan

%

100

100

4,893

100

1,122

Persentase jumlah rumah
tangga yang|
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh

kabupaten/kota

%

85,15

85,14

18,24

30,10

193,0
25
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Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

No. Indikator Satuan

5 |Persentase jumlah rumah
tangga yang memperoleh

. % 0 0 0 0,0016| 0,080
layanan pengolahan air
limbah domestik
6 |[Rasio kepatuhan IMB o
kab /kota Yo 100 | 100 100 100 100
7 [Tingkat Kemantapan| o
41 71 1
Jalan kabupaten/kota /o 96 | 66,60 80 153,53911 0,042
8 |Rasio tenaga
operator/teknisi/analisis o
92,47
vang memiliki sertifikat o 0 0 0 69 3
kompeten
9 [Rasio proyek yang
menjadi kewenangan| o
pengawasannya tanpal 0 0 100 100 100

kecelakaan konstruks

Sumber: LPPD,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

1) Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan merupakan instrumen penting untuk menunjang
aktivitas masyrakat. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan
berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai
akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu
tempuh yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi
kesejahteraan masyrakat. Panjang jalan di Kabupaten Toraja Utara
tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022
tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 66,92 km. Hal
ini disebabkan karena perubahan kewenangan status jalan
kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Panjang jalan Kabupaten
Toraja Utara dalam kondisi baik dari tahun 2020 sampai tahun 2021
mengalami peningkatan sebesar 206,74 km atau 27,77%. Tetapi pada
tahun 2022 sampai tahun 2023 panjang jalan dalam kondisi baik
mengalami penurunan sebesar 140,94 km. Panjang jalan dalam
kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 354,87 km atau 51,99%, Hal
ini berarti masih ada sekitar 327,61 km atau 48,01% jalan di
Kabupaten Toraja Utara dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.
Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.132
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No

Tahun

Uraaian Sat.
2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Kondisi Baik Km 309.40 | 41.56 | 495,81 | 66,61 | 373,56 | 50,18 | 354,87 | 51,99 | 386,31 56,606

Kondisi
Rusak Km 75.00 10.08 | 107,94 14,5 160,92 | 21,62 | 200,47 | 25,59 | 141,125 | 20,678
Ringan
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. Tahun
No Uraaian Sat.
2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

3. | Kondisi Km | 250.70 | 33.68 | 140,64 | 18,89 | 209,92 | 28,1 | 122,14 | 18,02 | 155,03 | 22,716

Rusak Berat

Jalan

Kabupaten Km | 744.40 744.4 744,4 682,48 682,485

secara

keseluruhan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh

dengan membagi jumlah panjang jalan (km) dengan penduduk suatu
wilayah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di kabupaten
Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami
penurunan. Pada tahun 2020 rasio 0,00285 dan pada tahun 2024
0,00256. Hal ini disebabkan karena panjang jalan tidak mengalami
peningkatan tetapi jumlah penduduk mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun walaupun pada tahun 2023 jumlah penduduk
mengalami penurunan dan panjang jalan kewenangan kabupaten

juga mengalami penurunan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No. | Uraian Sat. Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Jalan

). | Kabupaten Km 7444 | 7444 | 7444 | 682,48 | 682,485
sSecara
keseluruhan

o, | Jumlah Jiwa | 261.056 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513
Penduduk

3. | Rasio Km/Jiwa | 0,00285 | 0,00282 | 0,00278 | 0,00261 | 0,00256

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025 ; BPS Toraja Utara,

Tahun 2025

3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi Kabupaten Toraja Utara dalam kondisi

baik dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2019 sebesar 24,50% dan naik sebesar 8,88% pada
tahun 2023 menjadi 33,38%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.134
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
Indikator Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
Panjang Irigasi
Kabupaten dalam Meter | 53.081 [ 62.416 | 62.572 62.572 | 62.927
Kondisi Baik
Panjang Irigasi Meter | 91.330 | 103.664 | 103.664 | 103.664 | 104.127
Kabupaten
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Tahun

Indikator Satuan
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Irigasi

(o)
dalom londans baik % 58,12 | 60,21 | 60,36 | 60,36 | 60,45

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

4) Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang
jaringan irigasi dan luas lahan budidaya. Rasio ini dapat digunakan
untuk mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi. Semakin tinggi
rasio jaringan irigasi, maka semakin luas area irigasi. Rasio jaringan
irigasi di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun
2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rasionya sebesar
5,40 dan naik menjadi 6,15 pada tahun 2024. Selengkapnya pada
tabel berikut.

Tabel 2.135
Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
Indikator Satuan
2020 2021 2022 2023 2024

Panjang ~ m 91.330 | 103.664 | 103.664 | 103.664 | 104.127
saluran irigasi
Luas lahan
budidaya Ha 16913 | 16.913 16.913 16.913 16.913
pertanian
Rasio Jaringan

) . % 5,40 6,13 6,13 6,13 6,15
Irigasi

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024; Dinas
Pertanian, Tahun 2025

5) Capaian Sanitasi

Capaian sanitasi adalah upaya untuk menjaga kebersihan
lingkungan dan kesehatan masyrakat. Sanitasi dapat dicapai dengan
menyediakan air bersih, membuang sampah rumah tangga, dan
menyediakan jamban sehat. Fasilitasi sanitasi yang memenuhi syarat
kesehatan, seperti kloset dengan leher angsa dan tempat
pembuangan akhir tinja dengan tangki septik, juga merupakan
bagian dari sanitasi yang layak. Capaian sanitasi di Kabupaten Toraja
Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukkan
peningkatan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Pada
tahun 2024 kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebsar
87,68%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.136
Capaian Sanitasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
. Tahun
No | Indikator | Satuan ;012021 2022 | 2023 | 2024
Capaian % |73,55|76,69| 79,82 | 78,06 | 87,68
Sanitasi

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025
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6) Capaian Kebutuhan Air Minum
Capaian Kebutuhan air minum adalah persentase rumah
tangga yang menggunakan sumber air minum di sutau kabupaten
atau kota. Capaian air minum di Kabupaten Toraja Utara dari tahun
2020 sampai tahun 2024 mengalami tren peningkatan. Selengkapnya
pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Capaian Air Minum
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020- 2024

. Tahun
No. Indikator Satuan =00 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Capaian
1. | Kebutuhan Air % 67,80 | 70,33| 73,61| 82,87 | 92,19
Minum

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

7) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari
pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh
pemerintah maupun masyarakat, Rasio Tempat Ibadah per satuan
Penduduk Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2020 sampai 2024
mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 0,32 mengalami
peningkatan sampai pada tahun 2021 yaitu 0,36 tetapi pada tahun
2022 turun menjadi 0,33 dan naik kembali di tahun 2023 menjadi
0,34 walaupun jumlah rumah ibadah dari tahun 2022 ke tahun 2023
tidak mengalami peningkatan tetapi rasio tempat ibadah per satuan
penduduk dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan.
Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di tahun 2023 mengalami
penurunan. Pada tahun 2024 rasio kembali menurun menjadi 0,33
walaupun jumlah tempat ibadah meningkat namun peningkatan
jumlah tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah
penduduk sehingga rasio nya berkurang. Selengkapnya pada tabel
berikut.

Tabel 2.138
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun

No indikator Satuan 5550 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

, | Jumlah Tempat Unit 824 945 885 885 889
Ibadah

2. | Jumlah Penduduk Jiwa 261.056 [ 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513
Rasio Tempat

3. | Ibadah per satuan Unit/jiwa 0,32 0,36 0,33 0,34 0,33
penduduk

Sumber : BPS Kab.Toraja Utara Tahun 2025
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d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.139
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No. Indikator g

Satuan

2020 | 2021 2022 | 2023

2024

Persentase warga
negara yang terkena
relokasi akibat
program pemerintah
daerah

kabupaten /kota
yang
fasilitas penyediaan
rumah yang layak
huni

% 100 100 100 100

memperoleh

100

Persentase Luas

Kawasan % 2,82 2,77 12,21 | 12,21

Permukiman Kumuh

10,38

Persentase  Rumah

%
Layak Huni °

81,15 | 81,56 | 65,61 | 66,06

66,15

Persentase
Peningkatan Sarana,
Prasarana
Utilitas Umum di
Kawasan
Permukiman

dan

% 50 54 59 61

62

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman , Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Tahun 2025

1) Rasio Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang
Perumahan dan Permukiman (PKP) berdasarkan penjelasan pasal 24
huruf A, rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang melengkapi
kualifikasi keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas
bangunan, dan kesehatan penghuni. Ada 4 (empat) kriteria rumah
layak huni, yaitu: ketahanan bangunan (bahan bangunan atap,
dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas
tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m?2), akses air minum
layak dan akses sanitasi aman atau layak. Rasio rumah layak huni
menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka
meningkatnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni. Rasio
rumah layak huni di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai
tahun 2024 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020 rasio
rumah layak huni sebesar 0,133 dan pada tahun 2021 naik menjadi
0,137. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah
penduduk yang dibarengi dengan peningkatan jumlah rumah layak
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huni yang signifikan. Pada tahun 2021, rasio rumah layak huni naik
kembali menjadi 0,137. Pada tahun 2022 naik lagi menjadi 0,142 dan
tahun 2023 0,151. Walaupun rasio rumah layak huni dari tahun
2022 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi jumlah rumah
layak huni di kabupaten tidak mengalami kenaikan. Kenaikan rasio
disebabkan oleh menurunnya jumlah penduduk. Pada Tahun 2024
rasio rumah layak huni kembali mengalami peningkatan menjadi
0,155 yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah rumah layak
huni. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.140
Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tah
No | Bidang/Urusan | Sat atun
2020 2021 2022 2023 2024

1. | Jumlah rumah it

layak huni unit | 34712 | 36.240 | 38.091 | 38.091 | 41.208
2. | Jumlah ..

penduduk JIWa 1 961.056 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513
3. | Rasio Rumah

Layak Huni 0,133 0,137 0,142 0,151 0,155

Sumber : Dinas Perkimtan, 2025; BPS Toraja Utara Tahun 2025

2) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Kawasan permukiman perkotaan pada kota-kota besar di
Indonesia identik dengan adanya kawasan permukiman kumuh.
Lingkungan permukiman kumuh umumnya didiami oleh golongan
menengah bawah. Pada tahun 2020, persentase lingkungan
permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara sebesar 14,07%
dengan luas kawasan kumuh seluas 277,29 Ha. Pada tahun 2020
dilakukan pemutahiran data kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati
Toraja Utara Nomor 704/X/2020 tentang Penetapan Lokasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja
Utara. Hal ini mengakibatkan persentase lingkungan permukiman
kumuh dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan. Tetapi
dari tahun 2020 sampai tahun 2024 persentase lingkungan
permukiman kumuh mengalami penurunan walaupun belum
signifikan yaitu dari 14,07% menjadi 10,38%. Selengkapnya pada

tabel berikut.
Tabel 2.141
Lingkungan Permukiman Kumuh
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
No Bidang/Urusan
2020 2021 2022 2023 2024
1. I-i‘LIl:)S kawasan kumuh 277,29 | 245,94 | 240,84 | 240,84 | 204,53
2. | Luas Wilayah Kota (Ha) 1971 1971 1971 1971 1971
3. | Persentase Lingkungan
Permukiman Kumuh 14,07 12,48 12,22 12,22 10,38

Sumber : Dinas PerkimtanLH, 2025
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e. Bidang
Perlindungan Masyarakat

Urusan

Ketentraman,

Tabel 2.142
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Ketertiban

Umum

dan

. Tahun
Ne. Indikator Satuan 75020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 [Persentase
Kesiapsiagaan dalam
penanggulangan % 100 100 100 100 100
bencana (Lembang
tangguh bencana)
2 [Persentase Warga
Negara yang
memperoleh o
Layanan akibat dari Yo 100 100 100 91 100
penegakan hukum
Perda dan Perkada
3 |Persentase Warga
Negara yang
memperoleh
Layanan % 100 100 100 98 100
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Kebakaran
Sumber: Satpol PP dan Damkar, Tahun 2025
1) Rasio Jumlah Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Tabel 2.143
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Kabupaten Toraja Utara 2020-2024
Tahun
No. Indikat
° neraor 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1, |Jumlah Polisi Pamong 260 260 162 130 237
Praja
2. | Jumlah Penduduk 261.086 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513
3. | Rasio PP/Jmlh Penduduk 9,96 9,84 6,04 4,97 8,96
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025
Tabel 2.144
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Kabupaten Toraja Utara 2020-2024
. Tahun
Ne. indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Jumlah Linmas 1022 629 691 626 626
2. | Jumlah Penduduk 261.086 | 264.145 | 268.198 | 261.652 | 266.513
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Tahun

Ne- indifator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Rasio Linmas/Jmlh
3. Penduduk 39,14 23,18 25,76 23,92 23,68
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025
Dari kedua tabel diatas, dapat dilihat kondisi rasio satuan
pengamanan baik itu Satuan Polisi Pamong Praja maupun
Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan jumlah penduduk di
Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dari tahun 2020-
2024. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada
tahun 2020 sebesar 9,96 dan terus turun setiap tahunnya hingga
tahun 2023 hanya sebesar 4,97. Hal ini dikarenakan berkurangnya
jumlah Polisi Pamong Praja sedangkan jumlah penduduk terus
meningkat. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah
Satpol PP dengan jumlah 237 sehingga rasio nya pun meningkat
menjadi 8,96. Disisi lain, Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk
juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 rasio Linmas sebesar
39,14 terus turun hingga tahun 2024 sebesar 23,68. Meskipun pada
Tahun 2022 meningkat 25,76 namun kembali turun di tahun 2023
sebesar 23,92. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah anggota Linmas
yang terus turun dari 1.022 pada tahun 2020 menjadi 626 pada
tahun 2024.
2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Umum (K3)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Toraja
Utara menunjukkan kinerja yang baik.
Tabel 2.145
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Toraja Utara 2020-2024
No. Uraian Satuan Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Masyarakat yang
. | memperoleh layanan akibat | [ (| 100 | 100 |94,60 96,25 | 100
dari penegakan hukum
Perda dan Perkada
Persentase Warga Negara
2. | yang memperoleh layanan persen | 100 100 100 | 95,35 | 100
informasi rawan bencana
Persentase Warga Negara
yang memperoleh layanan
3. | pencegahan dan persen | 100 100 100 | 90,06 | 93,33
kesiapsiagaan terhadap
bencana
Persentase Warga Negara
4, |yang memperoleh layanan | 1 160 | 100 | 100 |96,00
" | penyelamatan dan evakuasi ’
korban bencana
Persentase Warga Negara
5. | yang memperoleh layanan o | 100 | 100 | 94,03 | 96,91 | 100
penyelamatan dan Evakuasi
korban kebakaran

Sumber: BPBD dan Satpol PP, Tahun 2025
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f. Bidang Urusan Sosial

Urusan Sosial menjadi salah satu urusan yang sangat urgent
di daerah mengingat urusan ini bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat memiliki
banyak karakter dan kepentingan dan mensinkronkan itu semua
menjadi sebuah perkara yang tidak mudah untuk dilakukan.
Menerapkan prinsip equality adalah sebuah tuntutan yang harus
dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam menampung dan
memenuhi aspirasi masyarakat.

Masyarakat dalam berbagai karakter dan perilaku juga
seringkali tidak memiliki nasib dan kesempatan menikmati hidup
yang sama. Perbedaan pekerjaan/pendapatan misalnya menjadi salah
satu faktor pembeda dalam hal ini. Sehingga Pemerintah dituntut
bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis diantara
masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama dan merata
khususnya dalam memperoleh penghidupan yang layak. sehingga
mampu mengeliminir gap yang sering terjadi.

Tabel 2.146
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020-2024

Tahun

No. Indikator Satuan

2020 | 2021 2022 | 2023

2024

1 |Persentase
pengawasan dan
pelaksanaan
komunitas Adat
terpencil (KAT)

% 100 100 100 100

100

Presentase
Pengawasan
pelaksanaan undian
gratis berhadiah dan
pengumpulan uang
dan barang

% 100 100 100 -

Presentase PSKS
(pemerlu pelayanan
Kesejahteraan sosial
) yang mendapatkan
peningkatan
kemampuan dan
pengetahuan
kesejahteraan social

% 100 100 100 100

100

Persentase warga
negara penyandang
disabilitas yang
memperoleh
rehabilitasi sosial
diluar panti

% 100 100 100 100

100
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Tahun

No. Indikator Satuan 2020 | 2021 2022 | 2023

2024

5 |Persentase anak
terlantar yang
memperoleh % 100 100 100 100
rehabilitasi sosial
diluar panti

100

6 |Persentase warga
negara lanjut usia
terlantar yang
memperoleh
rehabilitasi sosial
diluar panti

% 100 100 100 100

100

7 |Persentase PMKS
yang mendapatkan % 84,86 | 86,12 | 86,42 89,4
jaminan sosial

105

8 |Persentase warga
negara korban
bencana kab/kota
yang memperoleh
perlindungan dan
jaminan social

% 100 100 100 100

100

9 |Presentase Taman
Makam Pahlawan % 100 100 100 100
(TMP) yang dikelola

100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025

Ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kesejahteraan
masyarakat dari sisi sosial diantaranya. jumlah ketersediaan panti
asuhan. PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan persentasi
penanganan PMKS. Jumlah panti asuhan yang ada di Kabupaten
Toraja Utara dari tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan yaitu
sebanyak 1 unit. Kemudian PMKS yang memperoleh bantuan dari
tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. begitu juga dengan
persentase penanganan PMKS yang ditangani mengalami
peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
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Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

TABEL 2.147
Sarana Panti Asuhan, Jumlah PMKS Yang Menerima bantuan dan
Persentase PMKS Yang Tertangani di

Indikator Sat Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Panti Asuhan
Jumlah Panti Asuhan.
Panti Jompo dan Panti Unit 1 1 1 1 1
Rehabilitasi
PMKS yang Memperoleh Bantuan
Jl.lmleh PMKS yang Jiwa | 22.169 21.904 23.099 | 23.360 25.961
Diberi Bantuan
Jumlah PMKS yang
Belum Mendapat Jiwa | 4.321 4.825 3.630 1.060 830
Bantuan
Jumlah PMKS yang Ada Jiwa | 26.492 26.729 26.729 | 26.792 26.792
PMKS Memp.erOIeh % 83.68 81.95 86.42 87.19 96.90
Bantuan Sosial
Persentase Penanganan PMKS

Jumlah PMKS yang Jenis 10 11 12 9 12
Tertangani
Jumlah PMKS yang Ada Jenis 10 11 12 9 12
Penanganan PMKS % 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Toragja Utara. 2025

Lingkup pelaksanaan Urusan Sosial yang dilaksanakan di
Kabupaten Toraja Utara mencakup penanganan korban bencana.
kesejahteraan sosial. kemiskinan. anak dan lansia terlantar. serta

penyandang disabilitas.

ii. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

Tabel 2.148
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024
. Tahun
No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 | 2023 | 2024
1 |Persentase RTK

dilaksanakan yang % n/a 25
mengacu pada

dokumen rencana
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Tahun

No. Indikator Satuan 2020 | 2021 2022 | 2023

2024

tenaga kerja

2 |Persentase pencari
kerja terlatih yang
mendapatkan
pekerjaan

% 100 80 90 92

95

3 [Persentase pencari
kerja terdaftar yang % 75 72 75 73
ditempatkan

75

4 |Persentase
perusahaan yang
menerapkan tata
kelola kerja yang
layak (PP/PKB, LKS
Bipartit, Stuktur
Skala Upah, dan
Terdaftar Peserta
BPJS
Ketenagakerjaan)

% 100 0,5 6,98 8,67

8,67

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator
yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15
tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya
angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh
bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang
baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari
kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Toraja Utara, jumlah
angkatan kerja dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus meningkat.
Sedangkan tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran
terbuka di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024 mengalami tren
fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 tingkat pertisipasi angkatan
kerja 67,50% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,17% dan
di tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja naik menjadi
77,50% tetapi tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,60%.
Pada Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kembali
menurun dengan angka 72,53 namun disisi lain tingkat
pengangguran terbuka juga menurun menjadi 2,44%. Hal ini
dikarenakan berkurangnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2024.
Untuk lebih jelasnya struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tabel 2.149
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tahun
No. Kegiatan Utama Satuan
2020 2021 2022 2023 2024

1. | Angkatan Kerja Orang | 111.692 | 119.838 | 116.670 | 155.198 | 148.093
2. | Bekerja Orang | 108.155|116.712 | 114.343 | 151.165 | 144.484
3. | Pengangguran Orang | 3537 | 3.126 | 2.327 | 4.033 3609+

terbuka
4, Egggmmgkatan Orang | 53767 | 47.621 | 52.804 | 45.069 | 56.092
5. | Tingkat Partisipasi % 67,50 | 71,56 | 68,84 | 77,50 | 72,53

Angkatan Kerja

Tingkat
6. Pengangguran % 3,17 2,61 1,99 2,60 2,44

Terbuka

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, 2025

2) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun
Angka sengketa pengusaha-pekerja merupakan perbandingan

antara jumlah

sengketa

pengusaha

pekerja

dibagi

jumlah

perusahaan. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahunnya dalam
kurun waktu 2020-2024 mengalami tren fluktuatif. Selengkapnya

pada tabel berikut.

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tabel 2.150
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja

Tahun
Indikat Sat

REIRator atian  m2020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Sengketa
Pengusaha Pekerja Kasus 2 2 1 0
Jumlah Perusahaan | Perusahaan 1103 266 129 239 256
Angka Sengketa
Pengusaha-Pekerja % 0,18 0,75 0,78 0,00 0,78
per Tahun

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

3) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun

waktu 2020-2024 mengalami tren fluktuatif cenderung menurun.
Pada tahun 2020 sebesar 82,04% dan naik di tahun 2021 sebesar
sebesar 1,99% menjadi 84,03. Namun pada tahun 2022 hingga tahun
2024 mengalami penurunan sebesar 34,03% menjadi 50%.
Selengkapnya pada tabel berikut.
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Tabel 2.151
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun

Indikat Sat

ndikator atuan 72020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Pencari Kerja yang Orang 827 1052 | 3456 | 3456 1720
Ditempatkan
Pencari kerja yang Orang 1008 1252 6576 6576 3440
Terdaftar
Besaran Pencari Kerja
yang Terdaftar yang %o 82,04 | 84,03 | 52,55 | 52,55 50
Ditempatkan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

4) Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi
Jamsostek
Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta
jamsostek di kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai tahun
2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pekerja/buruh yang
menjadi peserta program jamsostek sebesar 50%. Pada tahun 2024
kepesertaan jamsostek naik menjadi 80,05%. Selengkapnya pada
tabel berikut.

Peserta Program

Tabel 2.152
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator Satuan Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Besaran Pekerja/Buruh
yang Menjadi Peserta % 50 50 78 78 80,5
Program Jamsostek

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

5) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan. Pada
tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 0% dan pada tahun 2022
hingga tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini berarti pada tahun 2022
hingga 2024 semua pendaftar pelatihan mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.153
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Tahun
Indikat Sat
neator atHan 72020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Tenaga Kerja yang Dilatih Orang 0 0 160 83 192
Pendaftar Pelatihan
Berbasis Kompetensi Orang 0 0 160 83 192
Besaran Tenaga Kerja
yang Mendapatkan o
Pelatihan Berbasis % 0 0 100 100 100
Kompetensi

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025
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6) Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis

Masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kewirasusahaan kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan. Pada

tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 0% dan pada tahun 2022

dan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini berarti pada tahun hingga

tahun 2024 semua pendaftar pelatihan mendapatkan pelatihan

berbasis kewirausahaan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.154
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kewirausahaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun
indikator Satuan 75520 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tenaga Kerja yang Dilatih Orang 0 0 100 83 192
Pendaftar Pelatihan
Berbasis Kewirausahaan Orang 0 0 100 83 192
Besaran Tenaga Kerja
yang Mendapatkan
Pelatihan Berbasis 7 0 0 100 100 100
Kewirausahaan
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.155
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2020-2024
Tahun
No. Indikat Sat
° ndiator athan 2020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 [Persentase
Partisi .
arsipast % 20 30 | 27,46 | 8,34 | 6,22
Perempuan di
Lembaga Pemerintah
2 |Rasio Kekerasan
Dalam Rumah % S 0,6 0,63 0,11 0,01
Tangga (KDRT)
3 |Persentase lembaga
penyedia layanan
bagi keluarga yang
mendapatkan % 0 S0 50 S50 55,55
pembinaan dan
penguatan
kelembagaan
4 [Persentase
Perangkat daerah % 0 10 15 42,85 | 67,85
yvang memiliki data
S Persentase korban % 100 100 100 100 100
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No.

Indikator

Satuan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

kekerasan anak
yang terlayani

6 |Cakupan Pelayanan
Kasus Kekerasan
terhadap Anak
termasuk anak % 94,29 100 100 100
berhadapan dengan
hukum sesuai

standar oleh P2TP2A

100

Sumber: Dinas DP3AP2KB, Tahun 2025

1) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi
kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi
seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan legislatif.
Terlihat dengan adanya peningkatan dengan adanya peningkatan
jumlah perempuan terpilih menjadi wakil rakyat pada periode
pemilihan 2019-2024. Hal ini juga menunjukkan indikasi
meningkatnya  pemahaman  masyarakat bahwa  perempuan
mempunyai potensi yang sama dengan laki- laki dalam berpolitik
sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk
mendapat dukungan oleh semua pihak.

Di Kabupaten Toraja Utara, persentase keterwakilan
perempuan di parlemen dalam 3 (tiga) periode Pemilu, yaitu periode
2009-2014, periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 mengalami
peningkatan, namun belum dapat mencapai kuota 30%, artinya
pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal
dibandingkan laki-laki.

Terbitnya grand design peningkatan keterwakilan perempuan
di parlemen melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
Nomor 10 tahun 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan
Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan berhasil meningkatkan
motivasi perempuan untuk masuk dan berkiprah di partai politik dan
mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Selengkapnya pada tabel
berikut.

Tabel 2.156
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian Tahun

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Kursi yang Diduduki 3 3 3 3 3
Perempuan
Jumlah Total Kursi di
Keanggotan DPRD 30 30 30 30 30
Proporsi Kursi yang Diduduki 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00
Perempuan di DPR ’ ’ ’ ’ ’

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindingan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2025
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2) Rasio KDRT

Jumlah KDRT di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020
sampai tahun 2023 mengalami kenaikan walaupun di tahun 2021
jumlah KDRT di Kabupaten Toraja Utara tidak ada. Pada tahun 2020
jumlah KDRT di kabupaten Toraja Utara sebanyak 5 kasus dengan
rasio KDRT 0,009, Pada tahun 2021 jumlah KDRT di Kabupaten
Toraja Utara tidak ada tetapi pada tahun 2022 naik menjadi 7 kasus
dengan rasio 0,009 dan pada tahun 2023 jumlah kasus KDRT naik
lagi menjadi 9 kasus dengan rasio 0,011. Namun pada tahun 2024
mengalami penurun dengan jumlah 8 kasus dan rasio 0,010.
Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.157
Rasio KDRT Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024
Uraian Tahun

2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah KDRT 5) 0 7 9 8
Jumlah Rumah Tangga 56.315 | 75.335 | 78.080 | 79.659 | 82.649
Rasio KDRT 0,009 - 0,009 0,011 0,010
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toraja Utara, Tahun 2025

3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Toraja
Utara dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuatif.
Pada tahun 2019 partisipasi angkatan kerja perempuan 65,21% dan
turun di tahun 2020 menjadi 64,92 kemudian naik kembali pada
tahun 2021 menjadi 67,91% tetapi kembali turun di tahun 2022
menjadi 63,27% dan naik signifikan di tahun 2023 sebesar 73,8%.
Walaupun pada tahun 2023 partisipasi angkatan kerja peremluan
naik signifikan tetapi masih di bawah partisipasi angkatan kerja laki-
laki yaitu sebesar 81,06%. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.158
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Indikator Satuan flahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja % | 64,92 |67,91|63,27| 73,80 | 66,07
Perempuan

Sumber : BPS Toraja Utara, Tahun 2024

4) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih

di Dalam Unit Layanan Terpadu
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam
unit layanan terpadu di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020
sampai tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh pengaduan
yang masuk di Kabupaten Toraja Utara semuanya ditindalanjuti dan
mendapatkan penanganan. Walaupun jumlah pengaduan dari tahun
2020 sampai tahun 2024 mengalami tren fluktuatif cenderung
meningkat. Pada tahun 2020, jumlah pengaduan yang masuk
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sebanyak 35 laporan. Pada tahun 2021 laporan yang masuk turun
jika dibandingkan jumlah laporan yang masuk di tahun 2020. Tahun
2021 jumlah laporan yang masuk sebanyak 22 laporan meningkat
lagi di tahun 2022 sebanyak 27 laporan. Pada tahun 2023 hingga
tahun 2024 jumlah laporan yang masuk meningkat menjadi 34
laporan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang
Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di
Dalam Unit Layanan Terpadu
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian Tahun
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Jumlah Pengaduan/laporan yang

ditindaklanjuti oleh unit 35 22 27 31 34
pelayanan terpadu

Jumlah lapor_an /pengaduan yang 35 99 o7 31 34
masuk ke unit pelayanan terpadu

Cakupan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan yang 100 100 100 100 100
Mendapatkan Penanganan

Pengaduan
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toraja Utara, Tahun 2025

c. Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam
pembangunan ekonomi. Kejadian mengenai rawan pangan menjadi
masalah yang sangat sensitive dalam dinamika kehidupan sosial
politik. Oleh sebab itu, mewujudkan ketahanan pangan menjadi hal
yang sangat penting, khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.160
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020-2024

Tahun

No. Indikator

Satuan

2020 | 2021 2022 | 2023

2024

1 [Jumlah Kelompok
Pengelola
Infrastruktur
Pendukung
Ketahanan Pangan
yvang dibina

Klp

Persentase
Ketersediaan Pangan %

Utama (%)

60 75

70

- Ketersediaan
Energi
(kkal/kapita/hari)

kkal/kap

ita/hari | 2273

2.426 | 2.100 | 2.100

2.100
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. Tahun
No. Indikator Satuan =500 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
4 |- Ketersediaan
] gram/ka
Protein ita/hari 45.50 52.36 57 60 58.55
(gram/kapita/hari) P
5 |Persentase Daerah
Rawan Pangan yang % 0 2 70 - -
Tertangani
6 |Persentase
P
engawasan dan % 0 790,66 | 80 | 99,22 | 99,22
Pembinaan
Keamanan Pangan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Tahun 2025

Secara lengkap mengenai indikator Pangan dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 2.161

Indikator Pangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 2020-2024

Indikat Sat Tahun

ndikator atuan 2020 | 2021 [ 2022 | 2023 [ 2024
Skor PPH Skor 69.11 | 84.63 | 78.7 | 81.1 [75.40
Ketersediaan
Ketersediaan Energl | . 1apita/hari | 2.273 | 2.426 | 2.100 | 2.100 | 2.100
perkapita
Ketersediaan protein | .\ /kapita/hari | 45.50 | 52.36 | 57 60 |58.55
perkapita

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025

Skor Pola Pangan Harapan adalah susunan kerangaman
pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok
pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.
PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan
wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan
aspek sosial. ekonomi. budaya dan preferensi konsumsi pangan
masyarakat. Dan juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan
sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya
produksi pangan. PPH juga merupakan salah satu alat ukur yang
digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan
pangan suatu wilayah (makro).

Pada tabel diatas Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja
Utara mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 adalah sebesar
69.11 naik menjadi 84.63 pada tahun 2021 dan turun menjadi 78.7
pada tahun 2022, naik kembali menjadi 81,1 pada tahun 2023.
Dibandingkan pada pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar
2,4%. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan
menjadi 75.40 hal ini dikarenakan turunnya ketersediaan protein per
kapita dari 60 pada tahun 2023 menjadi 58.55 pada tahun 2024.
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Ketersediaan

2.400.00 kkal/kap/hari.

Ketersediaan protein gram/kapita/hari

energy

perkapita

(kkal/kapita/hari)
dikandung dari bahan makanan tergantung atas dua hal yaitu jumlah
ketersediaan dan kandungan energinya dalam suatu komoditas.
Jumlah ketersediaan terbesar untuk tiap orang per harinya dari
kesembilan pangan strategis berasal dan beras dan jagung.

Dari tabel diatas pada tahun 2024 ketersediaan energy di
Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 2.100. Dari angka tersebut
bisa diartikan bahwa tingkat ketersediaan energy di Kabupaten Toraja
Utara tahun 2024 belum memenuhi standar ketersediaan energy
yaitu 2.100 kkal/kap/hari dimana angka kecukupan energy adalah

yang

yaitu ketersediaan

bahan makan perkapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya
dengan satuan gram protein. Pada tahun 2024 ketersedian protein di
Kabupaten Toraja Utara sebesar 58.55 gram/kapita/hari. Capaian
tersebut masih rendah dibandingkan dengan angka kecukupan yaitu
sebesar 63 gram/kapita/hari.

d. Pertanahan

Tabel 2.162
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024
. Tahun
No. Indikator Satuan 75020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 |Persentase
penggunaan dan
pemanfaatan tanah % 85 86 86 87 87
milik kabupaten
Toraja Utara

2 |Persentase
permasalahan o 0 0 0 0 0
pertanahan yang
terfasilitasi

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan

Pertanahan, Tahun 2025

Penyelesaian Kasus Tanah Negara Dalam kurun waktu lima tahun
terakhir menunjukkan tidak ada kasus tanah negara yang terdaftar
sehingga tidak ada juga penyelesaian kasus tanah Negara.
Tabel 2.163
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun

e Uraian Sat 72020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 | Jumlah Kasus yang Kasus 0 0 0 0 0
Diselesaikan

2 | Jumlah Kasus yang Kasus 0 0 0 0 0
Terdaftar

3 | Rasio Penyelesaian o o 0 o o
Kasus Tanah Negara

Sumber : Bagian Hukum Kab. Toraja Utara Tahun 2025
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e. Lingkungan Hidup

Tabel 2.164
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Tahun 2020-2024

No.

Indikator

Satuan

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah dokumen
telaahan kebijakan
yvang telah
mengakomodir
RPPLH
kabupaten/kota

Dok

Jumlah Dokumen
Uji Kualitas
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara,
dan Laut

Dok

45

Jumlah Sarana dan
Prasarana
Keanekaragaman
Hayati yang dikelola

Unit

N/A

Jumlah usaha
dan/atau kegiatan
yvang diawasi izin
lingkungan,
persetujuan
lingkungan, surat
kelayakan operasi
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten /Kota

keg

205

200

95

Jumlah Dokumen
Kelembagaan MHA,
Kearifan Lokal,
Pengetahuan
Tradisional dan Hak
MHA terkait dengan
PPLH yang
dilakukan
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Pendampingan dan

Dok

N/A
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No. Indikator Satuan

Tahun

2020 | 2021 2022 | 2023

2024

Penguatan

6 [Jumlah ASN yang
dilakukan pelatihan
peningkatan
Kapasitas PPLHD keg N/A 2 - 0
dan diangkat
menjadi Fungsional
PPLHD

7 |Persentase
penanganan
pengaduan kasus
lingkungan hidup

% 100 100 100 100

100

8 [Jumlah Sarana dan
Prasarana
Penanganan
Sampah untuk
kegiatan pemilahan, Unit 15 15 15 21
pengumpulan,
pengangkutan,
pengolahan, dan
pemrosesan akhir

25

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan
Pertanahan, Tahun 2025

1) Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Salah satu masalah yang dihadapi oleh berbagai daerah di
Indonesia. khususnya Kabupaten Toraja Utara mengenai masalah
persampahan. Masalah persampahan yang cukup sulit dalam
penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat
pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak. baik secara teknis
maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung
timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi
bahaya yang mungkin akan muncul akibat penimbunan sampah
tersebut. Berikut adalah kondisi penanganan persampahan di
Kabupaten Toraja Utara :

TABEL 2.165
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di
TPA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

. Tahun
No.| Uraian | Satu